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Pasal 1
Rencana Strategis Kementerian Kebudavaan Tahun 2025
2029 adalah dokumen  peérencanaan Kementerian
Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 vang merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
MNasional.

Pasal 2
Rencana Strategis Kementerian Kebudavaan Tahun 2025
2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian
Kebudayaan Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistemn
Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja
Anggaran-Rencana Strategis Kementerian / Lembaga atau yang
disebut KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian
Kebudayaan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2.



Pasal 4

Pada saat Peraturan Menterni ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai rencana strategis di bidang kebudayaan dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5335 sebagaimana
telah  diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319,
dicabut dan dinyatakan tidak berlalu.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Kebudayaan merupakan fondasi utama dalam pembentukan identitas, karakter,
dan peradaban bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan besar seperti
Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, hingga kejavaan Majapahit dan era kesultanan
Nusantara, warisan kebudayaan telah menjadi daya kohesi sosial yang
menyatukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Dalam masa penjajahan
dan perjuangan kemerdekaan, ekspresi budaya juga menjadi medium
perjuangan, simbol perlawanan, dan afirmasi jati diri bangsa.

Hingga tahun 2023, telah tercatat lebih darn 2.200 unsur Wansan Budaya
Takbenda (WBTb) di tingkat nasional, mencerminkan keberagaman ekspresi
budaya yang hidup di tengah masyarakat. Keberagaman ini bukan hanya
menjadi kekayvaan vang harus dirayakan, tetapi juga tanggung jawab kolektif
vang harus dijaga dan diberdayakan secara berkelanjutan, Oleh karena itu,
pembangunan kebudayaan diarahkan melalui pelindungan, pengembangan,
pemanfaatan, dan pembinaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pengakuan terhadap pentingnya kebudayaan tidak hanya datang dari dalam
negeri, tetapi juga dari dunia internasional. United Nations Educational,
Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) telah menetapkan berbagai
elemen budaya Indonesia sebagai WBTb Dunia, seperti batik (2009), wayang
(2003), keris (2005}, angklung (2010), noken Papua (2012}, dan pencak silat
(2019). Sistem sosial seperti subak di Bali dan praktik gotong royong menjadi
contoh kearifan lokal vang mendukung keberlanjutan sosial dan ekologis.
Warisan budaya ini mencerminkan keunikan, nilai luhur, dan daya hidup
budaya Indonesia yang mampu berkontribusi pada peradaban global.

Dalam Sidang Umum ke-39 UNESCO di Pans, Asisten Direktur Jenderal
UNESCO Bidang Kebudayvaan, Francesco Bandarin, bahkan menyatakan bahwa
“tidak ada rasanya negara di dunia manopun yang punya warisan budaya
sekaya Indonesia maupun sebanyak warisan budaya tak benda Indonesia”. Ia
secara eksplisit menyebut Indonesia sebagai "negara super power di bidang
budaya”®, pengakuan yang mempertegas posisi strategis Indonesia dalam peta
kebudayaan dunia.



1.1 Kondisi Umum

1.1.1. Indeks Pembangunan Kebudayaan

indeks Pembangunan Kebudavaan (IPK) merupakan instrumen sirategis yvang
dikembangkan untuk mengukur secara kuantitatif capaian pembangunan
kebudavaan nasional. IPK disusun dengan mengadopsi kerangka kerja Culture
for Development Indieators {CDis) dari UNESCO, yang menekankan pentingnya
budava sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, IPK berfungsi
sebagal alat bantu perencanaan dan evaluasi kebijakan kebudayaan, serta
sebagai dasar dalam penyusunan arah pembangunan berbasis data.

IPK terdiri dari tujuh dimensi utama yang saling terkait yaitu:

Gambar 1: 7 Dimensi Utama [ndeks Pembangunan Kebudayaan
Sumber: https: / /ipk. kemenbud.go.idf

Ketujuh dimensi tersebut mencerminkan keterkaitan antara budaya dan sektor-
sektor pembangunan lainnya, serta menjadi refleksi atas seberapa besar
kontribusi budaya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan
ketahanan nasional.
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Gambar 2: IPK Nasional Tahun 2023
Sumber: https:/ /ipk.kemenbud.go.id /
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Selama periode tahun 2018-2023, capaian [PK nasional menunjukkan dinamika
yvang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pandemi global. Grafik
perkembangan IPK nasional memperlihatkan adanya tren penurunan pada
tahun 2020 dan 2021 akibat dampak pandemi COVID-19, dengan ftitik terendah
pada tahun 2021 sebesar 51,90 poin. Namun, pemulihan vang signifikan terjadi
pada tahun-tahun berikutnya, terutama pada tahun 2023 yang mencatat
pertumbuhan 3,63% dan mencapai skor IPK sebesar 57,13 poin.

Capaian IPK tahun 2023 ini didorong oleh peningkatan skor pada hampir
seluruh dimensi, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat pada Dimensi Ekspresi
Budaya (naik 10,90%) dan Dimensi Budaya Literasi (naik 5,37%). Sementara itu,
dimensi dengan skor tertinggi adalah Dimensi Pendidikan (73,35 poin),
sedangkan vang terendah adalah Dimensi Ekonomi Budaya (29,50 poin).
Kesenjangan vang tinggi antardimensi tersebut menandakan masih perlunva
upaya penguatan dan harmonmsasi kinerja lintas aspek pembangunan
kebudayaan.
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Gambar 3: Grafik Nilai IPK Tahun 2015-2023

Sumbert: https:/ /ipk.kemenbud.go. id/

Visualisasi ini juga menggarisbawahi pentingnya strategi afirmatf untuk
memperkuat dimensi yang masih tertinggal. Dimensi Ekonomi Budaya,
misalnya, mencerminkan lemahnya kontribusi sektor budaya terhadap ekonomi
nasional yang memerlukan pendekatan terpadu melalui pengembangan industri
kreatif, fasilitasi pelaku budava. serta integrasi kebudayaan dalam rantai nilai
ekonomi lokal dan global.

Secara keseluruhan, grafik IPK tahun 2018-2023 menjadi gambaran kuantitatif
atas capaian dan tantangan pembangunan kebudavaan di Indonesia. Data ini
menjadi rujukan penting dalam merumuskan arah kebijakan, penetapan target
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kinerja, serta strategi lintas sektor mengingat target IPK nasional dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045
ditetapkan sebesar 68,15 poin, yang menuntut konsistensi kebijakan dan sinergi
antarkementerian /lembaga serta pemerintah daerah dalam pembangunan
kebudayaan.

1.1.2. Dana Indonesiana

Dana Indonesiana merupakan skema Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola
oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan [LPDP] dan dimanfaatkan melalui
kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kebudayaan.
Skema ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menyediakan sumber
daya pembiayvaan jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemajuan
kebudayvaan.

Dana Indonesiana dirancang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis
dalam empat pilar pemajuan kebudayaan yakni pelindungan, pengembangan,
pemanfaatan, dan pembinaan dengan tujuan membangun ekosistem budaya
yang inklusif, dinamis, dan berbasis komunitas.

Secara esensial, Dana Indonesiana bertujuan untuk menjamin keberlangsungan
program-program kebudayaan yang tidak selalu dapat dijangkau oleh skema
anggaran tahunan konvensional. Melalui pendekatan berbasis hasil kelola dana
abadi, skema ini memungkinkan pendanaan multitahun bagi program-program
strategis, seperti revitalisasi warisan budaya, dokumentasi maestro dan praktik
budaya langka, dukungan terhadap karya kreatif inovatif, pendayagunaan ruang
publik budaya, distribusi internasional karya budaya unggulan, serta pelatihan
dan beasiswa bagi pelaku budaya,
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Gambar 4: Capaian dan Ragam Dana Indonesiana

Sesuai dengan gambar di atas, capaian dan ragam bentuk pelaksanaan program
Dana Indonesiana disclenggarakan melalui empat jenis layanan utama, yakmni
fasilitasi bidang kebudayvaan, produksi kegiatan budaya, produksi media, serta
program lain sesuai arahan dewan pengarah Pelaksanaan program ini




il -

mencerminkan dukungan negara terhadap keberagaman ekspresi budaya di
seluruh wilayah Indonesia.

Kategori kegiatan yang didanai meliputi dukungan institusional bag lembaga
budaya, penyelenggaraan ewveni strategis, penciptaan karya kreatif inovatif,
dokumentasi karya maestro, pemanfaatan ruang publik, kajian objek pemajuan
kebudavaan, fasilitasi sinema mikro, hingga pendampingan distribusi
internasional, Skema mi dirancang untuk mendorong ekosistern budaya vang
hidup, dinamis, dan merata di seluruh provinsi.

Sampai dengan bulan Desember 2024, Dana Indonesiana telah menjangkau 924
penerima manfaat vang tersebar di 36 provinsi, dengan total nilai perjanjian
pendanaan mencapai Rp488 miliar, Visualisasi dalam gambar menampilkan
contoh kegiatan penerima manfaat, seperti Ubud Wrters & Readers Festival,
Biennale Jogja, Festival Film Purbalingga, pertunjukan seni kontemporer di
Salihara, hingga karya perfilman daerah seperti Hula-Keta dari Nusa Tenggara
Timur.

Keberagaman jenis kegiatan yang terfasilitasi menunjukkan bahwa Dana
Indonesiana tidak hanva mendukung pelestarian budaya tradisional, tetapi juga
mendorong eckspresi budaya kontemporer, inovasi kreatif, serta penguatan
sinergi budaya dengan sektor ekonomi dan media. Pendekatan ini memperkuat
peran kebudayaan sebagai pendorong utama pembangunan berbasis jati diri

Gambar 5: Persebaran Penerima Manfaat Dana Indonesiana
Sumber: Laporan Dana Indonesiana Tahun 2023

Sebagai instrumen pendanaan strategis untuk mendukung pelaksanaan empat
pilar pemajuan kebudayaan, Dana Indonesiana telah menunjukkan capaian
persebaran yang signifikan secara nasional. Hingga akhir tahun 2024, tercatat
sebanyak 924 penerima manfaat tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, baik
dalam bentuk individu, komunitas, maupun lembaga kebudavaan. Sebaran ini
menegaskan upaya pemerintah dalam mendorong ekuitas akses pendanaan,
penguatan kapasitas kelembagaan budaya, serta pemberdayaan pelaku budaya
lintas wilayah.
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Distribusi tertinggi penerima manfaat berada di kawasan Pulau Jawa, yaitu di:
a, Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing sebanyak 87 penerima,

b. Daerah Istimewa Yogvakarta sebanyak 79 penerima;

c. Jawa Timur sebanyvak 70 penerima; dan

d. Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 62 penerima.

Capaian tersebut mencerminkan kekuatan infrastruktur budaya, kesiapan
komunitas, dan kapasitas kelembagaan vang relatif lebih mapan di wilayah-
wilavah tersebut. Sementara itu, beberapa provinsi masih menunjukkan angka
vang rendah atau nihil, seperti Papua Pegunungan, Papua Barat Daya. dan
Kepulauan Riau, vang masing-masing belum fercatat memiliki penenma
manfaat. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan akses dan perluasan
informasi, vang ke depan akan menjadi fokus afirmasi dalam pelaksanaan Dana
Indonesiana periode berikutnva.

Dana Indonesiana ini juga memberikan ruang bagi pendekatan kebudayaan
yvang berbasis penciptaan baru (new cultural production), sejalan dengan
semangat Undang-Undang Pemajuan Kebudavaan, yang tidak hanya
menekankan pelestarian, tetapi juga mendorong inovasi dan regenerasi budava
secara aktif. Seperti vang tergambarkan pada laporan akhir yang diisi penerima
manfaat dalam sistem Riset Inovatif Produktif (eRISPRO) per 20 Desember 2024,
implementasi Program Dana Abadi Kebudayaan menunjukkan capaian vang
signifikan dalam menggerakkan ekosistem budayva nasional secara partisipatif
dan berkelanjutan.
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Gambar 6; Rekapitulasi Capaian Program dan Kreasi Budaya Tahun 2024

Sumber: Data Pokok Kebudayaan pada tahun 2024, telah diselenggarakan
sehanyak 636 program dan/atau event publik, yang berhasil menjangkau
21.337 pelaku budaya, 9.228 komunitas, serta melibatkan 13.355 tenaga teknis
pendukung. Jumlah partisipasi publik tercatat sangat besar, yakni 1.328.068
orang, mencerminkan tingginya daya serap dan keterlibatan masyarakat dalam
aktivitas kebudayaan.
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Dan sisi hasil, program ini mendorong lahirnya 292 karya atau kreasi budaya
baru, vang terdiri atas berbagai bentuk seperti buku, film dokumenter,
pertunjukan seni, produk kerajinan, karva musik, aplikasi digital, hingga film
animasi. Keberagaman bentuk karva ini menegaskan komitmen terhadap
pengembangan kebudayaan yang adaptif terhadap zaman dan teknologi.

Selain produksi karya, penguatan keberlanjutan ekosistem budaya juga
tercermin dari capaian 87 hak kekayaan intelektual (HKI), 164 kegiatan
pengembangan kapasitas yang melibatkan 5.200 peserta, serta penyusunan Y8
dokumen rencana strategis organisasi budaya. Hal ini menandakan adanya
investasi jangka menengah dalam tata kelola kelembagaan budaya vang berbasis
bukti dan data.

Adapun kontribusi mitra yvang tercatat mencapai Rpb6 miliar, menunjukkan
bahwa Dana Abadi Kebudayaan juga berhasil memobilisasi kolaborasi
pendanaan lintas sektor dan memperkuat kepercayaan terhadap tata kelola
vang transparan dan akuntabel.

Capaian ini memperlihatkan bahwa Dana Abadi Kebudayaan tidak hanya
berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai katalisator pembaruan
dan pemberdayaan ekosistem budava vang inklusif, produktif, dan berorientasi
masa depan.

Melalui Dana Indonesiana, pemerintah menunjukkan arah kebijakan yang
berpihak pada pelaku budaya sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar
objek kebijakan. Skema ini sekaligus menjadi cerminan praktik good governance
dalam tata kelola pendanaan budaya, di mana akuntabilitas, transparansi, dan
keberlanjutan menjadi prinsip utama.

1.1.3. Cagar Budaya, Warisan Budaya Takbenda, dan Warisan Budaya Dunia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan budaya paling
beragam di dunia. Keberagaman ini tercermin dalam berbagai ekspresi budaya,
baik dalam bentuk fisik seperti cagar budaya dan situs sejarah, maupun dalam
bentuk takbenda seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, serta
pengetahuan lokal.

Cagar budaya merupakan manifestasi fisik dari peradaban dan sejarah bangsa
vang memiliki nilai penting bagi pemahaman identitas, kontinuitas budaya, dan
pembentukan jati diri nasional. Sebagai bagian dari warisan budaya vang
bersifat tangible atau berwujud, cagar budaya mencakup benda, bangunan,
struktur, situs, dan kawasan vang memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan,
pendidikan, agama, dan kebudavaan. Pelindungan terhadap cagar budaya
menjadi kewajiban konstitusional negara sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
diatur secara lebih rinci melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya (Undang-Undang Cagar Budayaj.

Dalam konteks pembangunan kebudayaan nasional, pengelolaan cagar budaya
tidak hanya bertujuan untuk melestarikan tinggalan sejarah, tetapi juga untuk
mengembangkan potensi edukatif, sosial, ekonomi, dan diplomasi budaya.
Cagar budava menjadi simpul penting dalam penguatan memori kolektif bangsa,
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revitalisasi ruang publik berbasis sejarah, dan pengembangan destinasi berbasis
wansan budaya yang berkelanjutan.
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Gambar 7: Sebaran Cagar Budava Peringkat Nasional

Sumber: Data Pokok Kebudayaan

Fer Desember 2024, tercatat scbanyak 228 cagar budaya peringkat nasional
telah ditetapkan dan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Peta persebaran
menunjukkan bahwa konsentrasi terbesar berada di wilayah Pulau Jawa dan
Bali. Provinsi dengan jumlah cagar budaya terbanyak meliputi Jawa Tengah
sebanyak 30, Jawa Timur sebanyak 27, Daerah Istimewa Yogyakarta sebanvak
26, dan Sumatera Barat sebanyak 23. Sebaliknya, masih terdapat sejumlah
provinsi yang belum memiliki cagar budaya peringkat nasional, termasuk Papua,
Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, vang
seluruhnya tercatat nol.

Proses penetapan ini mencerminkan adanya upaya serius dari pemerintah pusat
dan daerah dalam memastikan pelindungan tinggalan sejarah sebagai sumber
pengetahuan, pendidikan, dan kebanggaan nasional. Berdasarkan data
Kementerian Kebudayaan tahun 2023, masih terdapat ribuan objek vang
berpotensi untuk ditetapkan sebagai cagar budaya namun belum tercakup oleh
sistem registrasi nasional, menunjukkan perlunya percepatan dan penguatan
kapasitas lembaga pelestari di daerah.

WBTb merupakan salah satu pilar utama dalam upaya pelestarian dan
pemajuan kebudayaan nasional. Sebagai ekspresi hidup vang diwariskan dari
generasi ke generasi, WBTb mencerminkan pengetahuan lokal, nilai-nilai luhur,
dan praktik budaya yang membentuk identitas kolektif masyarakat Indonesia.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pelestarian WBTh memiliki peran
strategis tidak hanya sebagai instrumen pelindungan budava, tetapi juga
sebagai sumber inovasi sosial, ekonomi kreatif, dan diplomasi budaya.

Penetapan WBTb secara nasional dilakukan sebagai bentuk pengakuan negara
terhadap kekayaan budaya yang tumbuh dari komunitas, serta sebagai dasar
kebijakan untuk penguatan program pelestarian di tingkat pusat dan daerah.
Hingga akhir tahun 2024, sebanyak 2.213 WBTh telah ditetapkan secara
nasional dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.



= b

Gambar 8: Sebaran Warisan Budaya Takbenda

Sumber: Data Pokok Kebudayaan

Seperti yang terlihat pada gambar, lima provinsi dengan jumlah WBTb terbanyak
secara nasional adalah Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 208, Jawa Tengah
sebanvak 158, Jawa Barat sebanyak 140, Bali sebanvak 134, dan Jawa Timur
aechanvak 112, Jumlah ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut
memiliki kapasitas kelembagaan dan tradisi dokumentasi yvang relatif kuat
dalam mendorong pelestarian budaya takbenda. Ih sisi lain, masih terdapat
sejumiah provinsi vang belum memiliki penetapan WBTh sama sekali, seperti
Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Persebaran WBTh ini
mencerminkan tingginya keberagaman budaya yang hidup di tengah
masvarakat serta peran aktif komunitas dan pemerintah daerah dalam
pelestarian budaya lokal.

Penpakuan terhadap kekayaan budaya Indonesia tidak hanyva datang dari dalam
negeri, tetapi juga dari komunitas internasional. UNESCO secara resmi telah
menetapkan sejumlah warisan budayva Indonesia ke dalam daftar Werld Heritage
Sites maupun Intangible Cultural Heritage of Humanily, sebagai bentuk
pengakuan atas nilai universal luar biasa dari warisan budaya bangsa. Hingga
tahun 2024, Indonesia telah mencatatkan & Warisan Budaya Dunia (World
Cultural Heritage), vang mencakup 2 situs candi, 2 lanskap budava, 1 situs
arkeologl, dan 1 kawasan filosofis.
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Gambar 9: & Warisan Budaya Dunia (World Cultural Henitage)

Terdapat 16 WBTb Dunia (Intangible Cultural Heritage), yang meliputi seni
pertunjukan, kerajinan, tradisi lisan, praktik pengobatan tradisional, dan
ekspresi budaya lainnya.

Gambar 10: 16 Warisan Budava Takbenda Dunia {Intangible Cultural Heritage)

Pelestarian warisan budava berkontribusi signifikan terhadap peningkatan
Indeks Pembangunan Kebudavaan (IPK), khususnya dalam dimensi warisan
budaya yang merepresentasikan hasil pelindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan kekayaan budaya tangible di Indonesia.
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Gambar 11: Pertumbuhan Dimensi Warnsan Budaya Berdasarkan Indeks
Pembangunan Kebudayaan Nasional Tahun 2018-2023

Sumber: Buku IPK Tahun 2023

Selama periode tahun 2018 hingea 2023, dimensi ini menunjukkan tren yvang
relatif positif dengan capaian skor 51,54 poin pada tahun 2023, meningkat
5,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan efektivitas
kebijakan pelestanan, terutama melalui peningkatan jumlah penetapan Cagar
Budava dan pengakuan baru atas WBThH oleh negara.

Pertumbuhan paling signifikan tercatat pada tahun 2021, vakm 13,72%, pasca
rebound dan penurunan tajam di masa pandemi tahun 2020, Grafik proveksi
menunjukkan bahwa pada tahun 2024, skor dimensi warisan budaya
diperkirakan akan mencapai 57,62 poin, atau meningkat 11,79% dibanding
tahun 2023. Proveksi ini sejalan dengan peningkatan kualitas tata kelola,
revitalisasi situs budaya, serta pendanaan afirmatif dari Dana Abadi
Kebudayaan,

Upaya pelestarian ini tidak hanya memiliki nilai simbolik, tetapi juga strategis.
Warnsan budaya menjadi modal penting dalam diplomasi budaya, penguatan
identitas nasional, dan pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya. Oleh
karena itu, penguatan kebijakan pelestanan, penganggaran, serta partisipasi
masvarakat dan komunitas budaya menjadi prioritas dalam arah kebyjakan
kebudayaan lima tahun ke depan.

1.1.4. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT) adalah sistem data utama
kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai
sumber SPKT yang berisi data mengenai. OPK, sumber daya manusia (SDM)
Kebudayaan, lembaga kebudayaan, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana
kebudayvaan, serta data lainnva vang relevan dengan ekosistem kebudayaan
berdasarkan Pasal 15 ayat (2} Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2027 tentang
Pemajuan Kebudayaan. Amanah tersebut diperkuat dalam Pasal 2 ayat (2] huruf
¢ Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang
bertujuan mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta
perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan vang berbasis pada data.
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Data Pokok Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dapobud, merupakan sistem
informasi yang penting dalam pengelolaan data kebudayaan di Indonesia untuk
menunjang konsep SPKT berupa platform yang akan menjadi data referensi
utama dalam pendataan kebudayaan. Upaya pemajuan kebudavaan yang
terlegalisasi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan kebudayvaan (UU Pemajuan Kebudayaan), belum sepenuhnva
dilaksanakan secara maksimal. Upava pelestarian, pelindungan, pemanfaatan,
dan pengembangan masih menyisakan beberapa agenda vang harus
dilaksanakan. Agenda yang paling mendasar adalah pendataan. Tiap-tiap
instansi yang memiliki singgungan terhadap kebudayaan baik secara langsung
maupun tidak, seharusnya memiliki data kebudavaan. Kenvataannyva data
tersebut sangat tersebar, bahkan ada instansi yang membutuhkan data
kebudayaan karena minim pendataan. Data yvang selama ini adapun harus
diverifikasi ulang, karena kebudayaan terus berkembang.

Kondisi data dan pendataan kebudayaan yang bersifat parsial akan berdampak
pada penentuan kebijakan. Data yang mudah diakses tentu memiliki manfaat
terhadap kegiatan pengkajian kebudayaan yang akan bermanfaat ke depannyva.
Integrasi dan kemudahan akses data dan sistem pendataan inilah yang akan
memudahkan kinerja instansi kebudayaan, mempermudah pengambilan
kebijakan serta mendekatkan jarak kebudayaan kepada akademisi
nonpemerintahan serta masyarakat luas. Atas dasar inilah dibutuhkannya satu
sistemn integral vang disebut sebagai Dapobud.

Gambar 12: Sebaran Objek Pemajuan Kebudayvaan di Indonesia

Sumber: Data Pokok Kebudayaan

Berdasarkan data yang tercantum pada laman resmi Dapobud
(https:/ /dapobud.kemdikbud.go.id), hingga bulan April 2025 telah terhimpun
sebanyak 269.461 entri data terkait kebudayaan vang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia. Jumlah ini mencerminkan akumulasi pendataan sejak tahap
awal pembangunan basis data kebudayaan nasional, sekaligus menggambarkan
capaian progresif dalam mendokumentasikan potensi dan sumber daya budaya
secara digital dan spasial. Dari total entri di atas, mayoritas merupakan OPK
yang telah terdata sebanyak 210.969 objek, mencakup tradisi lisan, manuskrip,
adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa,
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permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Data ini menjadi fondasi penting
dalam proses verifikasi, pelindungan, dan pengusulan WBTb di tingkat nasional
maupun internasional.

Sementara itu, jumlah Objek Diduga Cagar Budayva (ODCB) yvang tercatat
mencapai 55.112, mencerminkan banvaknyva potensi tinggalan budaya
berwujud vang masih berada pada tahap identifikasi awal. Data ODCB ini
berperan strategis dalam menyusun prioritas kajian, pelestarian, dan penetapan
cagar budaya berdasarkan amanat Undang-Undang Cagar Budaya.

Selain itu, Dapobud juga mencakup data tentang:

a. 1.779 sumber dayva manusia (SDM] Kebudayaan yang terdin dan pelaku
budaya, seniman, budayawan, dan ahli tradisi yvang memiliki peran kunci
dalam pelestarian dan regenerasi nilai-nilai budaya;

b. 1,473 lembaga kebudayaan yang berfungsi sebagai pranata sosial budaya di
tingkat lokal maupun nasional; serta

c. 128 unit sarana dan prasarana kebudayaan yang mendukung aktivitas
pelestarian, produksi, dan diseminasi kebudayaan, seperti panggung
pertunjukan, galeri, sanggar, dan rumah budaya.

Kehadiran Dapobud memiliki signifikansi strategis dalam arsitektur kebijakan
pemajuan kebudayvaan nasional. Dalam konteks tata kelola pemerintahan
modern, Dapobud bukan hanya sistem inventarisasi, tetapi telah menjadi
platform utama untuk perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan
berbasis bukti (evidence-based decision making| di sektor kebudayaan. Cakupan
data vang bersifat spasial, tematik, dan berlapis memungkinkan Kementerian
Kebudayaan untuk mengidentifikasi kesenjangan wilayah, memetakan potensi
kultural, serta menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran.

Dapobud juga berperan sebagai integrator data antaraktor, yang
menghubungkan data dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas
budava, lembaga adat, hingga pelaku usaha budaya. Melalui mekanisme
partigipatif, Dapobud memperkuat prinsip inklusivitas dalam pembangunan
kebudayaan, memastikan bahwa setiap ekspresi budaya, baik yang mapan
maupun marjinal, memiliki peluang yvang sama untuk terdokumentasikan dan
difasilitasi.

Di tingkat operasional, Dapobud menjadi fondasi dalam penyusunan pokok
pikiran kebudayaan daerah (PPKD), penetapan indikator kinerja utama (IKUj}
kebudavaan, alokasi Dana Indonesiana, dan prioritas digitalisasi serta
pelestarian berbasis komunitas. Dapobud juga mendukung pengukuran capaian
IPK secara lebih presisi, membuka ruang untuk analisis kinerja sektoral dan
spasial di tingkat provinsi dan kabupaten /kota.

Lebih jauh, Dapobud merepresentasikan komitmen negara untuk menjadikan
kebudayaan sebagai urusan yang dikelola secara profesional dan berbasis
sistem. Dengan penguatan kapasitas analitik, integrasi ke dalam dashboeard
nasional, dan pelibatan multipihak secara aktif, Dapobud akan terus menjadi
jantung dari ekosistem kebudayaan digital Indonesia, mengarahkan
pembangunan budaya vang partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.
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1.1.5. Hasil Evaluasi Penyusunan dan Implementasi Pokok Pikiran Kebudayaan
Daerah

FPED merupakan dokumen strategis yang disusun oleh pemerintah daerah
sebagai bentuk penggalian potensi, identifikasi permasalahan, dan perumusan
arah pemajuan kebudayaan di tingkat lokal. PPKD menjadi instrumen utama
dalam menjamin integrasi pemajuan kebudayaan ke dalam dokumen
perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai prasyarat partisipasi daerah
dalam Kongres Kebudayaan Nasional.

Penyusunan PPKD berlandaskan pada identifikasi, penggalian, dan analisis
terhadap 10 OPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemajuan
Kebudayaan. Sepuluh objek ini menjadi acuan utama dalam pemetaan potensi
budaya lokal dan perumusan arah kebijakan kebudayaan di tingkat daerah
maupun nasional,

Visual berikut menggambarkan 10 OPK yang menjadi inti pendataan dalam
Dapobud serta dasar analisis dalam penyusunan PPED;
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Gambar 13: Fokus Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Sampai dengan tahun 2024, PPKD di tingkat kabupaten/kota menunjukkan
progres yang baik. Meskipun masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan
dan pemutakhiran dekumen. Dari total 508 kabupaten/kota di seluruh
Indonesia, sebanyak 460 daerah (£90,6%) telah menyusun dokumen PPKD
sebagai bentuk implementasi awal amanat Undang-Undang Pemajuan
Kebudayaan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 323 kabupaten/kota telah menetapkan PPKD
melalui  keputusan kepala daerah, vang menjadi indikator penguatan
kelembagaan dan integrasi dokumen ke dalam sistem perencanaan
pembangunan daerah, Namun demikian, hanyva 72 kabupaten/kota vang
tercatat melakukan pemutakhiran dokumen, menunjukkan masih terbatasnva
kapasitas teknis dan kelembagaan dalam menjaga keberlanjutan perencanaan
kebudayaan.

Sementara itu, 48 kabupaten /kota masih tercatat belum menyusun PPKD, dan
terdapat 6 kabupaten/kota di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
dikategorikan tidak menyusun karena mengikuti sistem pengelolaan yang
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berbeda. Kondisi ini mengindikasikan pentingnya strategi afirmatif dan asistensi
teknis vang berkelanjutan dari pemerintah pusat guna menjamin keterlibatan
seluruh daerah dalam proses pemajuan kebudayaan secara partisipatif dan
merata.

Gambar 14: Nilai Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokolk Pikiran
Kebudayaan Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2024

Sumber: Data Pokok Kebudayaan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD di tingkat provinsi merupakan
bagian penting dalam mengukur keberlanjutan dan komitmen pelaksanaan
amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Evaluasi ini dilakukan secara
berkala sejak tahun 2022 oleh Kementerian Kebudayvaan untuk menilai capaian
pelaksanaan, integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah, serta
efektivitas pelaporan dan pembaruan dokumen PPKD.

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2024, Bali mencatat nilai tertinggi dengan
skor 91,96 atau predikat A, disusul oleh Jawa Tengah 86,96 atau predikat A,
Kalimantan Selatan 86,31 atau predikat A, dan Kalimantan Barat 82,93 atau
predikat A-. Provinsi seperti Gorontalo juga menunjukkan progres dengan nilai
72,39 atau predikat B. Namun, lebih dari separuh provinsi, termasuk seluruh
wilayah Papua dan beberapa provinsi di Kalimantan dan Nusa Tenggara, masih
belum menyampaikan atau melengkapi pelaporan sehingga tetap mendapatkan
predikat E.

Temuan utama dalam evaluasi implementasi PPKD menunjukkan bahwa
sebagian besar daerah mengalami tantangan pada aspek teknis penyusunan.
Mulai dari keterbatasan kapasitas SDM, minimnya fasilitator lokal yang
memahami konsep pemajuan kebudayaan, hingga keterbatasan data
pendukung vang terstandar. Selain itu, belum meratanva pemahaman
antarperangkat daerah mengenai urgensi kebudayaan sebagai urusan wajib
nonpelayanan juga menjadi kendala dalam koordinasi lintas sektor.

Di sisi lain, sejumlah daerah menunjukkan praktik baik dalam penyusunan dan
pemanfaatan PPKD. Seperti memasukkan program prioritas kebudayaan ke
dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis
Organisasi Perangkat Daerah, mengalokasikan anggaran fasilitasi pelaku
budaya lokal, serta menggunakan PPKD sebagai dasar advokasi kebijakan
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pelindungan budaya lokal. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa dengan
dukungan teknis vang tepat, PPKD dapat menjadi alat yang efektif untuk
mendorong desentralisasi kebudayaan yang substantif.

1.1.6. Museum

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cagar Budaya, Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
yvang menetapkan prinsip, tata kelola, dan penyelenggaraan museum Secara
nasional. Peraturan ini mempertegas kedudukan museum sebagai lembaga
nonprofit vang memiliki fungsi edukatif, kultural, dan rekreatif, serta
menekankan peran museum dalam meningkatkan literasi sejarah dan budaya
masyarakat, memperkuat identitas nasional, dan menjadi pusat wisata budaya
yvang inklusif dan berkelanjutan.

Museum merupakan lembaga stirategis dalam pelestarian, pendidikan, dan
diseminasi warisan budaya bangsa. Sebagai institusi yang menyimparn,
merawat, mengkaji, dan memamerkan benda-benda bernilai sejarah dan
budaya, museum memainkan peran penting dalam mendekatkan masyarakat
pada nilai-nilai kebangsaan serta membangun pemahaman kolektif terhadap
identitas nasional. Dalam konteks pemajuan kebudayaan, museum juga
berfungsi sebagai ruang dialog lintas penerasi dan lintas budaya. Hingga tahun
2025, tercatat sehanyak 469 museum beroperasi di Indonesia, yang terdiri atas:

a. 115 museum milik pemerintah pusat,
b. 192 museum milik pemerintah daerah; dan
c. 162 museum dikelola oleh perseorangan atau badan swasta,

Komposisi ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga museum nasional
{34,5%) dikelola secara independen oleh pihak non-pemerintah, yang menjadi
indikasi berkembangnya partisipasi publik dalam upaya pelestarian budaya.,

Namun demikian, dari total museum yang ada, baru 310 museum ([66%) yang
telah memiliki Nomor Pendaftaran Nasional Museum. Dari jumlah tersebut,
distribusinya meliputi:

a. 75 museum pemerintah pusat;

b. 157 museum pemerintah daerah; dan
c. T8 museum perscorangan.

Sebaran geografis museum ini mencerminkan masih tingginya konsentrasi
museum di Pulau Jawa. Sementara daerah-daerah di luar Pulau Jawa masih
memerlukan dukungan khusus untuk pendirian dan penguatan kelembagaan
museumnya. Kementerian Kebudayaan telah mengintensifkan program
revitalisasi dan pembangunan museum baru yang mencakup perbaikan
infrastruktur, peningkatan kapasitas kurator dan tenaga teknis, pengembangan
konten edukatif, serta digitalisasi koleksi. Pendekatan revitalisasi difokuskan
pada transformasi museum dari institusi pasif menjadi ruang publik yang
partisipatif dan berbasis pengalaman (experiential learning). Program ini juga
menyasar keterlibatan masyvarakat, pelaku seni, dan komunitas lokal dalam
kurasi pameran, kegiatan budaya, serta pengelolaan koleksi.
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Meskipun pertumbubhan jumlah museum di Indonesia cukup signifikan,
kesenjangan dalam hal kapasitas kelembagaan, standar pelavanan publik, dan
akses pembiayaan masih menjadi tantangan yvang dihadapi oleh banvak
museum daerah. Salah satu instrumen kebijakan afirmatii vang digunakan
pemerintah pusat untuk memperkuat fungsi museum di daerah adalah melalui
alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kebudayaan, khususnya untuk
kegiatan revitalisasi, perawatan koleksi, peningkatan kapasitas SDM, serta
penguatan fungsi edukasi dan literasi budaya.

Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 37 museum di tingkat provinsi telah
menerima dukungan DAK bidang kebudayaan, tersebar di berbagai wilayah
Indonesia, Dukungan ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan fiskal
terhadap penguatan kelembagaan budaya di daerah, tetapi juga bertujuan
untuk mendorong transformasi museum menjadi pusat pembelajaran publik
vang partisipatif dan inklusif. Sebaran geografis museum penerima DAK
menunjukkan keterwakilan hampir seluruh pulau besar, dengan konsentrasi
tinggi di wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi,

Gambar di bawah menunjukkan distribusi museum penerima DAK bidang
kebudayaan tingkat provinsi berdasarkan unit pengelola vang tersebar di 34
provinsi. Museum-musecum tersebut mencakup institusi vang memiliki nilai
strategis baik secara historis, edukatif, maupun identitas lokal, seperti Museum
Aceh, Museum Sriwijaya, Museum Mpu Tantular, Museum Negeri Papua, hingga
Museum dan Taman Budaya Sulawesi Tenggara.

Gambar 15: Sebaran Museum Penerima DAK Bidang Kebudayaan Tingkat
Provinsi

Sumber: Data Pokok Kebudayaan

Tantangan yang masih dihadapi dalam penguatan ekosistern permuseuman
antara lain adalah keterbatasan anggaran operasional dan pemeliharaan, belum
optimalnya sistem dokumentasi dan digitalisasi koleksi vang terintegrasi secara
nasional, serta rendahnya tingkat kunjungan, khususnya dari kalangan
generasi muda. Tidak sedikit museum vang masih bersifat atatis dalam
penyajian serta kurang adaptif terhadap pendekatan partisipatif dan teknologi
digital, sehingga belum sepenuhnya mampu menjadi ruang belajar vang relevan
dengan kebutuhan masyarakat masa kini.
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Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi ke depan akan diarahkan pada
perluasan akses dan keterlibatan publik melalui integrasi layanan digital
berbasis museum, pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis koleksi
museum dalam kemitraan dengan sektor pendidikan, serta kolaborasi dengan
pelaku industri kreatif untuk pengembangan pameran, produk budava, dan
media interpretatil. Museum juga akan diperkuat sebagai bagian dari destinasi
wisata budava unggulan, dengan mendorong sinergi lintas sektor di bidang
pariwisata, ekonomi kreatif, dan transportasi publik.

Melalui pendekatan ini, Kementerian Kebudayaan menargetkan transformasi
museum dari sekadar penyimpan artefak menjadi pusat pengetahuan,
pembelajaran berbasis pengalaman, dan penggerak partisipasi masyarakat
dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan nasional.

1.1.7. Balai Pelestarian Kebudayaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian
Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan [BPK) merupakan unit pelaksana
teknis (UPT) di bawah Kementerian Kebudayaan yang memiliki peran vital dalam
pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan di tingkat wilayah.
Lembaga ini menjadi wung tombak pelaksanaan kebijakan pemajuan
kebudayaan di lapangan, terutama dalam melakukan pendokumentasian,
pelindungan cagar budava dan OPK, fasilitasi komunitas budayva, dan pelibatan
masyarakat dalam proses pelestarian.

Gambar 16: Balai Pelestarian Kebudayaan yang Tersebar di Seluruh Indonesia
Sumber: Data Pokok Kebudayaan

Hingga tahun 2024, telah beroperasi sebanyvak 23 BPK yang tersebar secara
zonasi di seluruh Indonesia. Masing-masing BPK memiliki wilayah kerja vang
mencakup beberapa provinsi, dengan mandat utama untuk melaksanakan
pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di
tingkat wilayah. BPK bertanggung jawab atas pelestarian cagar budaya, WETb,
dan OPK sesuai dengan konteks sosial dan kultural masing-masing daerah.

Selain fungsi teknis pelestarian, BPK juga berperan sebagai simpul koordinasi
antarpelaku budava dan institusi kebudayaan daerah, serta sebagai pusat
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lavanan informasi dan fasilitasi kebudayaan. Dalam praktiknya, BPK
menjalankan berbagai fungsi strategis, antara lain:

a. melakukan pendataan dan dokumentasi cagar budaya, ODCB, WBTh, dan
OPK secara berkala dan berbasis komunitas;

b. menvusun kajian pelestarian yang berakar pada kearifan lokal dan dinamika
sosial budava masyarakat;

c. melakukan pelindungan cagar budaya dan ODCB serta pelindungan OPK;

d. menyelenggarakan program edukasi publik, sosialisasi kebijakan, serta
pelatihan budaya di wilayah tugasnya; dan

e. menjadi penghubung antara pelaku budaya lokal dengan program-program
fagilitasi dan pendanaan dari Kementerian Kebudayaan, termasuk Dana
Indonesiana dan mekanisme afirmatif lainnya.

Seiring berkembangnya kompleksitas tantangan pemajuan kebudayaan
termasuk transformasi digital, perubahan pola ekspresi budaya masyarakat,
hingga pergeseran nilai lokal akibat globalisasi, peran BPK mengalami perluasan
vang signifikan. BPK tidak lagi hanva berfungsi sebagai UPT pelestarian, tetapi
kini diposisikan sebagai fasilitator strategis yang adaptif dan kolaboratif dalam
ekosistern pemajuan kebudayaan,

Untuk memperkuat fungsi ini dan memastikan pendekatan wilayah kerja yvang
lebih proporsional dan partisipatif, pemerintah melalui Kementerian
Kebudayaan merencanakan perluasan kelembagaan BPK menjadi 33 unit
mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Penataan ini akan memperkuat
kehadiran negara dalam pelestarian budaya hingga ke tingkat lokal, serta
mempercepat integrasi layanan kebudayaan dengan tata kelola pembangunan
daerah berbasis identitas dan jati diri budaya.

1.1.8, Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan lembaga kebudayaan seria
memperkuat keberlanjutan pendanaan pelestarian, Kementerian Kebudayaan
telah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Museum dan Cagar Budaya |
MCEB)] sebagai bentuk transformasi kelembagaan. Skema ini ditujukan untuk
mendukung kemandirian, profesionalisme, dan tata kelola vang lebih adaptif
dalam pengelolaan aset budaya negara.

Operasionalisasi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan
BLU dilakukan melalui penataan ulang unit-unit pelaksana teknis museum dan
cagar budaya yang sebelumnya tersebar dan bekerja secara terpisah, ke dalam
satu entitas kelembagaan yang terintegrasi di bawah koordinasi BLU MCB.
Transformasi ini menandai pergeseran paradigma pengelolaan dari pendekatan
birokratis konvensional menuju sistem lavanan publik yvang lebih fleksibel,
responsif, dan berbasis kinerja.

Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, satuan kerja di bawah BLU MCB diberi
keleluasaan dalam mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri, termasuk
pengembangan unit usaha penunjang layanan kebudayaan. Hal ini
memungkinkan layanan museum dan pelestarian cagar budaya diselenggarakan
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secara lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman,
mencakup aspek seperti manajemen koleksi, digitalisasi, promosi edukatif,
penguatan interaksi publik, serta pemanfaatan ruang budaya secara
berkelanjutan.

Fleksibilitas fiskal dan otonomi operasional yang dimungkinkan oleh BLU tetap
dijalankan dalam koridor prinsip tata kelola vang baik (good governance), serta
diawasi melalui mekanisme kinerja vang terukur. Dengan demikian, satuan
kerja BLU di bidang museum dan cagar budayva memiliki potensi besar untuk
menjadi motor inovasi dalam pelayanan publik kebudayaan, sekaligus
memperkuat keberlanjutan pelestarian warisan budaya bangsa.

Secara kelembagaan, skema BLU ini memberikan fleksibilitas liskal dan otonomi
pengelolaan operasional, sambil tetap mengacu pada prinsip tata kelola yang
baik dan pengawasan kinerja. Hal ini memungkinkan unit pengelola MCB untuk:

a. mengembangkan model layanan berbasis kebutuhan masyarakat;

b. mengakses dan mengelola sumber-sumber pendanaan alternatif [misainya
penerimaan negara bukan pajak (PNBP)}, sponsor, atau kerja sama strategis),
dan

c. serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kebudayaan secara
berkelanjutan.

Tabel berikut menunjukkan sebaran unit MCB di Indonesia yang telah atau
sedang diarahkan menjadi bagian dari BLU, sebagai langkah strategis menuju
sistemn kelembagaan budaya vang lebih efisien, berdaya saing, dan responsif
terhadap perkembangan sektor kebudayaan nasional dan global.

Tabel 1: Sebaran Museum dan Cagar Budaya yang Dikelola oleh Badan
Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya

[ Museum Dikelola 1 Cagar Budaya Dikelola
1. Museum Nasional Indonesia (Jakarta) . Candi Borobudur [Jawa Tengah) i
2. Caleri Nasional Indonesia (Jakarta) 2. Candi Pawon [Jawa Tengah|
I 3, Museum Sumpah Pemuda (Jakarta) 3. Candi Mendut [Jawa Tengah)
4, Museum Perumusan Naskah 4, Candi Prambanan (Jawa Tengah)
oLl g ) 5. Keraton Ratu Boko [Yogyakarta)
5. Museum Basoelki Abdullah [Jakarta) 6. Candi Sewy (Y ]
6. E:fa.:;:] Kehangkitan Nasional 7. Candi Sambisarl (Yogyakarta)
| 7. Museum Batik Indonesia [Yogyakarta B. Candiljo (Yogyakarta)
| & Museum Kepresidenan RI Balai Kirti 9. Candi Flaosan (Yogyakartal
(Bogor] 10. Candi Sukuh (Jawa Tengah)
9. ;“E‘;Eif{' Prasejarah Semedo Tegal [Jawa | 1 candi Cetho [Jawa Tengah)
{0, Museum Benteng Vredeburg 12. Percandian Dieng |Jawa Tengah)|
Wogyakarta) 13. Percandian Gedong Songo (Jawe
11. Museum Perjuangan (Yogvakarta) TEngn)
1 14, Candi Penataran (Jawa Timur)




e

Museum Dikelola Cagar Budaya Dikelola
12. Museum Prasejarah SBangiran Krikilan 15. Candi Badut [Jawa Timur)
Solo
ﬂ ' 16, Candi Kidal [Jawa Timur)
13. Museum Prasejarah Sas D
(Solo) e Degea 17. Candi Jago (Jawa Timur)
14, Mustum Prasejarah Sangiran Ngebung 18. Candi Singosari |Jawa Timur
(Sola) 19, Kawasan Trowulan |Jews Timur
13 ?:;E;t"m Prascjarah Sangiran Bukuran | a4 cand| Jabung (Jawa Timur)
}
21. Be Rotte %
16, Museum Prasejarah Sangiran Manyarejo mice Rtodooe eciad irerpecie
(Solo) 22, Makam Raja-raja Tallo (Makassar)
17. Museum Prasejarah Song Terus 23. Situs Leang Timpuseng (Sulawesi
(Pacitan) Selatan)
18. Museum Islam Indonesia KH Hasyim 24, Taman Arkeologi Leang-leang (Sulawesi
Ashari (Jombang) Selatan)
23, Benteng Duurstede (Maluku]

26. Makam Eyai Mojo (Jawa Timur)
27. Percandian Muaro Jambi [Jambi)

28, Taman Purbakala Pugung BEaharjo
(Lampung]

29, Benteng Martborough (Bengkulu)

30, Bumah Pengasingan Sockarnio
[Benglkulu)

31. Situs Banten Lama (Banten)

32, Situs Gunung Padang [Jawa Barat]
33. Percandian Batujaya (Jawa Barat)
34, Kawasan Sangiran (Jawa Tengah)

Penerapan status BLU memungkinkan museum dan pengelola cagar budaya
untuk melakukan optimalisasi lavanan publik, peningkatan kualitas program,
serta pengembangan unit usaha penunjang seperti layanan kurasi, konservasi,
galeri edukatif, penyewaan ruang budaya, hingga penjualan publikasi dan
suvenir. Dengan mekanisme tersebut, lembaga tidak hanya bergantung pada
alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahunan, tetapi dapat
mengelola PNBP dan memanfaatkannya secara langsung untuk peningkatan
layanan dan penguatan kelembagaan.

BLU MCE juga menjadi contoh praktik baik dalam pengembangan tata kelola
yang modern, akuntabel, dan berbasis hasil (performance-based). Inovasi yang
telah dilakukan antara lain sistem tiket daring, kemitraan strategis dengan
sektor swasta, digitalisasi koleksi dan katalog, serta pengembangan kurikulum
berbasis museum untuk pelajar.

1.1.9. Konklusi

Mencermati berbagal kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan
kebudayaan nasional membutuhkan tata kelola vang lebih fokus, sistemik, dan
berdimensi lintas sektor, Selama ini, urusan kebudayaan dikelola sebagai bagian
dan kementerian yang memiliki cakupan luas, sehingga pengarusutamaan
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kebudayaan dalam perencanaan pembangunan kerap tersubordinasi oleh
agenda sektoral lainnya. Fragmentasi kelembagaan, keterbatasan alokasi
sumber daya, serta belum optimalnya koordinasi antarunit menjadi penghambat
utama bagi terwujudnya pembangunan kebudayaan yang berdampak luas dan
berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap kebutuhan strategis tersebut, Pemerintah Pusat
membentuk Kementerian Kebudayaan sebagai entitas tersendiri yang memiliki
mandat utama untuk merancang, mengarahkan, dan menyinergikan seluruh
kebijakan nasional di bidang kebudayaan. Pembentukan kementerian ini tidak
semata-mata merupakan reorganisasi struktural, melainkan wujud konkret
komitmen negara untuk menjadikan kebudayaan sebagai penggerak utama
pembangunan nasional. Kementerian ini diharapkan mampu menjadi simpul
koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan dalam
mengimplementasikan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, serta mengawal
agenda-agenda strategis yvang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 114
Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan, Peraturan Presdien Nomor 115 Tahun
2024 tentang Fencana Induk Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Presiden
Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional.

Dengan hadirnya Kementerian Kebudayaan, maka arah pembangunan nasional
akan semakin memperkuat jati diri bangsa, memperluas ruang diplomasi
budaya, dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam upaya menciptakan
masyarakat Indonesia yang adil, berkeadaban, dan berdaya saing global
Lembaga ini akan berperan sentral dalam memastikan bahwa kebudayaan
bukan hanva diposisikan sebagai sektor, tetapi sebagai ekosgistem yang menyatu
dalam pembangunan manusia dan peradaban bangsa menuju Indonesia Emas
2045,

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Di tengah berbagai tantangan vang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan,
Indonesia sesungguhnya memiliki potensi luar biasa yang dapat menjadi modal
strategis untuk menjadikan kebudayaan sebagai pilar pembangunan nasional
dan pengungkit daya saing global. Potensi ini tidak hanya bersifat kultural,
tetapi juga politik, sosial, dan ekonomi vang jika dioptimalkan akan memberikan
dampak berkelanjutan terhadap penguatan identitas nasional, pengembangan
industri kreatif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
| sustainable development goals/SDGs). Kebudayaan, dalam konteks ini, bukan
hanya warisan yvang harus dilindungi, tetapi juga aset yang harus dikembangkan
dan dimanfaatkan untuk menjawab tantangan zaman.

Berbagai studi, baik nasional maupun global seperti UNESCO, United Nations
Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan World Bank,
menempatkan kebudavaan sebagai instrumen strategis dalam membangun
kohesi sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas, serta
memperkuat diplomasi antarbangsa. Dalam konteks Indonesia, potensi ini
tercermin dalam keragaman budava, pengakuan internasional terhadap warisan
budaya Indonesia, perkembangan teknologi digital sebagai sarana pelestarian
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dan diseminasi, serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap
nilai dan peran budava dalam kehidupan sehari-hari.

Potensi-potensi tersebut akan diuraikan secara lebih rinci dalam bagian berikut,
mencakup:

1} Keanekaragaman dan Kekayaan Budaya

2

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Indonesia memiliki keragaman budaya
vang luar biasa dalam bentuk cagar budaya, WBTb, warisan budaya dunia,
dan OPK yang tersebar di seluruh nusantara.

Keberagaman ini tidak hanya menjadi kekayaan kultural, tetapi juga
menunjukkan daya hidup budaya Indonesia sebagai kekuatan integratif vang
menghubungkan masyarakat lintas etnis, agama, dan wilayah geografis. OPK
yvang mencakup tradisi lisan, seni, rntus, pengetahuan lokal, hingga
permainan rakyvat, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter
bangsa serta cerminan kecerdasan kolektif masyarakat.

Kekavaan budaya Indonesia juga tercermin dalam praktik-praktik lokal yang
terus berlangsung dan berkembang di tengah masyarakat. Banyak
diantaranyva telah memperoleh pengakuan UNESCO sebagai WBTb dunia,
seperti batik, wayang, keris, angklung, noken, pencak silat, dan tan saman.
Jumlah unsur vang telah ditetapkan di tingkat nasional juga menunjukkan
tren peningkatan, mencerminkan kesadaran pelestarian yang makin
menguat di iingkat lokal dan nasional.

Keanekaragaman budaya ini menjadi kekuatan unik bangsa Indonesia di
tengah dinamika global, serta menyediakan basis nilai, pengetahuan, dan
ekspresi kreatif yang relevan dengan kehidupan masyarakat masa kini. Hal
ini menjadi fondasi penting dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi
pendidikan, diplomasi, ekonomi kreatif, serta pembentukan identitas kolektif
vang dinamis dan terbuka.

Globalisasi sebagai Peluang Memperkuat ldentitas Budaya

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh percepatan pertukaran informasi,
mobilitas manusia, dan interaksi lintas budaya, kebudayaan nasional
dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang strategis. Alih-alih sekadar
menjadi objek penetrasi budava asing, globalisasi justru dapat dimanfaatkan
sebagai ruang artikulasi identitas budaya nasional ke panggung dunia.
Melalui strategi yang terencana dan berbasis jati din, kebudayaan Indonesia
dapat tampil sebagai soft power dalam rangka memperkuat posisi bangsa
dalam pergaulan internasional.

Partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai forum dan inisiatif kebudayaan
global seperti World Culture Forum, World Conference on Cultural Polictes and
Sustainable Development (UNESCO-MONDIACULT), G20 Culture Working
Group, BRICS Culture Working Group, ASEAN Ministers Responsible for
Culture and Arts (AMCA)], ASEAN Senior Officials Meeting on Culture and Arts
(SOMCA), APEC Cultural Working Group dan pengusulan berbagai warisan
budaya benda maupun takbenda UNESCO menunjukkan kapasitas
diplomatik dan kultural Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai budaya
lokal di tingkat internasional. Produk budaya seperti batik, angklung, jamu,
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film, kuliner, serta seni pertunjukan telah diakui dan diapresiasi secara luas,
menjadikan budayva Indonesia sebagai bagian integral dar dialog lintas
budava dan citra positif bangsa di mata dunia.

Dalam konteks ini, Kementerian Kebudayaan memainkan peran sentral
sebagai pavung kerja sama kebudayaan dengan mitra strategis asing bagi
Indonesia. Mitra tersebut di antaranyva mencakup:

a. negara mitra strategis yang saling memberikan manfaat bagi kedua belah
pihak untuk kerja sama bilateral;

b. arganisasi regional seperti Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
dan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN
Grouth Area (BIMP EAGA);

c. Organisasi Multilateral seperti UNESCO, G20, Brasil, Rusia, India, China,
South Africa (BRICS), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Asia-
Europe Foundation (ASEF), International Council of Museums (ICOM],
ANMA, International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), dan
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of
Cultural Property (ICCROM)]; dan

d. pusat kebudayaan asing di Indonesia seperti Goethe-Institut, Institut
Francais, British Council, dan Japan Foundation.

Berbagai bentuk kerja sama diformalkan melalui dokumen seperti Letfer of
Intent (Lol), Letter of Agreement (LoA), Memorandum of Understanding (MolU),
Memorandum of Agreement (MoA), dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang
menjadi dasar kegiatan kolaboratif dalam pelestarian, riset budaya, residens:
seniman, pertukaran pengetahuan, dan diplomasi budaya.

Melalui penguatan fungsi Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja
Sama Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan menempatkan diplomasi
budayva sebagai instrumen strategis dalam memperkuat identitas nasional
sekalipus memperluas pengaruh budaya Indonesia secara global. Penekanan
pada diplomasi budaya ini juga sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, vang
menyatakan bahwa pemajuan kebudavaan dilakukan melalui kerja sama
internasional dan diplomasi budayva sebagai bagian dari strategi pelestarian
dan pengembangan budaya bangsa.

Dengan demikian, globalisasi tidak dihadapi sebagai ancaman, namun
sebagai ruang untuk mengekspansi budaya nasional, serta menumbuhkan
rasa cinta dan apresiasi komunitas internasional terhadap Indonesia.

Perkembangan Teknologi Digital

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kemajuan teknologi digital
menghadirkan peluang besar bagi pemajuan kebudayaan. Digitalisasi
menjadi medium baru dalam mendokumentasikan, melestarikan, dan
menyebarluaskan pemajuan kebudayaan kepada publik vang lebih luas,
termasuk generasi muda dan masyarakat global. Pemanfaatan teknolog
sepertli augmented reality (AR), wvirtual reality (VR), dan artificial intelligence
(AT} telah mulai digunakan dalam pelestarian cagar budaya, penvajian konten
edukatif di museum, serta pengarsipan WBTb dalam format interaktif.
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Dalam beberapa tahun terakhir, pelaku budaya, institusi pelestarian, serta
lembaga pendidikan dan komunitas telah mengembangkan berbagai platform
digital budaya, baik yang bersifat arsip, edukatif, maupun kuratonal.
Digitalisasi koleksi museum, katalog OPK, serta dokumentasi kegiatan
budaya berbasis video dan media sosial memperluas jangkauan budaya dan
ruang fisik ke ruang digital, mempertemukan cagar budaya, WBTb, dan OPK
dengan audiens lintas batas.

Lebih jauh, ruang digital juga menjadi lahan subur bagi ekspresi budayva
kontemporer berbasis penciptaan baru. Seniman muda, animator, desainer,
dan penggiat budava kini dapat menjangkau publik secara mandin melalui
kanal-kanal digital, menjadikan internet sebagai ruang interalksi budava yvang
demokratis dan responsif. Produk budaya digital seperti film pendek, musik
independen, ilustrasi digital, hingga gim lokal berkembang sebagai bagian
dari ekosistem budaya modern yang berbasis kreativitas dan nilai lokal.

Perkembangan ini membuka ruang baru bagi pelestarian nilai-nilai budaya,
pembelajaran lintas generasi, serta afirmasi identitas dalam lanskap digital
global. Teknologi, dalam konteks ini, bukan sekadar alat bantu, tetapi juga
ruang kultural baru yang membentuk cara masyarakat memproduksi,
mengakses, dan menginterpretasikan kebudayaan.

Peran Kebudayaan sebagai Soft Fower

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kebudavaan Indonesia memilik:
posisi strategis dalam membangun citra bangsa dan memperkuat pengaruh
Indonesia di tingkat global. Sebagai soft power, kebudayaan memainkan
peran penting dalam memperluas jejaring diplomasi, membentuk persepsi
internasional, serta mendorong kerja sama lintas negara di bidang
kebudayaan.

Melalui diplomasi budaya, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam berbagai
forum dan inisiatif internasional seperti UNESCO, ASEAN Cultural Exchange,
dan World Culture Forum. Produk budaya Indonesia seperti batik, kuliner,
angklung, dan seni pertunjukan tradisional telah dipromosikan dalam
berbagai kegiatan luar negeri, baik melalui kedutaan besar, pusat
kebudayvaan Indonesia, maupun festival seni internasional.

Pencapaian budaya Indonesia juga teriihat dari pengakuan terhadap berbagai
warisan budaya dunia dan WBTD oleh UNESCO. Pengakuan ini tidak hanva
meningkatkan status budaya Indonesia di mata dunia, tetapi juga menjadi
simbol keberhasilan diplomasi kultural vang berbasis pada kekayaan lokal
dan partisipasi komunitas.

Kebudayaan juga menjadi sarana penting untuk membangun narasi
Indonesia sebagai negara yang toleran, beragam, dan kreatif. Melalu
pertunjukan seni lintas budaya, produksi film yang menembus festival
internasional, dan partisipasi dalam pameran dunia, budaya Indonesia hadir
sebagai medium dialog antarbangsa vang damai dan saling menghargai.

Dengan kekayaan ekspresi budaya yang dimiliki dan penerimaan yang luas
dari komunitas internasional, kebudayaan Indonesia memiliki potens: besar
untuk memperkuat pengaruh global bangsa tanpa ketergantungan pada
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kekuatan politik atau ekonomi. Dalam konteks ini, budaya bukan sekadar
warisan, melainkan juga instrumen strategis dalam memperluas jejaring dan
membangun posisi Indonesia sebagai salah satu pusat peradaban dunia.

Bonus Demografi dan Kreativitas Pelaku Budaya Muda

Indonesia tengah memasuki periode bonus demografi, dengan proporsi
penduduk usia produktif yang mendominasi struktur penduduk nasional.
Kondisi ini memberikan peluang besar bagi pengembangan kebudayvaan,
terutama dalam menciptakan ekosistemn budaya vang dinamis, kreatif, dan
berkelanjutan. Generasi muda Indonesia tidak hanya menjadi penerus
tradisi, tetapi juga agen pembaharu budaya yang aktif menciptakan ekspresi
baru dan mentransformasi nilai-nilai lokal ke dalam bentuk vang relevan
dengan zaman.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, berbagai program
kebudavaan telah melibatkan secara aktif partisipasi anak muda, baik
melalui kompetisi budaya, residensi, fasilitasi seniman muda, hingga
program kolaboratif seperti Kemah Budaya Kaum Muda. Program-program
ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki antusiasme tinggi untuk
terlibat dalam penciptaan budava berbasis komunitas, eksperimen artistik,
serta penguatan narasi kebudayaan lokal dengan pendekatan lintas media.

Pelaku budaya muda juga menjadi pionir dalam menjembatani warisan
tradisional dengan teknologi digital. Mereka memanfaatkan media sosial,
platform video, dan ruang kreatif daring sebagai medium penyebaran karva
serta ruang diskusi budava. Di tangan mereka, praktik budayva mengalami
revitalisasi dalam bentuk vang segar dan inovatif, baik melalui musik
tradisional yang dikemas ulang secara kontemporer, visualisasi ulang motif
batik dalam desain grafis, hingga pertunjukan seni berbasis pengalaman
digital.

Bonus demografi dalam konteks ini bukan hanya soal jumlah pendudul,
tetapi juga tentang kapasitas kreatif dan kultural generasi muda dalam
menjadikan budaya sebagai bagian dari gaya hidup, ekspresi din, dan
kontribusi terhadap pembentukan identitas kolektif Indonesia masa kini.
Energi kreatif ini menciptakan peluang besar untuk memperkuat daya hidup
budaya dan memastikan kesinambungan nilai-nilai budaya di tengah
perubahan sosial yang cepat.

Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Budaya

Kebudayaan tidak hanya memiliki nilai simbolik dan sosial, tetapi juga
mengandung potensi ekonomi yang besar. Ekonomi berbasis budaya atau
ekonomi kreatif berbasis nilai budaya telah berkembang sebagai salah satu
pilar pembangunan yang inklusil dan berkelanjutan. Sektor ini mencakup
berbagai subsektor seperti seni pertunjukan, kuliner, kriya, film, animasi,
musik, permainan digital, serta produk budaya lainnya yang memadukan
nilai lokal dan inovasi kreatif,

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnva, sektor budaya dan kreatif
menunjukkan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
maupun global. Di tingkat internasional, sektor budaya menyumbang lehih
dari 6,2% lapangan kerja dan 3,1% produk domestik bruto (FDB) dunia. Di
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Indonesia, subsektor film, musik, dan sem pertunjukan mengalami
perkembangan pesat, dengan ratusan produksi film setiap tahun,
peningkatan jumlah penonton bioskop, serta semakin banyak karya budaya
vang menembus pasar festival dan distribusi internasional.

Pertumbuhan ekonomi berbasis budava di Indonesia menunjukkan
perkembangan vang semakin signifikan, terutama dalam sektor mmdustn
kreatif seperti perfilman, kuliner, busana, dan kerajinan. Salah satu indikator
kuat dari dinamika ini adalah peningkatan tajam jumlah penonton film
nasional, yvang menjadi bukti bahwa produk budaya lokal mampu bersaing
dan diterima luas oleh masyarakat.

Sepanjang tahun 2024, total penonton bioskop di Indonesia mencapai
122.792.764 orang, dengan film Indonesia ditonton sebanyak 80.659.917
kali, melampaui jumlah penonton film asing yang tercatat sebanyak
42.132.847. Film “Agak Laen" menjadi fenomena tersendiri sebagai film
Indonesia terlaris, dengan perolehan 9.125.188 penonton hingga 31
Desember 2024, Capaian ini menegaskan kekuatan cerita lokal, daya tarik
karakier budava Indonesia, serta meningkatnya kualitas produksi film
nasional.

Namun, capaian tersebut belum didukung oleh infrastruktur yang memadai,
Sampai tahun 2024, Indonesia hanya memiliki sekitar 3.000 layar bioskop,
jauh dari jumlah ideal sekitar 28.160 layar jika mengacu pada standar | layar
per 10.000 penduduk. Ketimpangan ini menghambat perluasan akses publik
terhadap produk budaya nasional, terutama di luar kota-kota besar.

Di luar sektor film, produk budaya Indonesia lainnya juga terus menguat di
pasar global, seperti kuliner tradisional, busana etnik, dan motif batik yang
kini menjadi bagian dari gaya hidup internasional. Pertumbuhan ekonomi
berbasis budaya ini menunjukkan bahwa dengan penguatan ekosistem
produksi, distribusi, dan promosi, budava dapat menjadi motor ekonomi
kreatif vang berdava saing tinggi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat
identitas nasional, sekaligus mendorong diplomasi budaya yang efektfl di
tingkat global.

Pertumbuhan ini turut didukung oleh meningkatnya minat masyarakat
untuk mengonsumsi dan mendukung produk budava lokal. Ekosistem
ekonomi budava berkembang melalui kolaborasi antara pelaku budaya,
pelaku usaha, komunitas, dan pemerintah. Banyak pelaku budaya yang Kini
memanfaatkan media digital untuk menjangkau pasar, memasarkan karya,
serta membangun basis penggemar secara organik.

Pertumbuhan ekonomi berbasis budaya menunjukkan bahwa kebudayvaan
bukan hanya warisan, tetapi juga sumber daya strategis yang menciptakan
nilai tambah ekonomi dan membuka peluang kewirausahaan, khususnya
bagi generasi muda dan komunitas lokal. Dengan memadukan nilai tradisi
dan inovasi, ekonomi budaya menjadi bagian integral dalam transformasi
ekonomi Indonesia vang berkeadilan dan berbasis karakter bangsa.
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1.2.2. Permmasalahan

D1 tengah kekayaan dan potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam bidang
kebudayaan, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar yvang
menghambat optimalisasi peran budaya sebagai pengungkit pembangunan
nasional. Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi
juga struktural, sistemik, dan multidimensi, vang mencerminkan belum
kuatnya ekosisiem kebudayaan dalam tatanan pemhangunan nasional. Banyak
tantangan yvang bersumber dari kelemahan tata kelola, ketimpangan sumber
daya antarwilayah, belum terintegrasinya sistem informasi budaya, serta
minimnya kolaborasi lintas aktor.

Permasalahan-permasalahan tersebut juga tercermin dalam capaian IPK vang
belum merata, serta belum optimalnya pelaksanaan amanat Undang-Undang
Pemajuan Kebudayaan. Tanpa penanganan yang sistemik dan terukur, potensi
budaya justru dapat mengalami stagnasi, terfragmentasi, bahkan tereduksi oleh
tekanan globalisasi dan homogenisasi nilai. Oleh karena itu, penting untuk
mengidentifikasi secara rinci permasalahan utama yang dihadapi dalam upava
pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di
Indonesia.

Berikut adalah beberapa permasalahan strategis vang perlu menjadi perhatian
utama dalam periode perencanaan tahun 2025-2029:

1) Ketidakmerataan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Bidang
Kebudavaan

Meskipun kebudayaan telah ditetapkan sebagai urusan wajib nonpelayanan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
kapasitas tata kelola pemerintah daerah dalam bidang kebudayaan masih
menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Sebagaimana telah dijelaskan di
bagian sebelumnya. terdapat disparitas mencolok antara daerah dengan
kapasitas kelembagaan yang kuat dan daerah yang belum memiliki struktur
organisasi, anggaran, serta SDM yang memadai untuk menjalankan fungsi
pemajuan kebudayaan.

Capaian IPK menjadi salah satu indikator nyvata ketimpangan ini. Pada tahun
2023, tercatat daerah seperti Bali memperoleh skor IPK tertingpi sebesar
71,36, sementara Papua Barat hanya mencatatkan skor 48,04, Ketimpangan
ini tidak hanya mencerminkan perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan,
tetapi juga mengindikasikan adanva kesenjangan dalam ketersediaan data
budayva, kapasitas perencanaan, serta kemampuan daerah dalam mengelola
program budaya secara berkelanjutan.

ketidakterpaduan antarperangkat daerah, lemahnya pelibatan komunitas
budaya lokal, dan rendahnya integrasi pemajuan kebudayaan ke dalam
dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD, juga menjadi persoalan vang
kerap ditemui. Banyak daerah belum memiliki PPKD vang memadai, atau
belum mampu memfungsikannya sebagai dasar perencanaan pembangunan
berbasis budaya.



2)

3|

L L

Keterbatasan ini menyebabkan rendahnya efektivitas pelaksanaan program,
tidak meratanya fasilitasi terhadap pelaku budaya, serta potensi hilangnya
ekspresi budayva lokal yvang tidak terdokumentasi dengan baik. Akibatnva,
pemajuan kebudayaan belum sepenuhnya menjadi agenda pembangunan
yvang strategis dan lintas sektor di tingkat daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Belum
Optimal

Pelibatan masyarakat merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan
pemajuan kebudayaan. Namun, dalam praktiknya, tingkat partisipasi
masyarakat dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan belum
menunjukkan pemerataan dan konsistensi vang memadai. Sebagaimana
telah dijelaskan sebelumnya, meskipun berbagai bentuk ekspresi budava
hidup di tengah masyarakat, banyak komunitas budaya belum terfasilitasi
secara optimal atau terlibat secara langsung dalam proses perencanaan,
pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya budaya di wilayahnya.

Permasalahan ini terlihat dari rendahnya jumlah komunitas budaya vang
memiliki akses terhadap program fasilitasi, lemahnya dokumentasi dan
pendataan terhadap komunitas berbasis adat, serta belum meratanya
kegiatan pemberdayaan berbasis masyarakat. Di sisi lain, pelaku budaya,
seniman, tokoh adat, dan lembaga kebudayaan lokal sering kali belum
memperoleh ruang partisipatif vang sejajar dalam proses pengambilan
kebijakan dan perencanaan program kebudavaan, baik di tingkat pusat
maupun daerah.

komunitas, keterbatasan informasi mengenai peluang pendanaan atau
fasilitasi, serta belum kuatnya jejaring antarkomunitas budaya. Sementara
itu, sebagian besar kebijakan dan program masih bersifat top-down dan
berbasis proyvek, sehingga belum sepenuhnya menventuh kebutuhan riil
komunitas atau mendorong inisiatif dari bawah (bottom-upj.

Minimnya pelibatan masyarakat juga berdampak pada kurangnva rasa
memiliki terhadap program kebudayaan dan lemahnyva keberlanjutan
kegiatan pasca program. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi
efektivitas pemajuan kebudayaan, terutama dalam konteks pelestarian nilai-
nilai lokal dan regenerasi praktik budaya berbasis komunitas.

Kerangka Regulasi di Bidang Kebudayaan Perlu Diperkuat

Perkembangan kebijakan pemajuan kebudayaan dalam beberapa tahun
terakhir telah ditandai oleh lahirnva berbagai regulasi penting, antara lain
Undang-Undang Pemajuan Kebudayvaan, Undang-Undang Cagar Budaya,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, Peraturan Pemerintah
Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022
tentang Register Nasional Benda Cagar Budaya. Di tingkat pelaksana,
pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun
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2022 tentang Strategi Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun
2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Meskipun regulasi-regulasi tersebut menjadi tonggak penting, kerangka
regulasi kebudayaan secara keseluruhan masih memerlukan penguatan
dalam bentuk turunan teknis, penyelarasan antarperaturan, dan
operagionalisasi kebijjakan di tingkat pusat dan daerah. Sebagaimana telah
diuraikan dalam bagian sebelumnva, masih terdapat kesenjangan antara
kebijakan makro dengan pelaksanaan teknis di lapangan, baik dalam bentuk
panduan, standar, maupun prosedur implementatif.

Banyak peraturan pelaksana vang belum sepenuhnya tersedia atau belum
mampu menjawab kompleksitas isu kebudayaan kontemporer, seperti
perlindungan HKI berbasis tradisi, pengelolaan warisan budaya digital,
penguatan status pelaku budaya sebagai profesi, serta mekanisme insentif
dan afirmasi bagi komunitas budaya di wilayah tertinggal, terdepan, dan
terluar (3T).

[ sisi lain, sinkronisasi antarregulasi sektoral seperti kebijakan pendidikan,
pariwisata, dan industri kreatif juga belum optimal dalam mendukung
pemajuan kebudavaan sebagai mandat lintas sektor. Hal ini menghambat
integrasi program, efektivitas pendanaan, serta sinergl pelaksanaan antara
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Ketiadaan regulasi teknis yang kuat juga berdampak pada lemahnya
kepastian hukum dalam perlindungan dan pemanfaatan sumber dava
budaya, terutama dalam konteks perubahan tata ruang, investasi, dan
eksploitasi komersial terhadap objek budaya. Dalam situasi ini, komunitas
budaya sering kali berada pada posisi rentan tanpa perlindungan vang
memadai.

Sistem Pendataan Kebudayaan Terintegrasi Belum Optimal

Salah satu pilar penting dalam tata kelola pemajuan kebudayaan yang efektif
adalah ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. SPKT
sebagai  sistem data utama kebudayvaan telah disediakan untuk
mengintegrasikan seluruh data kebudavaan dari berbagai sumber, dengan
Dapobud yang menjadi referensi utama data kebudayvaan. Dapobud memuat
hasil inventarisasi data kebudayaan yang bersumber dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan setiap
orang. Terdapat lima entitas kebudayaan dalam Dapobud, yakni OPK, ODCE,
SDM kebudayaan, lembaga kebudayaan, serta sarana dan prasarana
kebudavaan, termasuk data cagar budaya dan WBTD vang telah ditetapkan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam pelaksanaan
dan pemanfaatan sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan vang
signifikan. Hingga bulan Desember 2024, meskipun tercatat lebih dari
200.000 OPK dari berbagai wilavah dan ribuan objek budaya lainnya dalam
sistemn Dapobud, masih banyak data vang belum dimutakhirkan secara
berkala. Dapobud juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem data
sektoral lainnva seperti pendidikan, pariwisata, dan perencanaan
pembangunan. Selain itu, pencatatan terhadap objek vang bersifat dinamis
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seperti ekspresi budaya kontemporer dan hasil cipta baru masih terbatas
cakupannya.

Sebaran data juga menunjukkan ketimpangan, di mana daerah dengan
kapasitas SDM dan teknologi lebih baik cenderung memilika data yang lebih
lengkap, sementara daerah-daerah 3T menghadapi kendala teknis, sumber
dava, serta jaringan koordinasi yang lemah dalam melakukan pemutakhiran
dan pelaporan data kebudayaan.

i tingkat pusat, koordinasi antarunit dalam pengumpulan, verifikasi, dan
pemanfaatan data juga belum berjalan secara optimal. Masih terdapat
duplikasi pencatatan, perbedaan format data, serta belum tersedia satu
mekanisme terpadu untuk menyinkronkan basis data kebudayaan yang
dimiliki berbagai direktorat, balai pelestarian, maupun pemerintah daerah.

Keterbatasan ini berdampak langsung pada perumusan kebijakan dan
pengambilan keputusan, termasuk dalam alokasi anggaran, pemetaan
kebutuhan fasilitasi, dan perencanaan intervensi kebudayaan yang berbasis
wilayah, Tanpa sistemm data yang solid, perencanaan menjadi kurang
responsifl terhadap kondisi aktual budaya di lapangan.

Minimnya Literasi Budaya dan Ancaman Kepunahan Warisan Budaya

Salah satu tantangan mendasar dalam pemajuan kebudayaan di Indonesia
adalah rendahnva tingkat literasi budava masyarakat, terutama di kalangan
generasi muda dan kelompok urban. Literasi budaya tidak hanya mencakup
pengetahuan tentang warisan budaya, tetapi juga kemampuan untuk
memahami, mengapresiasi, dan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dalam
kehidupan sehari-hari, Minimnya literasi ini berdampak pada menurunnya
minat terhadap pelestarian budaya, keterputusan antargenerasi, dan
lemahnya regenerasi pelaku budaya lokal,

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, sejumlah ekspresi
budaya dan praktik tradisional menghadapi risiko kepunahan karena tidak
terdokumentasikan dengan baik atau tidak lagi dipraktikkan secara aktif,
Banyak maestro budaya, pengrajin tradisional, serta penjaga adat yang tidak
memiliki pewaris atau wadah untuk mentransfer pengetahuan secara
sistematis, Hal ini diperparah dengan minimnya perhatian terhadap
pendidikan budaya dalam sistem formal maupun mnonformal, serta
terbatasnya media budaya vang mampu menjangkau audiens muda dengan
pendekatan yang kontekstual dan relevan.

Situasi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan WBTh, tetapi juga
melemahkan fondasi identitas nasional dan ketahanan budaya dalam
menghadapi perubahan zaman. Ketidakhadiran budaya lokal dalam ruang
publik, kurikulum pendidikan, maupun narasi media arus utama membuat
budava semakin terpinggirkan dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Rendahnya literasi budaya juga berdampak pada minimnya keterlibatan
masyarakat dalam inisiatil pelestarian, lemahnya daya kritis terhadap
eksploitasi budava, dan kurangnya kesadaran akan nilai-nilai sosial yang
terkandung dalam praktik budaya. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi
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mempercepat erosi budaya lokal dan melemahkan peran budayva sebagai
penveimbang dinamika sosial dan politik,

Berbagai permasalahan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa
pembangunan kebudayaan di Indonesia saat ini masih menghadap
hambatan yvang bersifat struktural, sistemik, dan lintas sektoral. Kondisi ini
tidak hanva menjadi tantangan bagi pelaksanaan Undang-Undang Pemajuan
Kebudayvaan dan strategi kebijakan wyang telah disusun, tetapi juga
berimplikasi langsung terhadap daya saing, kohesi sosial, serta jati din
bangsa. Oleh karena itu, hadimya Kementerian Kebudayaan sebagai institusi
tersendiri diharapkan menjadi tonggak penguatan ckosistem kebudayaan
nasional yang lebih terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Di tengah peluang strategis menuju Indonesia Emas 2045, perumusan visi,
misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Kebudayaan pada periode
tahun 2025-2029 menjadi landasan penting untuk menjawab berbagai
tantangan di atas sekaligus mengoptimalkan potensi budayva Indonesia
sehagai fondasi utama pembangunan bangsa,

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang telah diuraikan
sebelumnya, berikut adalah analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats [(SWOT) yang menjadi dasar perumusan strategi Kementenan
Kebudayaan periode tahun 2025-2029.

Tabel 2: Kekuatan dan Kelemahan
Kekuatan (Strengths)

Kelemahan [ Weaknesses) |

Keanekaragaman budaya yang tinggi
dan kekayaan warisan budaya (cagar
budaya, WBTb, dan OPK) di seluruh
nusantara, menjadi basis integrasi
nasional dan identitas kolektf vang
kuat.

Ketimpangan kapasitas tata kelola
kebudayaan di pemerintah daerah:
tidak semua daerah memihki
kelembagaan, anggaran, dan SDM
memadai; dan implementasi
pemajuan kebudayaan di daerah
belum nmerata (tercermin pada
disparitas skor IPK antarwilayah).

' Pengakuan dan apresiasi
internasional  terhadap  budaya
Indonesia misalnya penetapan batik,
wavang, keris, angklung, dan
sebagainva sebagai WBTb UNESCO
serta aktifnya diplomasi budaya
Indonesia di forum global,
meningkatkan citra positif Indonesia
schagai kekuatan soft potwer.

| pemanfaatan budaya, banyak
komunitas adat/seni belum
terfasilitasi dan belum dilibatkan

Partisipasi masyarakat dan
komunitas budaya lokal yang belum
optimal dalam pelestarian dan

secara ecfektil dalam perencanaan
maupun program kebudayaan (lebih
banyak top-down daripada bottom-up).

' Bonus denmg;raﬂ- dengan dominasi |

generasi muda yang kreatif dan melek
teknologi, yang menjadi agen
| pembaruan budaya serta novator
dalam mengemas ulang ekspresi
budaya lokal secara kontemporer.

Kerangka regulasi kebudayaan yang
belum sepenuhnya komprehensif dan
operasional: masih kurang aturan

turunan/teknis misalnya
perlindungan HKI tradisional,
pengelolaan  warisan digital, serta

sinkronisasi lintas sektor seperti
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pendidikan, pariwisata,

ekonomi I
kreatif yang lemah.

: Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif
berbasis budaya yang pesat dan
berkontribusi pada FPDE  dan
lapangan kerja (misalnya industri
film, musik., kuliner, fesyen etnik,
kriya); produk budaya lokal semakin
diminati pasar domestik dan global.

SPKT belum optimal: banyak data |
belum mutakhir, integrasi dengan
data sektoral Ilain lemah, dan
kapasitas daerah 3T dalam pendataan

masih rendah, sehingga
mengakibatkan perencanaan kurang
berbasis data akurat.

Infrastruktur digital dan inovasi
teknologi mulai dimanfaatkan untuk
pelestarian dan promosi  budaya
berupa digitalisasi koleksi museum,
platform arsip budaya, AR/VR untuk
cagar budava, wvang memperiuas
jangkauan publik dan keterlibatan
generasi muda.

| Literasi budaya masyarakat vang

rendah dan keterputusan transmisi
pengetahuan lintas Eenerasi;
minimnys pendidikan budaya
formal /nonformal dan dokumentasi
maestro budaya membuat sejumlah
tradisi lokal terancam punah karena
tidak ada regenerasi.

Terbatasnya  infrastruktur  fisik |
kebudayaan: jumlah sarana
prasarana seperti museum, gedung
kesenian, dan layar bioskop masih
kurang misalnya hanyva £3.000 layar
bioskop nasional, idealnya
dibutuhkan =28 ribu sehingga akses |
masyarakat terhadap produk budaya
nasional tidak merata.

Tabel 3: Peluang dan Ancaman

Peluang |Opportunities) Ancaman | Threats)
Era globalisasi dan interaksi lintas Tekanan arus globalisasi dan
budaya membuka peluang untuk  homogenisasi nilai yang dapat

mempromosikan budaya Indonesia ke
panggung dunia serta memperkuat
identitas nasional di kancah global.
Partisipasi Indonesia dalam forum
internasional seperti UNESCO, G20
Culture, ASEAN, dan lain-lain bhisa
dimanfaatkan untuk kerja sama
budaya dan peningkatan branding
nagional.

menggerus budaya lokal: masuknya
budaya asing vang masif berisiko
melemahkan penggunaan bahasa
daerah, adat istiadat, dan keanfan
lokal jika tidak diimbangi penguatan
jati diri budaya bangsa.

Perkembangan teknologi digital seperti
internet, media sosial, AR/VE, dan Al
memberi peluang besar  dalam
pendokumentasian, pelestarian,

Banyak ekspresi budaya tradisional
terancam punah apabila tidak segera
didokumentasikan dan diwariskan.
Hilangnya maestro dan kurangnya
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edukasi, dan distribusi konten budaya | penerus tradisi misalnya dalam |
ke audiens luas, termasuk generasi | kerajinan, kesenian, bahasa daerah
muda dan komunitas internasional, | menjadi ancaman terthadap
dengan cara vang interaktif dan | kelangsungan WBTb.

I modern.

| Meningkatnya minat masyarakat | Ketiadaan perljndunga.nul.]u_kum dan
terhadap produk budaya lokal dan | regulasi teknis vang memadai
warisan budaya misalnya tren batik, | berpotensi memicu eksploitasi atau
kuliner nusantara, pariwisata, serta | klaim sepihak atas aset budaya
pasar global vang mulai menghargai | Indonesia oleh pihak lain, serta
ekonomi  Kkreatif berbasis budaya, | rawan terjadi kerusakan warisan
memberikan peluang ekspor, dan | budaya akibat pembangunan vang
perluasan industri budaya Indonesia. | tidak ramah budaya.

Kemitraan dan kerja sama Euda}'a Kesenjangan kapasitas antardaerah
internasional yang terbuka misalnva | jika dibiarkan, dapat memperlebar
dengan pusat kebudayaan asing, | disparitas pemajuan kebudayaan.
organisasi regional/multilateral dapat | Daerah yang tertinggal berpotensi
mendukung transfer pengetahuan, kehilangan kekayvaan budava
pendanaan, dan fasilitasi bagi program lokalnya karena kurangnya
pelestarian, riset, maupun pmmu:s”dulmngan, sementara daerah lain
budayva Indonesia. | maju pesat, menciptakan
ketidakseimbangan dalam pemajuan
kebudayaan nasional.

Bonus demografi menciptakan peluang | Urbanisasi dan digitalisasi
tersendiri; generasi muda yang besar | berpotensi menggeser pola konsumsi
jumlahnva dapat menjadi penggerak | budaya masyarakat. Jika konten |
industri  kreatif dan revitalisasi budaya lokal tidak mampu |
| budaya, asalkan diberi ruang, | beradaptasi dengan preferensi
pendampingan, dan akses terhadap | generasi muda, dikhawatirkan
sumber dayva budaya. budaya tradisional makin

terpinggirkan.

Tabel 2 dan 3 di atas menyajikan gambaran ringkas faktor internal dan eksternal
vang memengaruhi pembangunan kebudayaan, yvang selanjutnya dianalisis
secara naratif untuk memperdalam konteks dan implikasinya.

Kekuatan: Indonesia memiliki kekuatan intermal yang besar di bidang
kebudavaan, terutama keragaman budaya yang luar biasa dan diakui dunia.
Wansan budaya baik benda maupun takbenda tersebar di seluruh nusantara,
mencerminkan identitas bangsa yvang kaya dan menjadi perekat sosial lintas
etnis, agama, dan wilavah. Pengakuan internasional misalnyva oleh UNESCO
serta keberhasilan diplomasi budaya menunjukkan bahwa kebudayaan
Indonesia sudah menjadi soft power vang diakui, sehingga dapat dimanfaatkan
untuk meningkatkan citra dan pengaruh Indonesia di forum global. Selain itu,
bonus demografi dengan banyaknya anak muda kreatif menjadi aset penting.
Generasi ini antusias melestarikan sekaligus memperbarui ekspresi budaya
dengan inovasi dan teknologi. Pertumbuhan pesat ekonomi kreatif berbasis
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budaya seperti film nasional yang mampu menarik puluhan juta penonton,
kuliner dan fesyen etnik yang diminati pasar menunjukkan bahwa budaya juga
menjadi motor ekonomi yang menjanjikan. Kekuatan-kekuatan ini memberikan
landasan kokoh bagl pemajuan kebudayaan ke depan.

Kelemahan: Di sisi lain, masih terdapat berbagai kelemahan internal yang perlu
diatasi. Kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola urusan kebudayaan
sangat tidak merata. Banvak daerah vang belum memiliki perangkat atau
sumber daya memadai, sehingga implementasi program budaya timpang dan
IPK berbeda jauh antarwilayah. Partisipasi masyarakat dan komunitas juga
belum optimal, inisiatil pelestarian sering top-down dan kurang melibatkan
kearifan lokal, akibatnya rasa memiliki dan keberlanjutan program rendah.
Kerangka regulasi pun masih lemah secara operasional. Beberapa aturan
turunan UU Pemajuan Kebudayaan belum ada, sinkronisasi dengan sektor lain
belum berjalan, dan perlindungan hukum atas objek budaya termasuk
pengetahuan tradisional masih terbatas. SPKT belum berjalan efektif,
menyebabkan data budaya banyak yvang usang atau terduplikasi, menghambat
peréncanaan vang tepat sasaran. Tingkat lhterasi budaya masyarakat vang
rendah, terutama di Kalangan generasi muda perkotaan, membuat banyak
warisan budaya tidak lagi dikenal apalagi diteruskan, diperparah minimnya
pendidikan budaya di sekolah, Ditambah lagi, infrastruktur kebudayaan masih
kurang misalnya jumlah museum, taman budaya, hingga layar bioskop vang
jauh dan kebutuhan sehingga akses masyarakat untuk menikmati dan
berpartisipasi dalam kebudayvaan tidak merata di seluruh daerah.

Peluang: Dalam konteks eksternal, terdapat peluang-peluang strategis yang bisa
dimanfaatkan wuntuk pemajuan kebudayaan. Arus globalisasi dan
keterhubungan dunia sebenarnya membuka jalan bagi budaya Indonesia untuk
tampil di panggung internasional. Melalui keterlibatan aktif di berbagai forum
dan kerja sama budaya global, Indonesia bisa berbagi nilai-nilai lokal sekaligus
belajar dari praktik global, sehingga memperkuat posisi budaya nasional
Perkembangan teknologi digital juga menjadi peluang emas, digitalisasi
memungkinkan dokumentasi dan promosi budaya menjangkau audiens yang
lebih luas dengan cara baru vang menarik, seperti tur virtual museum, arsip
online, hingga konten media sosial yang mengemas budaya secara kreatif. Pasar
domestik maupun internasional kini menunjukkan apresiasi lebih besar
terhadap produk kreatif bernuansa lokal. Hal ini menjadi kesempatan bagi
pelaku budaya dan industri kreatif Indonesia untuk berkembang, mengekspor
produk budaya, dan meningkatkan kontribusi ekonomi. Peluang lainnya adalah
kemitraan internasional yang semakin terbuka, baik melalui platform
multilateral maupun bilateral, yang dapat mendatangkan dukungan pendanaan,
peningkatan kapasitas, dan promosi bersama. Terakhir, periode bonus
demografi harus dimanfaatken dengan dukungan vang tepat, melimpahnya
generasi muda bisa menjadi ujung tombak revitalisasi budaya dan inovasi kreatif
vang menjaga warisan budaya sembari menciptakan ekspresi budaya baru vang
relevan dengan zaman.

Ancaman: Meski peluang terbuka lebar, tantangan eksternal juga perlu
diwaspadai dalam menyusun strategi kebudayaan. Derasnyva pengaruh budaya
global dapat menjadi ancaman apabila identitas lokal tidak diperkuat. Fenomena
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homogenisasi dapat mengikis keberagaman budaya kita, contohnya generasi
muda lebih mengenal budaya pop global dibanding warisan budayva sendir.
Banyak tradisi dan ekspresi budaya lokal menghadapi risiko punah karena
kurang penerus. Bila para pelaku budava senior wafat tanpa mewariskan
ilmunya, hilanglah bagian penting jati diri bangsa. Ketiadaan perlindungan dan
regulasi yang memadai juga membuat aset budava rentan, kita menghadapi
kemungkinan klaim kebudayaan oleh negara lain, eksploitasi komersial vang
tidak adil, hingga kerusakan situs cagar budaya karena pembangunan vang
tidak sensitif budaya. Disparitas kemampuan antardaerah dalam memajukan
kebudayaan pun bisa menjadi ancaman tersendiri: daerah yang tertinggal bisa
kehilangan warisan budayanya karena kurang dukungan, sementara daerah
maju melaju, menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan kesatuan
budaya nasional. Selain itu, perubahan sosial ekonomi seperti urbanisasi dan
gaya hidup digital dapat mengubah pola konsumsi budaya, jika budaya lokal
tidak beradaptasi, dikhawatirkan generasi muda makin menjauh dari akar
budayanya. Menghadapi ancaman-ancaman ini, diperlukan langkah antisipatif
agar globalisasi justru memperkaya budaya nasional, bukan melemahkannya,
dan agar warisan budaya Indonesia tetap lestari serta relevan di tengah dunia
yang terus berubah.

Analisis di atas menjadi pijakan strategis dalam penctapan arah kebijakan,
strategi, dan sasaran pembangunan kebudayaan yang akan diuraikan pada bab
selanjutnya, dengan tujuan memaksimalkan potensi, mengatasi permasalahan,
memanfaatkan peluang, serta mengantisipasi ancaman secara terencana,
terukur, dan berkelanjutan,
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BAB 11
VISL, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

2.1. Visi Kementerian Kebudayaan
Visi Kementerian Kebudavaan Tahun 2025-2029 adalah:

Terwujudnya ekosistemn kebudayvaan yvang inklusif, berkelanjutan, dan berperan
strategis dalam memperkuat jati diri bangsa, memperkokoh persatuan,
meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong kemajuan peradaban bangsa
bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Visi ini mencerminkan komitmen jangka panjang Kementerian Kebudayaan
dalam menjadikan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan nasional yang
berkelanjutan. Pemajuan kebudayaan tidak hanya dipahami sebagai pelestarian
warisan budaya, tetapi juga sebagai proses aktif dalam membangun identitas,
memperkuat ketahanan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui ekosistern budaya vang dinamis, inklusif, dan berdaya saing global.

Sebagai bagian dari pelaksanaan visi pembangunan nasional dalam kerangka
RPJPN tahun 2025-2045, visi ini menempatkan kebudayaan sebagai arus utama
pembangunan. Kementerian Kebudayaan bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan sumber daya yang dikelola
diarahkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara adidaya budaya yang
berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berkeadilan sosial.

2.2, Misi Kementerian Kebudayaan

Untuk mewujudkan visi pemajuan kebudavaan nasional sebagaimana telah
dirumuskan, Kementerian Kebudayaan menetapkan lima misi utama sebagai
arah pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun 2025-2029:

1. Melindungi dan melestarikan kekavaan budaya serta masyarakat adat dan
penghayat kepercayaan;

2, Mendorong kreativitas dan meningkatkan inovasi budaya berbasis teknologi
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

3. Mengelola keberagaman budaya untuk memperkokoh persatuan bangsa;

4. Memanfaatkan kebudavaan Indonesia sebagai soft power di tengah
peradaban dunia; dan

5. Menginternalisasi nilai-nilai budaya luhur bangsa melalui pendidikan serta
pengarusutamaan kebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kelima misi ini saling memperkuat dan dirancang untuk menjawab tantangan
kebudavaan kontemporer secara komprehensif, mulai dari pelestarian warisan
hingga penguatan budaya masa depan yvang adaptif dan relevan dengan
dinamika global.

2.3, Tujuan Kementerian Kebudayaan

Perumusan tujuan Kementerian Kebudayaan dimaksudkan untuk memberikan
arah capaian kinerja yang terukur dalam mewujudkan visi dan misi Presiden
serta Wakil Presiden, sebagaimana dijabarkan dalam RPJMN tahun 2025-2029
dan secara khusus terkait dengan mandat Undang-Undang Pemajuan



- 47 -

Kebudayaan. Tujuan ini sekaligus menjadi dasar dalam penyvusunan sasaran
strategis, indikator kinerja utama, dan program-program prioritas Kementerian
Kebudayaan.

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kebudavaan untuk periode tahun
2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kebudayaan untuk
Periode tahun 2025-20:29

No. | Tujuan Sasaran Strategis -
1. IPenmgkatan pemajuan | Terwujudnya pelestmﬂ_n dan pema_luan
kehudayaan untuk | kebudayaan
' mengoptimalkan peran
| - kebudayaan dalam
pemha.ngun:an

2. lFmguatan tata kelola | Meningkatnya tata kelola Kementerian
Kementerian  Kebudayaan | Kebudayaan yang partisipatif, adaptif,
Iyang partisipatif, adaptif, | transparan, dan akuntabel

| transparan, dan akuntabel

Kedua tujuan tersebut bersifat saling melengkapi, di mana keterlibatan
masyarakat vang aktif hanya dapat terjadi dalam ekosistem kelembagaan yang
terbuka, responsif, dan terpercaya, yang mana keberhasilan pencapaian tujuan
ini dapat diukur dengan pencapaian IPK dengan target yang harus dicapai pada
tahun 2025-2029. Pencapaian ini juga didukung dengan indikator tujuan
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kebudayvaan vang telah ditetapkan
untuk dicapai pada tahun 2025-2029, agar dapat mendukung pencapaian visi
dan misi Kementerian Kebudayaan. Dengan demikian, Kementerian
Kebudayaan tidak hanya berperan sebagal pelaksana kebijakan, tetapi juga
sebagai penggerak dan penguat simpul-simpul budaya di seluruh wilayah
Indonesia secara menyeluruh.

2.4. Sasaran Strategis Kementerian Kebudayvaan

Sasaran sitrategis merupakan penjabaran lebih operasional dari tujuan vang
telah ditetapkan, dan berfungsi sebagai dasar bagi perumusan KU serta
perencanaan program dan kegiatan prioritas Kementerian Kebudayaan. Setiap
sasaran dirancang untuk dapat diukur capaian dan dampaknya, sehingga
mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan secara konkret dan terarah.

Dalam periode perencanaan tahun 2025-2029, sasaran strategis Kementerian
Kebudayaan dirumuskan untuk mencerminkan orientasi pada hasil (result-
orienled), partisipasi masyarakat, serta tata kelola kebudayaan yang adaptif
terhadap dinamika lokal, nasional, dan global. Sasaran ini juga diselaraskan
dengan arah kebijakan pembangunan kebudayaan dalam RPJMN tahun 2025~
2029 serta mandat dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian
tujuan Kementerian Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan; dan
2. meningkatnya tata kelola Kementerian Kebudayaan yang partisipatif, adaptif,
transparan, dan akuntabel.
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Sesual ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kena
Kementerian/Lembaga, pada subbagian manajemen kinerja Renstra-KL, setiap
sasaran strategis wajib dilengkapi dengan identifikasi risiko pencapaiannya.
Risiko tersebut dipetakan berdasarkan klasifikasi nasional guna memperkuat
pelaksanaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional pada seluruh jenjang
sasaran dan indikator, serta memastikan keterpaduan antara perencanaan,
penganggaran, dan evaluasi vang berbasis pengelolaan risiko. Adapun tabel
pemetaan risiko dimaksud disajikan sebagail bernkut:
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Tabel 5: Indikasi, Kategori, dan Dampak Risiko, serta Indikasi Perlakuan dan Indikasi Penanggung .Jawab Perlakuan Risiko

| Sasaran Indikator : i | [
Sl e ndikasi Risiko Kategori Ristko | no oo Risiko Indikasi Perlakuan Risiko | Totol T EIANEELAE
88,1 IFK 1. ketidaksinkronan 1. risiko 1. 1PK tidak 1. penyusunan dan 1. Direktur Jenderal
Terwujudnys kebijakan pusat-dasrah Kebijalkan; mencapal target; harmonisasi regulasi Pelindungan
Pelestarian dan dan kelemahan regulasi | 2. risiko 2. ekosistem budava pelaksana [sinkronisasi Kebudayaan dan
Pemajuan turunan; Operasional; tidak pusat-daerah); Tradisi; Risiko
Kebudayaan | 2, keterbatasan SDM 3. risiko berkembang; 2, penguatan dan pelatihan kebijalkan dan
kebudayaan dan Keuangan 3. rendahnya SDM dan lembaga kepatuhan;
kapasitas kelembagaan MNegara; partisipasi publik; | kebudayaan; 2. Direkiur Jenderal
daerah; 4, risiko 4, duplikasi dan 3. pengembangan integrasi Pengembangan,
3, minimnya anggaran non- | Kepatuhan; inefisiensi sistem data budaya Pemanfaatan, dan
APBN dan dan program; dan meliputi SPKT, eMaonev, Pembinaan
ketergantungan tinggi | 5. risiko 5. kegiatan /program |  Dapobud, dan platform Kebudayaan: Risiko
pada APBN,; Operasional / tidak tepat digital Internal operasional dan
4. ketidakpastian data Data. SAsaran, Kementerian Kebudayaan; = KEUANZAN Negara;
budaya dan sistem duplikasi, 4. diversifikasi pendanaan: | 3. Direktur Jenderal
informasi vang belum inefisiensi, skema kemitraan, dana Diplomasi, Promosi, dan
terintegrasi; dan pengambilan abadi, PNBP, BLL} dan kerja Sama
5. data Dapobud/SPKT keputusan tidak Swasta: Kebudavaan: Risiko
tidak mutakhir, tidak berbasis data. 5. standardisasi kerja sama koordinasl internasional
akurat, atau belum dan tata kelola: dan dan promosi budaya;
terintegrasi dengan 6. peningkatan kualitas, tan
sistem informasi lain, pembaruan, dan integrasi | 4 Pusat Data dan
data secara berkala, Teknologi Informasi.
85.2 Nilal Sistetn 1. keterlambatan 1. risiko 1. penurunan nilal 1. implementasi e-gov dan | L. Sekretariat Jenderal:
Meningkatnya Akuntabilitas penyvusunan dokumen aperasional; SAKIP dan SPRE; sistern monitoring kinerja risiko operasional dan
Tata Kelola Kinerja perencanaan dan . 2. kegagalan digital [SAKIP dan SPBE]; kepatuhan terkait
Kementerian [nstansi laporan; 2. itk Jraud, reformasi 2. penguatan sistem administrasi dan tata
Kebudayaan Pemerintah 2. ketidakefektifan sistem 3 risiko hirokrasi; pengendalian intern, kelola umum;
yang [SAKIF), monitoring dan evaluasi; kepatuhan; audit internal, dan ' 2, Inspektorat Jenderal:
partisipatif, Sistem wrhistleblovnng; risikn fromecd dan audit
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Pemerintabian
Berbasis
Elektronik
[SPBE]}, Zona
Imtegritas (1],
dan Laporan
Harta
Kelsyvaan
Penyelenggara
Megara
(LHKPN)

3. porensi penyvalahgunaan
kewenangan dalam
pengadaan / program,

4. ketidakpatuhan terhadap
standar audit internal
dan eksternal; dan

5. perluasan kelembagaan
BPL.

4. risiko
reputasi; dan

5. risiko
operasional /
keuvangan.

3. E_il:_anm:.'u
Kepercavaan
publik;

4, potensi sanksi
administratifl atau
hulkum; dan

5. pembenghakan

hiaya operasional,

kebutuhan
infrastruktur, dan

SDM.

3. penyusunan dan review
prosedur operasional
standar selurubh proses
administrasi;

4, peningkatan kualitas
S0M tata kelola,
pelatihan, dan sertifilcasi;
tlan

3, penegakan disiplin dan
tindak lanjut
audit /rekomendasi,

internal, serta
pEngawasan
implementasi Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah;

, hiro-hiro di Sekretarial

Jenderal: risiko spesifik
sesual bidang masing-

masing,
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Pengelolaan risiko akan menjadi bagian dari SPIP dan ditautkan dengan
mekanisme pemantauan kinerja reguler serta evaluasi tengah periode (rmidterm
review. Tindakan mitigasi akan diformulasikan per direktorat jenderal untuk
memastikan respon kebijakan vang tepat dan terukur. Sasaran strategis ini
selanjutnya dijabarkan dalam bentuk IKU, target tahunan, dan kegiatan
prioritas dalam Bab IV,
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BAB 111
ARAH KEBLJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan tahun 2025-2029
merujuk pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional sebagaimana
tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Visi pembangunan nasional “Bersama
Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 menetapkan penguatan
identitas dan ketahanan budava sebagai salah satu fondasi utama
pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter dan berdayva saing di tingkat
global,

Kementerian Kebudayaan mengamhbil peran strategis dalam mendukung
pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam

RPJMN 2025-2029, yvang menjadi penjabaran operasional dari visi “Bersama
Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

Arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik
Indonesia 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"
menunjukkan bahwa kebudayaan mendapatkan perhatian yang signifikan
dalam empat cita baik secara langsung maupun tidak langsung, meliputi:

1. Cita ke-1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi
manusia-menegaskan kebudayaan sebagai fondasi keberadaban dan
moralitas bangsa,

2, Cita ke-2: Mendorong kemandirian bangsa melalui ekonomi kreatif dan
ekonomi biru—-membuka ruang besar bagi pelaku budayva dan komunitas
kreatif.

3. Cita ke-4: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, dan kesetaraan
gender-relevan dengan penciptaan ekosistem kebudayaan yang inklusif dan
partisipatif.

4, Cita ke-8: Menyelaraskan kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya-
menempatkan kebudayaan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan
dan harmonis.

Selain itu, kebudayaan juga menjadi bagian penting dalam 17 Program Prioritas
Presiden, tepatnya pada Program Prioritas Presiden Nomor 17 yang secara
eksplisit mengangkat tema pelestarian budaya dan penguatan diplomasi
budaya. Program ini mencakup pelindungan warisan budaya, revitalisasi pusat
kebudavaan, promosi seni dan budaya nasional, serta penguatan peran
Indonesia dalam kerja sama budaya internasional melalui pendekatan soft
poLver.
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Tabel 6: 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

@gra.m Prioritas Presiden

2. Penyempurnaan sistem  penerimasn uniuk anak balita dan by hamil
MEEHTH . Menvelenggarakan pemeriksani
3. Relormasi publik, hukum, dan birokrasi keschatan gratis, menuntaskan kasus
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi TBC., dan membangun Rumah Sakil
5, Pomberantasan kemiskinan lengkap berkualitas di kabupaten
6. Pencegahan dan pemberantasan | 3. Mencetak dan meningkatkan |
narkoba produktivitas  lahan pertanian dengan
Y. Menjamin tersedianya pelavanan lumbung pangan desa, daecrah, dan
kesehatan bagi seluruh  rakyat nasgional
Indonesia, seperti peningkatan BRJIS | 4. Membangun  sekolah-sekolah — unggul
kesehatan dan penyediaan obat untuk terintegrasi di setiap kabupaten, dan
rakyat memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu
B. Penguatan pendidikan, sains, dan rCnovasi
teknologi, serta digitalisasi . Melanjutkan dan menambahkan program
9. Penguatan pertahanan dan keamanan kartu-kartu  kesejahteraan  sosial  serta
negara dan pemeliharaan hubungan kartu wusaha untuk menghilangkan
internasional vang kondusif kemiskinan absolut
10, Penguatan kesetaraan gender dan (6. Menaikkan gaji ASN (lerutama gury,
perlindungan hak perempuan, anak, dosen, tenaga kesehatan, dan penyvuluh),
serta penyvandang disabilitas TN/ Polri,dan pejabat negara
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup (7. Melanjutkan pembangunan infrastroktur
12, Menjamin ketersediaan pupuk, benih, desa dan kelurahan, Bantuan Langsung
dan pestisida langsung ke petani Tunai [BLT), dan menjamin penyediaan
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi rumah murah bersanitasi baik untuk yang

16,

17,

. Mefanjutkan  pemeratasan

Program Hasil Terbaik Cepat |

Mencapal swasembada pangan, energi,
dan air

untuk masyarakal desa dan rakyat yvang

membutuhkan

eleomnormi,
penguatan UMKM dan pembangunan
Ibu Kota Nusantara [IKN)

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi
berbasiskan sumber dayva alam [SDA]
dan maritim untuk membuka lapangan
kerjn  yvang scluas- luasnya dalam
mewujudkan keadilan ekonomi
Memastikan kerukunan antar umat
beragama, kebebasan beribadah, dan
perawatan rumah ibadah

Pelestarian  senl budava, peningkatan
ekonomi  kreadif, dan peningkatan
prestasi olahraga

. Memberi makan siang dan susu gratls di

sekolah dan pesaniren, serta bantuan gizi

membutuhkan, terutamsa generasi
milenial, generast £, dan masvarakat
berpenghasilan rendah (MBR)

Mendirikan Badan Penerimasn Negara
dan meningkatkan rmmsio  penerimaan
negars lerhadap produk domestik bruto
(PDB} ke 23%

Seluruh arah kebijakan ini menegaskan urgensi pembentukan Kementerian
Kebudavaan sebagai entitas tersendiri dalam struktur pemerintahan.
Kementerian ini tidak hadir semata sebagai pemisahan administratif, tetapi
sebagai jawaban strategis atas kompleksitas, kedalaman, dan kebutuhan
sistemik dalam merancang dan mengelola kebijakan kebudayaan secara holistik,
berorientasi pada masa depan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Dengan
kehadiran Kementerian Kebudayaan, negara memiliki instrumen kelembagaan
vang lebih fokus, responsif, dan berdampak untuk menjadikan kebudavaan
sebagai pilar pembangunan nasional.

Peran terpenting Kementerian Kebudayaan terletak pada Cita ke-8, yaitu
menvelaraskan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan
budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama. Melalui mandat
pelestarian, pemajuan, dan diplomasi budaya, Kementerian Kebudayaan
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menjadi ujung tombak dalam membangun tatanan masyvarakat vang inklusif,
berakar pada kearifan lokal, serta selaras dengan keberlanjutan sosial dan
ekologis.

Kementerian Kebudayaan juga menjalankan peran strategis dalam Cita ke-4,
vakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan
berkarakter. Dalam konteks ini, pengarusutamaan nilai budaya dalam
pendidikan, penguatan literasi budaya, serta pengembangan kapasitas pelaku
budaya menjadi pilar pembangunan manusia Indonesia yang berbudaya dan
berdaya saing global.

Lebih lanjut, Kementerian Kebudayaan berkontribusi secara signifikan pada
Cita ke-2, vang menekankan kemandirian bangsa melalui penguatan ekonomi
kreatil. Pemanfaatan kekayaan budava untuk mendukung pertumbuhan
industri kreatilf dan ekonomi berbasis warisan budava menjadi salah satu
strategi utama kementerian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sekalipus memperluas pengaruh budaya Indonesia secara global.

Di samping itu, Kementerian Kebudayaan turut memberikan dukungan
terhadap Cita ke-1, vaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak
asasi manusia (HAM), dengan mengarusutamakan nilai-nilai luhur budaya
dalam kehidupan berbangsa. Budaya berperan sebagai instrumen strategis
dalam membangun masyarakat yang beradab, toleran, dan berjiwa gotong
rovong.

Seluruh arah dan strategi nasional tersebut menjadi pijakan utama dalam
perumusan sasaran strategis, program prioritas, serta reformasi kelembagaan
vang akan dijalankan Kementerian Kebudayaan selama periode tahun 2025-
2029,

Sebagai turunan dari agenda pembangunan nasional, berikut disajikan matriks
keterkaitan antara arah kebijakan strategis nasional dan kontribusi strategis
Kementerian Kebudayaan:

Tabel 7: Peran Kementerian Kebudayaan dalam Agenda Pembangunan Asta
Cita ke-8

No | Asta Cita Presiden 2025-2029 Susaran Strategis (SS)
- ___ Kementerian Kebudayaan
1 Cita ke-8 Menyelaraskan kehidupan yang harmonis | 58 1@ Terwujudnya pelestarian
dengan  lngkungan, alam, dan budaya serta | dan pemajuan kebudayvaan
peningkatan folerensd antarumal beragama 85 2: Meningkatnya tata kelola
kebudayann vang partisipatif,
adaptif, transparan, dan
o akuntabel
2 | Cita ke-4 Memperkuat pembangunon SDM, sains, | 88 1: Terwujudnya pelestarian
teknologi,  pendidikan, kesehatan, kesetaraan | dan pemajuan kebudayaan
gender, serta  penguatan  peran pemuda dan | 85 2: Meningkatnya tata kelola |
PETE TP kebudayaan vang partisipatif, |
adaptif, transparan, dan
o alcuntabel ]
3 Cita ke-2 Memantapkan kemandirian bangsa melalui | 85 1: Terwujudnya  pelestarian
pengembangan ekonomi kreafif, hijau, biru, dan | dan pemajuan kebudayaan
hilirsast tndustr 85 2: Mcningkatnya tata kelola |
kebudavasn yang partisipasif, |
adaptif, transparan, an |
akuntabel |
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‘4 | Cita kel Memperkokoh ideologi Pancasila, | S5 1@ Terwujudnya pelestarian |
demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) dan pemajuan kebudayaan [

85 2: Meningkainya tata kelols |
kebudayaan  yvang  partisipatif, |

t adaptif, transparan, dan |
akuntabel |

Seluruh arah kebijakan nasional tersebut menjadi fondasi utama dalam
perumusan strategi dan program kerja Kementerian Kebudayaan selama periode
tahun 2025-2029. Peran kementerian dalam mendukung Asta Cita Presiden,
terutama pada aspek pelestarian budaya, penguatan karakter bangsa, serta
pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, menjadi kontribusi nyata
terhadap terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, Selanjutnya, arah kebijakan
dan strategi kementerian yang dijabarkan dalam subbab berikut disusun untuk
memastikan  konsistensi  pelaksanaan mandat kebudayaan  secara
berkelanjutan, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kebudayaan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional
sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029 dan sejalan dengan delapan
Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kebudayaan menetapkan
arah kebijakan dan strategi sektoral sebagai kontribusi strategis dalam
mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Perumusan arah kebijakan dan strategi
ini mempertimbangkan mandat kelembagaan Kementerian Kebudayvaan,
tantangan dan potensi pembangunan kebudayaan di tingkat nasional maupun
daerah, serta aspirasi masyvarakat vang dihimpun melalui berbagai mekanisme
partisipatif seperti PPKD, forum konsultasi publik, dan pelibatan komunitas
budaya. Strategi kebijakan diarahkan untuk memperkuat fungsi pelindungan
dan pengembangan kebudayaan, meningkatkan daya hidup komunitas budaya,
serta menempatkan kebudayaan sebagai kekuatan transformatif dalam
pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang ditetapkan bersifat lintas sektor
dan lintas wilayah, namun tetap berpijak pada karaktenistk dan kewenangan
masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian.

Salah satu prioritas lintas unit utama adalah keterlibatan aktif Kementerian
Kebudayaan dalam Manajemen Talenta Nasional sesuai amanat Peraturan
Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta
Masional. Manajemen Talenta Nasional menjadi wadah terintegrasi untuk
mengidentifikasi, membina, dan mempromosikan talenta unggul di bidang seni
dan budaya, dengan dukungan pemetaan komprehensif, pembinaan berjenjang,
program residensi dan magang budaya, Belajar Bersama Maestro, beasiswa
kebudayaan, pendidikan vokasi, serta afirmasi talenta di daerah 3T dan
komunitas adat. Kementerian Kebudayaan sebagai koordinator bidang seni
budaya akan terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas
talenta seni budaya yang kreatif, kritis, konsisten berkarya, dan berkontribusi
bagi pemajuan kebudayaan nasional, Selain itu, berbagai upaya juga akan
dilakukan untuk meningkatkan rekognisi internasional terhadap talenta seni
budaya, serta penvelenggaraan ajang dan nonajang seni budaya berkelas
internasional di Indonesia. Peran koordinatif ini dijalankan melalui sinergi lintas
kementerian /lembaga, pemerintah daerah, komunitas seni, sektor swasta, dan
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mitra internasional. Skema pengembangan talenta melalui Manajemen Talenta
Nasional bidang seni budava akan terus diupayakan, setidaknya melalui: (1)
Pendataan Talenta, dengan menghadirkan Sistem Informasi Manajemen Talenta
bidang seni budaya vang terpadu dan komprehensif sebagai talent pool nasional,
(2) Pembibitan Talenta, untuk mendorong proses regenerasi talenta seni budaya
vang berkelanjutan, dengan memperkuat berbagai inisiatif publik yang telah
ada; (3] Pengembangan Talenta, untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas
talenta yang sesuai dengan kebutuhan dan relevan dengan kondisi dunia global
saat ini; serta (4) Pengenalan Talenta ke tingkat internasional, dengan
membangun kerja sama dan kemifraan erat dengan berbagai institusi
mancanegara terpercayva di bidang seni budaya, sebagai jembatan bag talenta
unggul untuk memperoleh rekognisi internasionadl,

Kebijakan vang ditetapkan bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, namun tetap
berpijak pada karakteristik dan kewenangan masing-masing unit utama di
lingkungan Kementerian Kebudayaan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan
strategi dalam dokumen ini dijabarkan secara lebih rinci berdasarkan peran dan
fokus setiap unit organisasi sebagai berikut:

3.2.1. Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi

Dalam rangka menjaga keberlanmjutan wansan budava nasional dan
memperkuat ketahanan budaya bangsa, Direktorat Jenderal Pelindungan
Kebudavaan dan Tradisi menetapkan arah kebijakan strategis vang berfokus
pada pelindungan cagar budaya, ODCB, serta OPK. Kebijjakan ini juga
mencakup perlindungan terhadap masyarakat adat dan penghayat kepercayaan
sebagai subjek utama dalam ekosistem kebudayaan.

Pelindungan kebudayaan diposisikan sebagai instrumen utama dalam
pembangunan berkelanjutan, dengan menempatkan nilai-nilai budaya lokal
sebagai basis identitas nasional dan kekuatan sosial masyarakat. Arah
kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat sistem identifikasi, regisirasi, dan
pemantauan warisan budaya, memperluas jangkauan pelindungan berbasis
wilayah, serta mendorong pelestanan yang partisipatif dan berbasis komunitas.

Fokus kebijakan juga mencakup peningkatan literasi dan kesadaran budaya
masyarakat melalui program edukasi dan kampanye pelestarian yang inklusif,
penguatan regulasi pelindungan budaya di tingkat pusat dan daerah, serta
fasilitasi terhadap hak-hak budaya komunitas adat. Partisipasi masyarakat dan
kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan pelindungan budaya
vang menyveluruh, adaptif, dan berkelanjutan.

Pelindungan kebudayaan dan tradisi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban
negara terhadap warisan masa lalu, tetapi juga sebagai investasi strategis untuk
membangun masa depan bangsa vang berkarakter, berdaulat budaya, dan
mampu bersaing di tengah arus globalisasi.

3.2.2. Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan

Dalam rangka memperkuat posisi budaya Indonesia di tingkat global, Direktorat
Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan menetapkan arah
kebijakan strategis vang berfokus pada penguatan peran diplomasi budaya dan
perluasan jejaring kerja sama internasional. Diplomasi budaya diposisikan
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sebagai instrumen pembangunan nasional yang tidak hanya memperkenalkan
kekavaan budava Indonesia ke dunia internasional, tetapi juga menegaskan
identitas nasional, narasi sejarah, serta klaim atas kekayaan intelektual budaya
bangsa.

Arah kebijakan ini diarahkan untuk memperluas ruang kolaborasi antara
Indonesia dengan negara mitra, organisasi internasional, dan komunitas budaya
global. Fokus kebijakan mencakup peningkatan kapasitas pelindungan warisan
budaya dalam konteks lintas negara, penguatan pertukaran budaya, promosi
budayva unggulan melalui platfiorm multilateral dan bilateral, serta integrasi
budaya dalam pengembangan ekonomi kreatif dan diplomasi publik.

Diplomasi budaya juga difungsikan sebagai alat pengembangan soft power
Indonesia, dengan menempatkan nilai-nilai budaya sebagai fondasi dialog, kenja
sama, dan kepemimpinan global Indonesia. Dalam konteks ini, kerja sama
internasional tidak hanya dilihat sebagai instrumen representasi, tetapi juga
sebagai wahana penguatan daya saing, daya jangkau, dan pengaruh budaya
Indonesia dalam ekosistem global yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2.3. Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi budaya, Direktorat Jenderal
Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan menetapkan arah
kebijakan strategis vang berfokus pada penguatan ekosistem budaya dan tren
terkini, seperti budava digital dan industri budaya. Ekosistem kebudayaan
terdiri dari ekosistem film, ekosistern sastra, ekosistem seni pertunjukan,
ekosistemn seni rupa, ekosistemn seni kriva, dan ekosistern musik, vang terbentuk
dari berbagai elemen yang memiliki keberagaman yang unik.

Pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan memiliki tujuan untuk
memperkuat unsur-unsur dan meningkatkan kapasitas SDM dalam ekosistem
kebudayaan. Pendekatan berbasis ekosistem budaya adalah strategi untuk
mengoptimalkan sumber daya budaya serta meningkatkan kebermanfaatannya
bagi masyarakat. Hal ini memperkuat dan mengusung pemahaman bahwa
kebudayaan adalah bagian integral dari ekosistem sosial dan ekonomi, sehingga
mengembangkan dan memanfaatkan budaya, serta membina pelaku budaya
dapat menciptakan peluang ekonomi baru.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka kebijakan Direktorat Jenderal
Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan dijalankan dengan
cara mengedepankan kebutuhan lapangan kebudayaan untuk memastikan
pemajuan kebudayaan di Indonesia berlangsung secara holistik, inklusif, dan
berkelanjutan.

3.2.4. Penguatan Tata Kelola Kementerian dalam mendukung Reformasi
Birokrasi

Sebagai bagian dar upaya mewujudkan tata kelola kebudayaan yang efektif dan
berkelanjutan, Kementerian Kebudavaan menempatkan agenda reformasi
birokrasi sebagai arah kebijakan strategis dalam periode tahun 2025-2029.
Reformasi ini tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki proses internal, tetapi
juga menjadi instrumen transformasi kelembagaan dalam menghadirkan
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birgkrasi vang adaptif, profesional, dan beronientasi pada pelayanan publik
kebudavaan.

Langkah pertama diarahkan pada pembenahan organisasi dan tata kelola.
Kementerian menyusun dan menyempurnakan struktur Organisasi dan Tata
Kerja (OTK) baik di kantor pusat maupun pada UPT, termasuk BPK, BLU MCB,
Balai Media Kebudayaan, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film.
Penyempurnaan ini juga mencakup pembentukan unit-unit strategis baru,
seperti Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta penyusunan proses
bisnis makro dan mikro yang mendorong efisiensi dan integrasi lintas fungsi.

Dalam aspek SDM, Kementerian mendorong penerapan sistem manajemen
talenta sebagai instrumen pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) vang berbasis
kinerja dan kompetensi. Manajemen talenta menjadi dasar dalam kebijakan
mutasi, promosi, dan pengembangan SDM, sehingga menciptakan ekosistem
kerja yang meritokratik, akuntabel, dan progresif. Disiplin ASN juga diperkuat
melalui regulasi internal yvang baku serta mekanisme pembinaan yvang terukur
dan konsisten.

Upaya reformasi birokrasi juga mencakup penguatan kualitas lavanan publik,
khususnya dalam bidang pelestarian, edukasi, fasilitasi, dan perizinan kegiatan
kebudayaan. Inovasi pelayanan dilakukan melalui digitalisasi, penyederhanaan
prosedur, dan penyusunan standar pelayanan yang inklusif, cepat, serta mudah
diakses oleh masyvarakat dan pelaku budaya. Dalam kerangka tersebut,
penguatan sistem lavanan informasi juga dilaksanakan melalui implementasi
dan pemutakhiran SPKT serta Dapobud. Kedua sistem ini menjadi pilar penting
dalam penyediaan data kebudayaan vang akurat, terintegrasi, dan berbasis
gpasial-tematik, serta digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan,
perencanaan program, pelayvanan publik, dan pemantauan kinerja kebudayaan
secara transparan dan akuntabel,

Sebagal bentuk akuntabilitas kelembagaan, pelaksanaan program reformasi
birokrasi terus diselaraskan dengan kebijakan nasional, termasuk SAKIP,
evaluasi Reformasi Birokrasi, SPBE, serta pembangunan ZI menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK). Kementerian berkomitmen menjadikan reformasi
birokrasi sebagai proses yvang berkelanjutan, terukur, dan berbasis hasil [reswuli-
arented),

Dengan arah kebijakan ini, penguatan reformasi birokrasi Kementerian
Kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen efisiensi administratif,
melainkan sebagai pilar penting dalam mewujudkan lembaga yang kredibel,
melavani, dan mampu menjadi penggerak utama pemajuan kebudavaan
nasional secara menyeluruh dan berdampak.

3.2.5. Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Kementerian

Dalam rangka mendukung pelestarian dan pengembangan kebudayaan secara
berkelanjutan, Kementerian Kebudavaan menempatkan penguatan tata kelola,
pengawasan internal, dan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu arah
kebijakan prioritas. Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawas intern
kementerian memainkan peran strategis dalam mengawal efektivitas program,
efisiensi penggunaan anggaran, serta integritas tata kelola organisasi,
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Arah kebijakan ini diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan yang
berjenjang dan berbasis nisiko, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga
evaluasi. Fokus pengawasan diarahkan pada program-program prioritas, potensi
ketidaksesuaian, serta area rawan penyimpangan, guna memastikan bahwa
setiap intervensi kebijakan memberikan dampak nyata terhadap kemajuan
kebudayaan nasional.

Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi pilar utama
dalam pengelolaan keuangan dan kinerja kementerian. Untuk itu,
penyederhanaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi terus
ditingkatkan, termasuk dalam pengawasan pelaksanaan perizinan kegiatan
budayva, pengelolaan cagar budaya, dan penyaluran fasilitasi kepada komunitas
seni dan pelaku budaya.

Dalam konteks reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal juga mendorong
penguatan budava integritas di lingkungan internal Kementerian Kebudayaan
melalui  pembinaan nilai-nilai antikorupsi, peningkatan kualitas SDM
pengawasan, serta fasilitasi pembangunan ZI menuju WBK dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Keterlibatan publik turut diperkuat sebagai bagian dari sistem pengawasan
partisipatif. Melalui mekanisme aduan, pelibatan komunitas, serta keterbukaan
informasi publik, Kementerian Kebudayaan membangun komunikasi dua arah
dengan masvarakat dalam mengawal akuntabilitas program dan efekbivitas
layanan.

Dengan tata kelola pengawasan yang adaptif dan partisipatif, Inspektorat
Jenderal berperan sebagali mitra strategis dalam memastikan bahwa
transformasi kelembagaan Kementerian Kebudayvaan berjalan sesuai prinsip
good governance, serta mendukung visi Indonesia sebagai pusat peradaban
budaya dunia

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam era perkembangan masyarakat vang semakin kompleks, tuntutan untuk
mengatur atau meregulasi semakin bertambah, sehingga regulasi memegang
peranan vang krusial dalam kehidupan bermasyvarakat, berbangsa, dan
bernegara, termasuk dalam aspek kebudayaan. Hal ini merupakan konselkuensi
logis Indonesia sebagai negara hukum. Sementara itu, terlalu banyak regulasi
dapat menimbulkan fenomena hiperregulasi dan disharmoni regulasi vang
berujung pada terhambatnya pembangunan, inefisiensi administrasi, hingga
ketidakpastian hukum.

Sejalan dengan upaya tersebut, dukungan tata kelola regulasi vang baik juga
diperlukan, sehingga terbentuk regulasi vang tepat sasaran, tangkas,
memfasilitasi kepatuhan, dan taat asas. Salah satu pilihan kebijakan untuk
mengondisikan regulasi yang baik adalah dengan mendorong penvederhanaan
regulasi. Penyederhanaan regulasi dilakukan dengan beberapa metode, meliputi
(a) deregulasi, vaitu dengan mengurangi ketentuan-ketentuan yang menjadi
hambatan bagi kegiatan atau sektor tertentu dalam hal ini sektor kebudayaan;
(b} kodifikasi, yaitu dengan menggabungkan ketentuan-ketentuan dalam sektor
terkait ke dalam satu peraturan perundang-undangan yang sistematis dan
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mudah dipahami; (c) konsolidasi, yaitu dengan menyajikan dokumen peraturan
perundang-undangan yvang telah diubah di beberapa peraturan ke dalam satu
dokumen; dan/atau (d) omnibus legislation atau omnibus law, yaitu
pembentukan peraturan yang menggabungkan pembentukan norma baru
dengan perubahan dan/atau pencabutan berbagai norma dalam berbagai
peraturan vang luas.

Untuk memastikan dukungan kualitas dan kuantitas regulasi harus
diperhatikan prinsip kerangka regulasi yang menjadi koridor penyusunan
antara lain (a) memfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur;
(b) mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat melalui cost benefit analysis
atau cost effectiveness analysis; (c) memperhatikan asas-asas pembentukan
regulasi; (d] memenuhi kebutuhan regulasi dalam rencana strategis vang
mendukung kebijakan pembangunan nasional serta visi dan misi Presiden; dan
(#] pelibatan pemangku kepentingan. Regulasi merupakan faktor pengintegrasi
kebijakan dalam rangka pencapaian pembangunan nasional di bidang
kebudavaan termasuk menciptakan iklim pemajuan kebudayaan yang kondusif
bagi masyarakat, SDM kebudayaan, dan lembaga kebudayaan, serta mendorong
ekonomi budaya dan industri budaya. Peran regulasi dalam pembangunan
kebudayaan antara lain (a)] memberikan kemudahan bagi aktivitas masyarakat
dan mengurangi beban masyarakat; (b) mendorong potensi kreatif dan inovatif
warga negara; (c)] mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan negara
dan pembangunan di bidang kebudayaan; dan (d) memiliki nilai tambah bagi
masvarakat, SDM kebudayaan, dan lembaga kebudayaan untuk mendukung
sasaran strategis Kementerian Kebudayaan.

Penataan dan/atau penguatan regulasi sektor kebudayaan menjadi kerangka
regulasi vang berisikan perencanaan pembentukan regulasi sebagai bentuk
operasionalisasi arah kebijakan Kementerian Kebudayaan. Kerangka regulasi
tersebut diperlukan untuk mencapai strategi Kementerian Kebudayaan guna
mencapai sasaran strategis Kementerian Kebudayaan. Di samping itu, kerangka
regulasi Kementerian Kebudayaan tahun 2025-2029 diarahkan untuk
mendukung tercapainya arah pembangunan nasional pada RPJMN, khususnya
di bidang kebudavaan. Tidak hanya itu, kerangka regulasi disusun sebagai
instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan
memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran sirategis Kementerian
Kebudayaan.

Sebagai salah satu strategi penataan regulasi, pendekatan omnibus legislation
atau omnibus law dapat diterapkan yaitu dengan opsi penyederhanaan atau
pencabutan, perevisian atau penggabungan beberapa regulasi yang
substansinya hampir sama satu dengan lainnya, tumpang tindih, dan/atau
konflik atau disharmoni. Inti pendekatan omnibus Ilaw adalah evaluasi,
pengkajian, penelitian terkait regulasi dan pilihan kebijakan untuk memastikan
regulasi vang tepat, adaptif, fleksibel, namun tetap akuntabel.

Dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku Kementerian
Kebudayaan, termasuk SDM kebudayaan dan lembaga kebudayaan guna
mewujudkan pembangunan nasional di bidang kebudayaan, kerangka regulasi
Kementerian Kebudayaan tahun 2025-2029 harus mampu mengakomodasi
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proses transformasi di Kementerian Kebudayaan ke arah yang lebih baik dalam
penyvelenggaraan organisasi vang efektif dan efisien, pencapalan indikator
kinerja Kementerian Kebudayaan, dan dalam mewujudkan tujuan kegiatan
prioritas penguatan karakter dan jati diri bangsa, dengan sasaran terwujudnya
kawasan pemajuan kebudayaan vang mendorong pertumbuhan ekonomi,
pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM kebudayasan, serta
kegiatan prioritas pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan
pemajuan kebudayaan dengan sasaran terwujudnya ekosistemm kebudayaan
vang menumbuhkan kapasitas 3DM kebudayvaan dan lembaga kebudayaan
dalam berkarva.

Salah satu bentuk transformasi di Kementerian Kebudayaan adalah penguatan
lingkup peran dan fungsi yang mencakup: (a) penguatan tata kelola birokrasi
vang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel, (b} pelestarian cagar budaya,
{c) pengelolaan dan standardisasi museum, (d) pemajuan kebudayaan, (e
pendaftaran, pencatatan, penetapan, dan pelestarian WBTh, (f] fasilitasi
kekayvaan intelektual, (g) perfilman, dan (h) peran sebagai enabler dalam upaya
strategis-taktis berupa inovasi berkelanjutan mengenai kebijakan pemajuan
kebudayvaan serta penguatan dan pengembangan ekosistemn kebudayaan untuk
dapat mengoptimalkan hasil pembangunan kebudayaan, percepatan, dan/atau
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan kebudayvaan vang dihadapi.
Selain hal-hal mendasar mengenai transformasi Kementerian Kebudayaan pada
tugas dan fungsi, implikasinya terhadap seluruh aktivitas juga harus dipetakan
ke dalam bentuk kerangka regulasi.

Sejalan dengan upaya tersebut, dukungan tata kelola regulasi yang baik juga
diperlukan, sehingga terbentuk regulasi wvang tepat sasaran, tanghkas,
memfasilitasi kepatuhan, dan taat asas. Dalam penataan dan penguatan tata
kelola regulasi di bidang kebudayaan terdapat urgensi perubahan pola pikir
vang selama ini dilakukan dan dipahami oleh Kementerian Kebudayaan dari
vang semula membuat regulasi sebanyak-banyvaknya menjadi terlebih dahulu
mempelajari kebijakan prioritas, menganalisis dampak regulasi (Regulatory
Impact Assessment], dan didukung dengan teknologi informasi, sehingga akan
menghasilkan regulasi dan/atau kebijakan berdasarkan data akurat [evidence-
based requlations] pada 5 (lima) tahun ke depan [2025-2029),

Prioritas regulasi ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi regulasi eksisting,
kajian kelembagaan, serta kebutuhan adaptasi terhadap dinamika tata kelola
kebudayaan ke depan. Adapun rincian arah kebijakan regulasi, urgensi
pembentukan, serta unit penanggung jawab dan target penyelesaiannya dapat
dilihat pada Tabel 8 berikut:



- 57 -

Tabel 8: Regulasi yang Diprioritaskan untuk Dilakukan Penyesuaian atau

Perubahan Periode Tahun 2025-2029

No. Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Target

| Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi Eksisting, Kajian
Regulasi dan Penelitian

1. | Penguatan tata kelola | Perlunya pengaturan | 2025

organisasi kembali mengenai tata
kelola organisasi sebagai
konsekuensi perubahan
kelembagaan menjadi
kementerian

2. | Pengaturan mengenai | Perlunya pengaturan baru | 2025
tata kelola | mengenai tata kelola
PENZgawWaSan pengawasan sebagai

 konsekuensi  perubahan
kelembagaan menjadi
kementerian )

3. | Pengaturan mengenai | Belum ada pengaturan | 2023
pemenuhan hak | mengenai pemenuhan hak
penghayat penghayat kepercavaan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha |
terhadap Tuhan Yang | Esa
Maha Esa

4, | Pengaturan mengenai | Belum ada pengaturan | 2025
pemenuhan hak-hak | mengenai pemenuhan hak-
kebudayaan hak kebudavaan
 masyarakat adat ma_aj-_'_ﬂ;rakat adat

5. | Pengaturan mengenai Perlunya penataan | 2025
Komite Nasional | organisasi dan tata kerja
Indonesia untuk | Komite Nasional Indonesia
United Nations | untuk United  Nations
Educational, Educational, Scienfific, and
Scientific, and | Cultural Organization
Cultural Organization | sebagai konsekuensi

perubahan  kelembagaan
menjadi kementerian ,

6. | Pengaturan menggenm_" Belum ada pengaturaﬁ_r 2025
penemuan dan | mengenai penemuan dan
pencarian objek | pencarian  objek diduga
diduga cagar budaya | cagar budaya _

7. | Pengaturan mengenai Perlu dilakukan pengaturan | 2025
Warisan budaya | kembali mengenal warisan
takbenda budava takbenda sebagai

konsekuensi dari
perubahan kelembagaan I

8. | Pengaturan mengenai Belum ada pengaturan | 2025

pelindungan  objek | mengenai ‘pelindungan
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pemajuan objek pemajuan
kebudayaan kebudayaan

9, | Pengaturan mengenai | Perlu pengaturan kembali | 2025
rumah budaya/pusat | mengenai tata kelola dan
kebudayaan pendanaan rumah
Indonesia di  luar | budaya/pusat kebudavaan
negeri Indonesia di luar negeri

10.| Pengaturan mengenai | Belum ada pengaturan | 2025
panduan umum | mengenai panduan umum
pelaksanaan kerja | pelaksanaan kerja sama
sama internasional | internasional bidang
bidang kebudayaan kebudayaan

11.| Pengaturan mengenai ' Belum terdapat pengaturan | 2026
rencana aksi nasional | mengenai rencana  aksi
pemajuan nasional pemajuan
kebudayaan ehurlagi

12.| Pengaturan mengenai | Belum ada pengaturan | 2026
Pengesahan mengenai tata cara
Convention on the | pelarangan dan pencegahan
Means of Prohibiting | impor, ekspor, dan
and Preventing the | pengalihan kepemilikan
Mhcit Import, Export| benda budaya secara ilegal
and  Transfer of
hunership of Cultural |
Property Hl]ﬂ'u'&ﬂsi:]
tentang Tata Cara
Pelarangan dan
Pencegahan Impor,
Ekspor, dan
' Pengalihan
Kepemilikan Benda
' Budaya Secara llegal) |

13. Pengaturan mengenai | Perlu penyesuaian besaran | 2026
| tunjangan  anggota | tunjangan anggota
Lembaga Sensor Film | Lembaga Sensor Film -

14.| Pengaturan mengenai | Belum ada pengaturan | 2026
perizinan mengenai perizinan
pemanfaatan  objek | pemanfaatan objek
pemajuan pemajuan kebudayaan
kebudayaan untuk  untuk kepentingan
kepentingan | komersial oleh industri
komersial oleh | besar dan/atau pihak asing
industri besar
dan fatau pihak asing

15. Revisi Undang- | Revisi atas Undang-Undang | 2026-2027
Undang Nomor 24 |ini diperlukan untuk
Tahun 2009 tentang | mengatur kembali
Bendera, Bahasa, | mengenai kedudukan
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dan Lambang Negara,

| lembaga kebahasaan serta

Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya

I
I
1
|
!
|

kebutuhan hukum dalam

pengaturan kembali
| mengenai nomenklatur,
pembagian  kewenangan,
Zonasi, insentif dan
kompens=asi, menjembatani
pengaturan mengenai
warisan budava bendawi
(tangible) dengan objek
pemajuan kebudayaan,
serta  deregulasi dalam
pengaturan mengenai

penemuan dan pencarian,
register nasional antara lain

meliputi pendaftaran,
pengkajian, penctapan,
pencatatan, penghapusan,
sinkronisasi pengaturan
mengenai pengembalian
cagar budaya dan repatriasi
objek pemajuan

kebudayaan, dan sanksi
(ketentuan pidana dan
sanksi administratif]

serta Lagu | kewenangan
Kebangsaan pengembangan,
pembinaan, dan
pelindungan bahasa dan
mﬂl‘ﬂ' -TAE
' 16.| Revisi atau | Revisi atas Undang-Undang | 2026-2027
penggantian Undang- [ini  diperlukan  untuk
Undang Nomor 33 | mengatur kembali
Tahun 2009 tentang | mengenai kewenangan
Perfilman Pemerintah,
penyelenggaraan SEnsor
film, tata kelola pendapatan
Lembaga Sensor Film, tugas
dan peran Badan Perfilman
Indonesia, perubahan
penggolongan usia
penonton, dan  Kkriteria
sensor film, pengarsipan
film, dan pembuatan film
17.| Revisi atau | Revisi atau penggantian | 2026-2027
penggantian Undang- | atas Undang-Undang ini
Undang Nomor 11 untuk memenuhi
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18.| Revisi atau | Revisi atau penggantian | 2026=2027
pengegantian Undang- | atas Undang-Undang im
Undang Nomor 5| untuk memenuhi
Tahun 2017 tentang | kebutuhan hukum dalam
Pemajuan pengaturan kembali
Kebudayaan mengenai  lingkup objek
pemajuan kebudayaan,
perizinan, menjembatani
pengaturan mengenai
warisan budaya bukan
bendawi (infangible] dengan
objek pemajuan
kebudayaan, pengaturan
vang lebih eksploratif dan
komprehensif mengenai
sumber dava manusia
kebudavaan terutama
perhndungan terhadap
pemenuhan hak antara lain
hak penghayat kepercavaan
terhadap Tuhan Yang Maha
Esa dan masyarakat adat,
sinkronisasi pengaturan
mengenai pengembalian
cagar budaya dan repatriasi
objek pemajuan
kebudayaan, dan sanksi
(ketentuan pidana dan
sanksi administratif)
19.| Pengaturan mengenai | Belum ada pengaturan | 2027
pedoman mengenai pedoman
pelaksanaan pelaksanaan  pengelolaan
pengelolaan cagar | cagar budaya
budaya
20.| Pengaturan mengenai | Belum ada pengaturan | 2027
standar sarana dan | mengenal standar sarana
prasarana dan prasarana kebudayaan
kebudayaan
21.| Pengaturan mengenai | Perlu pengaturan kembali | 2027-2028
tata cara register | untuk menyesuaikan
nasional dan | dengan kebutuhan hukum
pelestarian cagar | dan dinamika lingkungan
| budaya strategis _
22 [ Pengaturan mengenai | Perlu pengaturan kembali | 2027-2028

museum

untuk menyesuaikan
dengan kebutuhan hukum
dan dinamika lingkungan
strategis
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23. Pengaturan mengenai | Perlu pengaturan kembali | 2027-2028
| tata cara untuk menyesuaikan
pelaksanaan dengan kebutuhan hukum
| pemajuan dan dinamika lingkungan
kebudavaan strategis
24, Pengaturan mengenai | Belum ada pengaturan | 2029
digitalisasi dan | mengenai digitalisasi dan
pengelolaan data | pengelolaan data budaya
| budaya digital digital
25.| Pengaturan ‘Belum ada pengaturan 2029
mengenai mengenai aksesibilitas dan
aksesibilitas dan inklusi budaya digital
inklusi budava digital | untuk masyarakat
untuk masyarakat

3.4 Kerangka Kelembagaan

Untuk memastikan implementasi kebijakan pemajuan kebudayvaan secara
efektif dan berkelanjutan pada periode tahun 2025-2029, Kementerian
Kebudayaan merancang kerangka kelembagaan yang adaptif, fungsional, dan
selaras dengan kebutuhan strategis. Kerangka ini mencakup struktur
organisasi, tata kelola, dan manajemen ASN vang dirancang untuk mendukung
pencapaian sasaran strategis secara optimal.

Struktur kelembagaan Kementerian Kebudayaan dirancang dengan pendekatan
tematik dan fungsional yang mencerminkan empat pilar pemajuan kebudayaan,
vakni pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Reformasi
kelembagaan difokuskan pada efisiensi, keterpaduan fungsi, dan penghindaran
duplikasi kewenangan antarunit kerja. Dalam kerangka ini, penguatan fungsi
koordinasi, kolaborasi lintas sektoral, dan desentralisasi pengelolaan
kebudayvaan menjadi prinsip utama.

3.4.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kementerian Kebudayaan disusun untuk mendukung
efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dalam rangka
mewujudkan tujuan pembangunan kebudayaan nasional. Struktur imi mengacu
pada prinsip tata kelola kelembagaan vang adaptif, kolaboratif, dan responsif
terhadap dinamika global serta kebutuhan masyarakat budaya di seluruh
[ndonesia.
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Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2025 tentang Kementerian
Kebudayaan, organisasi ini terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu
pimpinan, unsur pclaksana tugas teknis, dan unsur pendukung yvang secara
fungsional terintegrasi dalam sistem manajemen kelembagaan kementerian,
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Gambar 17:; Struktur Organisasi Kementerian Kebudayaan
Struktur organisasi Kementerian Kebudayaan terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal
1.1 Sekretariat Jenderal mempunyal tugas menyelenggarakan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian.
1.2 Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri.
1.3 Sckretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretans Jenderal.
1.4 Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:
a. Biro Perencanaan dan Keuangan.
Bire Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan
rencana, program, kegiatan, dan anggaran, dan penyiapan
pembinaan akuntabilitas kinerja serta urusan
perbendaharaan, pembiayvaan, akuntansi, dan pelaporan
keuangan di lingkungan Kementerian.
b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pembinaan dan penataan organisasi
dan tata laksana, penyiapan pembinaan dan pengelolaan
sumber dava manusia, dan fasilitasi reformasi birokrasi di
lingkungan Kementerian.
c. Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama.
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Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan
penyusunan peraturan perundang-undangan dan
pelaksanaan advokasi hukum serta penyiapan pembinaan,
koordinasi, dan fasilitasi kerja sama di lingkungan
Kementernan.

d. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan
pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan informasi
publik.

e. Biro Barang Milik Negara, Pengadaan Barang dan Jasa, dan

Urnum,

Biro Barang Milik Negara, Pengadaan Barang dan Jasa, dan
Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pembinaan,  koordinasi, dan pengelolaan barang
milik /kekayvaan negara dan pengadaan barang/jasa serta
penviapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan |kearsipan di
lingkungan Kementerian.

2. Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi.

2.1

2.2

23

2.4

Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi
mempunyai  tugas menyelenggarakan  perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan kebudayaan dan
tradisi.
Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi
dipimpin oleh Direktur Jenderal.
Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pelindungan
Kebudayaan dan Tradisi terdiri atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan
dan Tradisi.
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudavaan
dan Tradisi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi dan koordinasi pelaksanaan fugas unit
organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
b. Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa dan Masyarakat Adat.
Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa dan Masyarakat Adat mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dan pemberdayaan masyarakat adat.
¢. Direktorat Sejarah dan Permuseuman.
Direktorat Sejarah dan Permuseuman mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang sejarah dan permuseuman.
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d. Direktorat Wansan Budava.
Direktorat Warisan Budaya Mmempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pelindungan warisan budaya.

e. Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi
Kekavaan Intelektual.
Direktorat Pemberdayaan WNilai Budava dan Fasilitasi
Kekavaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan nilai budaya dan fasilitasi kekayaan
mtelektual.

Museum dan Cagar Budaya

Balai Pelestarian Kebudayaan.

3. Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan.

3.1

kS 4

4.3

34

Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama
Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi, promosi, dan
kerja sama kebudayaan.
Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama
Kebudavaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri.
Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama
Kebudavaan dipimpin oleh Direktur Jenderal.
Susunan organisasi Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan
Kerja Sama Kebudayaan terdin atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan
Kerja Sama Kebudayaan.
Sekretariat Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan
Kerja Sama Kebudayvaan mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas
unit organisasi di ingkungan Direktorat Jenderal.
b. Direktorat Diplomasi Kebudayaan.
Direktorat Diplomasi Kebudayaan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang diplomasi kebudayaan.
c. Direktorat Promosi Kebudayaan,
Direktorat Promosi Kebudayaan mempunyal tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang promosi kebudayaan,
d. Direktorat kerja S3ama Kebudayaan.
Direktorat Kerja Sama HKebudayaan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang kerja sama kebudayaan.
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4. Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan
Kebudayaan.

4.1

4.2

4.3

4.4

Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan
Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan di  bidang
pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
Direktorat  Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan
Pembinaan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menter.
Direktorat  Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan
Pembinaan Kebudayaan dipimpin oleh Direktur Jenderal.
Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan,
Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan terdin atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan,
Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
Sekretariat  Direktorat  Jenderal Pengembangan,
Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan mempunyai
tugas melaksanakan pelayanan administrasi  dan
koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di
lingkungan Direktorat Jenderal.
b. Direktorat Film, Musik, dan Seni.
Direktorat Film, Musik, dan Seni mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang film, musik, dan seni.
¢. Direktorat Sarana dan Prasarana Kebudayaan.
Direktorat Sarana dan Prasarana Kebudayvaan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana
kebudavaan.
d. Direktorat Pengembangan Budaya Digital.
Direktorat Pengembangan Budaya Digital mempunyvai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan budaya
digital.
e. Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan
Pranata Kebudayaan.
Direktorat Bina Sumber Dava Manusia, Lembaga, dan
Pranata Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan
penyviapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan
pranata kebudavaan.

4.5 Sekretariat Lembaga Sensor Film
4.6 Balai Media Kebudayaan

5. Inspektorat Jenderal

2.1

2.2

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan
pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Mentern.
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5.3 Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.
5.4 Busunan organisasi Inspektorat Jenderal terdini atas:
a. Sekretariat Inspektorat Jenderal.
Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi dan koordinasi
pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan
Inspektorat Jenderal.
b. Inspektorat | dan Inspektorat IL.
Inspektorat | dan Inspektorat [l mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pengawasan intern terhadap  kinerja, keuangan,
kepegawaian, barang milik/kekavaan negara, dan audit
investigasi terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai
atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan
Kementerian serta pengawasan teknis penyelenggara
kebudayvaan di daerah sesuai wilavah kerjanya.

Selaras dengan prinsip birokrasi modern, kelembagaan ini diarahkan untuk
memperkuat fungsi manajemen strategis kementerian, mendukung reformasi
birokrasi nasional, serta menjamin integrasi dengan SAKIP, penguatan SPBE.

Dengan kerangka kelembagaan yang demikian, Kementerian Kebudayaan
ditargetkan mampu menjadi institusi negara yang tangguh, wvisioner, dan
responsif dalam menghadapi tantangan kebudayaan nasional dan global.

3.4.2. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara

Sebagai institusi pemerintah yang mengemban mandat strategis dalam
pemajuan kebudayaan nasional, Kementerian Kebudayaan memerlukan tata
kelola SDM ASN yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Pengelolaan ASN di
lingkungan Kementerian Kebudayaan diarahkan untuk mendukung pencapaian
gasaran strategis organisasi secara efektif dan berkelanjutan, serta selaras
dengan prinsip meritokrasi, akuntabilitas kinerja, dan transformasi birokrasi.

Tantangan kompleksitas isu kebudayaan, dinamika global, serta tuntutan
reformasi tata kelola pemerintahan menuntut penyusunan strategi pengelolaan
ASN wvang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga responsif terhadap
kebutuhan organisasi dan masyarakat budaya. Oleh karena itu, penguatan
manajemen ASN menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kelembagaan
Kementerian vang lincah (agile), berdampak (impactful), dan berorientasi hasil
(result-oriented,).

3.4.2.1. Kondisi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kebudayaan

Jumlah ASN di lingkungan Kementerian Kebudayaan per Desember 2024 dapat
terlihat pada tabel di bawah:
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Tabel 9: Jumlah Aparatur Sipil Negara Kementerian Kebudayaan Tahun 2025

| No. Unit Kerja Jumlah |
- < (Orang) |
1. | Sekretanat Jenderal 2.445
2. | Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi 106
3. | Direktorat Jenderal I'_"lipln-mas-i-,- Promosi, dan Kerja Sama 82 |
Kebudayaan | )
4. | Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan | 103
Pembinaan Kebudayaan
5. | Inspektorat Jenderal 50
=~ Total ' | 2.785

Sebagaimana terlihat pada Tabel 6, jumlah ASN di lingkungan Kementeman
Kebudayaan tercatat sebanyak 2.785 orang pada tahun 2025. Komposisi ASN
tersebar di lima unit kerja utama kementerian, dengan proporsi terbesar berada
di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal, yaitu sebanyak 2.445 pegawai atau
sekitar 88% dari total ASN Kementerian.

Dominasi jumlah ASN di Sekretariat Jenderal disebabkan oleh keberadaan
sejumlah UPT strategis yang saat ini masih berada secara administratif di bawah
struktur Sekretariat Jenderal, seperti BLU MCB, BPK, Lembaga Sensor Film, dan
Balai Media Kebudayaan. Hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Menteri
Kebudayaan yang secara eksplisit mengatur OTK masing-masing UFT tersebut
sebagai entitas struktural tersendiri, sehingga seluruh personel UPT tersebut
masih tercatat sebagai bagian dari ASN Sekretariat Jenderal.

Ke depan, seiring dengan rencana pembentukan dan pengesahan OTK UPT di
bawah unit teknis terkait, diharapkan distribusi ASN akan lebih proporsional
dan mencerminkan beban kerja masing-masing unit eselon | secara lebih tepat.

3.4.2.2. Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Tahun 2025-2029

Dalam lma tahun mendatang, kebutuhan akan ASN di Kementerian
Kebudayaan diproveksikan meningkat seiring dengan perluasan mandat
kelembagaan dan kompleksitas program strategis kebudayaan. Berdasarkan
evaluasi kebutuhan fungsi dan analisis beban kerja, diperkirakan terdapat
kebutuhan penambahan ASN khususnya pada jabatan fungsional teknis
kebudayaan, seperti pamong budaya, analis pelindungan budaya, kurator, serta
tenaga ahli bidang warisan budaya dan diplomasi budaya.

Peningkatan kebutuhan ASN juga didorong cleh upaya penguatan peran UFPT,
terutama balai pelestarian, museum, dan pusat layanan budaya di tingkat
daerah. Pengembangan Rumah Budaya Indonesia di luar negeri sebagai simpul
diplomasi budaya turut memerlukan dukungan SDM yang mumpuni dalam
manajemen kebudayaan lintas budaya.

Proyeksi kebutuhan ASN akan difokuskan pada tiga arah kebijakan utama: (1)
regenerasi dan rekrutmen ASN dengan profil kompetensi budaya yang sesuai
kebutuhan lapangan, {2} redistribusi dan optimalisasi ASN saat ini untuk
mengisi kekosongan jabatan teknis prioritas, dan (3) pengembangan skema
jabatan fungsional baru yang relevan dengan perkembangan ckosistemn
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kebudayaan, termasuk jabatan Lkreatif berbasis digital. Proyeksi ini
mempertimbangkan dinamika kebutuhan organisasi, kapasitas beban kerja,
serta tren pensiun pegawail setiap tahunnya yang berkisar antara 120 hingga
160 orang.

Dengan mengacu pada kondisi ideal, setiap unit kerja minimal memerlukan
antara 40 hingga 60 pegawai agar mampu menjalankan tugas dan fungs: secara
optimal. Selain itu, proveksi juga mempertimbangkan asumsi pertfumbuhan
kebutuhan SDM sebesar rata-rata 5% per tahun, menyesuaikan dengan
peningkatan volume kerja dan perluasan mandat kelembagaan yang diemban
oleh kementerian.

Adapun rincian proyeksi kebutuhan tambahan SDM per unit kerja dapat dilihat
pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7: Proveksi Kebutuhan Tambahan SDM Kementerian Kebudayaan
Tahun 2025-2029

No. Unit Kerja [ Tahun R

- 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029

' 1. | Sekretariat Jenderal 365| 337| 349 | 354 | 318

2. | Direktorat Jenderal Pelindungan 36 37 36 36 38
| Kebudayaan dan Tradisi il

3. | Direktorat Jenderal Diplomasi, 29 33 29 29 28
Promosi, dan Kerja Sama
Kebudayaan
4. | Direktorat Jenderal 37 36 35 37 41
Pengembangan, Pemanfaatan,
| dan Pembinaan Kebudayaan |
5. | Inspektorat Jenderal 27 26 26 27 26 |
Total | 496 | 469| 475 483 [ 451
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KEEANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kebudayaan serta
mendukung tercapainva kebijakan pada level nasional, Kementerian
Kebudayaan menetapkan Sasaran Strategis (38) vang merupakan kondisi yang
ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Untuk mengetahui tingkat
keberhasilan dari kondisi yvang dimaksud, setiap 55 dan program diukur dengan
menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS8) dan Indikator Kinerja
Program (IKF).

Tabel 8: Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Kementerian
Kebudayaan Tahun 2025-2029

Kode Uraian Satuan Target |

| 2025 [ 2026 | 2027 [ 2028 | 2029
| S8 Terwujudnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan

IKS5 | Indeks indeks | 58,39 | 58,00 | 59,57 60,14 | 60,7
1.1 Pembangunan
kebudayaan |

88 Meningkatnya tata kelola Kementerian I{Eii-l.tda}?a.an yang

partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel -
IKSS | Indeks Reformasi | Indeks | 89,13 | 01 93 | 94 95
2.1 Birokrasi

Kementerian |

Kebudayaan i | |

Sementara itu, dalam rangka mencapai S35 tersebut, telah ditetapkan 2 (dua)
program pembangunan di lingkungan Kementerian Kebudayaan untuk periode
tahun 2025-2029. Program tersebut disusun mengacu pada ketentuan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perencanaan Strategis Kementerian, serta selaras dengan
kebijakan nasional dalam kerangka RPJMN 2025-2029,

Program yvang dimaksud terbagi menjadi dua kategon utama, yaitu:

1. Program Teknis (Program Prioritasj: yaitu Program Pemajuan dan
Pelestarian Kebudayaan yang mencerminkan mandat utama Kementerian
dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan
kebudavaan. Program ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian
88 sektor kebudayaan, dan menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas
dan fungsi utama kementerian.

2. Program Generik (Program Pendukung): yaitu Program Dukungan
Manajemen vang mendukung kelancaran pelaksanaan program teknis
melalui penguatan aspek kelembagaan, tata kelola, pengawasan, SDM
aparatur, serta sistem informasi dan administrasi umum. Program ini
menjadi fondasi manajerial bagi efektivitas implementasi kebijakan
kebudavaan secara menveluruh.
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Adapun rincian program, sasaran program, dan indikator kinerja program
tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9: Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program
Kementerian Kebudayaan Tahun 2025-2029

Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
Pemajuan SP 1. Terwujudnya revitalisasi | 1.1. Persentase penduduk
dan nilai budaya dan penguatan yang mengikuti
Pelestarian | kearifan lokal serta kegiatan gotong royvong
Kebudayaan | pengelolaan dan pemajuan dan kegiatan

warisan budaya dalam kemasyarakatan
memperkaya kebudavaan lainnya
nasional | 1.2. Persentase cagar
budaya dan warisan
budaya takbenda vang
ditetapkan
1.3. Persentase penduduk
usgia 10 tahun ke atas
yang mengunjungi
peninggalan bersejarah
SP 2. Terwujudnya rekognisi | 2.1. Jumlah karya seni
global budaya Indonesia budaya yang
melalui penguatan diplomasi, memperoleh rekognisi
promosi dan kerja sama di ajang penghargaan
inmternasional
2.2, Jumlah festival dan
pameran karva seni
budaya di dalam negeri
yang memiliki
jangkauan dan |
reputasi internasional
SP 3. Terwujudnya Talenta|3.1. Persentase lembaga,
Nasional bidang seni dan SANEEAT, komunitas
budayva vang unggul dan seni  budava vang |
berkualitas terfasilitasi untuk |
edukasi dan regenerasi |
talenta seni budaya
secara berkelanjutan
SP 4, Terwujudnya | 4.1. Persentase penduduk
pengelolaan Kekayaan Budayva vang bekerja di bidang
Nasional secara optimal dan seni budaya
komprehensif yang
mendukung produktivitas
SP 5, Terwujudnya | 5.1. Persentase penduduk
keterlibatan kelompok vang pernah terlibat
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masyarakat berkreatifitas dan
berekspresi budaya

sebagai
pelaku/ pertunjukan
seni

if}uki.:ngan
Manajemen

SP 1. Terwujudnyva Tata Kelola

Kementenan Kebudavaan vang
berkualitas

| I

Predikat SAKIP |

Kementerian
Kebudavaan

1.2.

Kategori Capaian Nilai
Kinerja Anggaran
Kementerian
Kebudavaan

1.3,

Opini Badan Pemeriksa
Keuangan atas laporan
keuangan Kementerian
Kebudayaan

1.4.

Predikat Indeks Tata
Kelola Pengadaan

1.5,

Nilai * Tingkat
Digitalisasi Arsip
Kementerian
Kebudayaan

1.6.

Indeks Kepuasan
Pemanghku

Kepentingan di |

Kementerian
Kebudavaan

) g

Persentase Satuan |

Kerja yang diusulkan Z1
WBK-WBEM

1.8

1.9

Indeks Reformasi
Hukum

———
Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan
Komunikasi (TIK) dan
Pendayagunaan Data
Kebudayaan

SP 2. Terwujudnya Tata Kelola
Sekretariat  Jenderal yang
berkualitas

2.1

Predikat SAKIP
Sekretariat Jenderal

22

Kategori Capaian Nilai
Kinerja Anggaran

Sekretariat Jenderal

2.3. Jumlah satuan kerja di |

lingkungan Sekretariat |

Jenderal yang dibina
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untuk menda.pa;
predikat
Z1/WBK/WBBM

SP 3. Terwujudnya Sistem
Pengendalian dan Pengawasan
di Kementerian Kebudavaan

yang optimal

3.1.

Persentase _
pengawasan atas |
penerima manfaat
Dana Indonesiana

3.2.

e
penyelesaian  tindak |
lanjut hasil
pemeriksaan

3.3,

Nilai maturitas (SPIP)
Kementerian
Kebudayaan

'SP 4. Terwujudnya Tata Kelola
Inspektorat Jenderal vang
Berkualitas

4.1.

Predikat SAKIP
Inspektorat Jenderal

4.2.

Kategori Capaian Nilai
Kinerja Anggaran
Inspektorat Jenderal

8P 5. Terwujudnya Tata Kelola
Ditjen Pelindungan
Kebudayaan dan Tradisi yang
berkualitas

a.1.

Predikat SAKIP Ditjen
Pelindungan
Kebudayvaan
Tradisi

dan

% B

Kategori Capaian Nilai
Kinerja Anggaran
Direktorat Jenderal
Pelindungan
Kebudayaan
Tradisi

dan

a.3.

Jumlah Satuan Kerja
Direktorat Jenderal
Pelindungan
Kebudayaan dan
Tradisi yang dibina
untuk  mendapatkan
predikat

Z1/WBK /WBEBM

'SP 6. Terwujudnya Tata Kelola
Ditjen Diplomasi, Promosi dan
Kerja Sama yang berkualitas

6.1.

Predikat SAKIP
Direktorat Jenderal
Diplomasi, Promosi,

dan Kerja Sama

6.2,

Kategori Capaian Nilai |
Kinerja Anggaran
Direktorat Jenderal
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Diplomasi, Promosi,
dan Kenja Sama

6.3. Jumlah Satuan Kerja
Direktorat Jenderal
Diplomasi, Promosi,
dan Kerja Sama dibina
untuk  mendapatkan

predikat
71/ WBK/ WBBM
SP 7. Terwujudnya Tata Kelola | 7.1. Predikat  SAKIP
Ditjen Pengembangan, Direktorat Jenderal
Pemanfaatan dan Pembinaan Pengembangan,
Kebudayaan yang berkualitas Pemanfaatan, dan
Pembinaan
Kebudayaan
7.2. Kategori Capaian Nilai
Kinerja Anggaran
Direktorat Jenderal
Pengembangan,
Pemanfaatan, dan
Pembinaan
Kebudayaan Yang
berkualitas
7.3. Jumlah Satker di
Direktorat Jenderal
Pengembangan,
Pemanfaatan, dan
Pembinaan
Kebudavaan yang
dibina untuk
mendapatkan predikat
ZI/WBK/WBEM

4.2, Kerangka Pendanaan

Upaya mencapal tujuan dan target-target kinerja vang telah ditetapkan,
Kementerian Kebudayaarn memerlukan dukungan beragam sumber dayva,
prasarana yang memadai, regulasi yvang mendukung, serta pendanaan vang
mencukupi. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan
tahun 2025-2029 sebesar Rp24.851.946.926.000,00 vang bersumber dari
rupiah mummi dan BLU dengan alokasi Program Pemajuan dan Pelestarian
Kebudayaan sebesar Rpl7.051.679.410.000,00 dan Program Dukungan
Manajemen sebesar Rp7.800.2606.516.000,00, Dalam upava peningkatan
pembangunan kebudayaan, Kementerian Kebudayaan akan mengupavakan
optimalisasi pendanaan non-APBN dengan berbagai stakeholder, sebagai
langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan program dan periuasan
lavanan kebudayaan., Upava ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan, antara lain melalui pemanfaatan dana hibah,
kemitraan, serta alternatif sumber pendanaan yang sah dan relevan. Dengan
tersedianya dukungan pendanaan tersebut, diharapkan implementasi arah
kebijakan, strategi program, dan kegiatan dapat berjalan secara optimal dan
berkesinambungan.
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan Tahun 2025-2029 merupakan
penjabaran dari arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang
dalam RPJMN 2025-2029 dan sejalan dengan visi Presiden dalam Asta Cita
“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Rencana Strategis ini
disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan
fungsi Kementerian Kebudayaan selama lima tahun ke depan, dengan berfokus

pada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan
secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dokumen ini juga merespons dinamika perubahan sosial, politik, ekonomi, dan
teknologi vang memengaruhi ekosistem kebudayaan, termasuk tantangan
globalisasi, transformasi digital, serta pentingnya kolaborasi lhintas sektor,
Dengan menempatkan kebudayaan sebagai kekuatan strategis pembangunan,
Rencana Strategis inl mendorong kebijakan vang berbasis buktl, berpthak pada
masyarakat budaya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dalam
konteks nasional dan global.

Untuk itu, Kementerian Kebudayaan telah menetapkan wisi, misi, tujuan,
sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi dan
kelembagaan, hingga target kinerja dan kebutuhan pendanaan, wvang
seluruhnya dirancang untuk mendorong terwujudnya Indonesia sebagai negara
adidaya budaya dunia.

Melalui pelaksanaan Rencana Strategis ini secara konsisten dan terintegrasi
dengan perencanaan program serta rencana kegiatan di seluruh unit kerja,
diharapkan proses pemajuan kebudayaan dapat memberikan dampak nyata
terhadap peningkatan ketahanan budayva, kesejahteraan pelaku budaya, dan
penguatan jati diri bangsa. Koordinasi dan sinergi antarunit di pusat dan
daerah. serta keterlibatan aktif masyvarakat, menjadi kunci dalam memastikan
keberhasilan implementasi strategi yang telah ditetapkan.

Akhir kata, Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan tahun 2025-2029 perlu
dijadikan rujukan wutama dalam penyvusunan dokumen perencanaan,
penganggaran, dan evaluasi di lingkungan Kementerian Kebudayaan secars
konsisten dan berorientasi hasil.
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Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Kebudayaan

Prograis Basaran Progrem (Outcome| / Target Aloknal |dalem juts rupish) UH;LELE.HIH
X bl o Rasaran Kegiatan Lokas | Saruan
FEs [SGurput)/ Inadikatar prinrd. ] 2028 2027 2028 2025 2035 o 2037 L a0aa
KEMENTERIAN EEBUDATAAN 2.374.348 £.BG3 383 8.3ER.700 5.443.293 5.763.131
S55.01 - Terwujudmya Datjen Pehndungsn
Pelautarian dan Pemajuan Kebudayaan dan
Kebudaynan Tradim, Ditjen
Daplomasi, Promoat
dan Kerjaasma
Kebudayaan, Deljen
Pengesmbangan,
Pemanlaaban, dam
Pembinaan
Kebiidayuan,
Seloretariat Jenderal
TESE.0:1.01 - Inceks i
Bemban myaAn 53,87 B, &0, 70
givien Kebd Indleks 538,39 SR 949 14
55.02 - Meningkatny/a Tata
keloln Kementenan ; Sekratarial Jenderal,
Kebiudayaen yang Partisiparif, Inspelctorat Jenderal
Adaptif, Transparan, dan
Al kbl
KBS 02 ] - Ind=ikcs Relformasi
Blirckraai Kementerian Indela B 1a 861 o3 G4 =1
Kebudayann
[rtjen Pelindungan
Hebudayaan dan
Tradisd, Ditjen
Ciplomani, Frodeoes
> den Kerjasamn
PROGRAM PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBLUDAYAAN 14856075 | 3800 1258 |ame1654.7 | 3.030.819.5 | 4.274.4973.8 | Kebudayaan, Ditien
Pengembangan.
Femaniaamn, den
Pembinsuan
ketodnyann,

!bnkm{;.nm: Jenderal




EP.0D - Terwujudnya
Resatalisas Nilal Budays dan
Penguaten Kearifan Lokl
Zaa Pengelolasn dan
Pemajusn Warisan Budaya

Dalam Memperkaym
Kebudnyaan Nasicnsl

i A

TKP.01.00 -Parsantass
penduduk yang mengikun
kogiatan gotomg royeng dan
le=giatan soaial
kemasyarakatan ninmya

6,71

7,06

37,42

ar i

38,13

Ditjen Pelindunan
Kebudayasn dan
Tradis

ITKP.01.02 - Persentase Cogar
Brudayn dan Warisnn Budaya
Tak Banda yang Ditetapkan

&2

63

71

Ditjen Pelindungan
HRebudayans dan
Tradisi

[EP.QOL.03 - Peraertlase
Penduduk Usin 10 Tahun K=

Anas vang Menguniung
Pen'mlu.n B-:rlnl:iu.r-uh

o,E8

1004

10,18

10,31

10,43

Difjen Pelindungan
Kebudayann dan
Trudial

800 - Tersujudmma Rekagnaai

Glabal Budaya [ndonosis

Melalui Penguaton Diplomaar,
Prormas| dan Kerjs Sarma

[EP.02:01 - Jumiah Karyas Seni
Budays yang Memperoizh
Fakogriia: di Ajang
pl!ﬂ_Eh.lJ’jl;H.ﬂ.‘l‘l. Internasional

Earya
Bem

1B

a1

44

Ditjen Diplommasd,
Profmos das
Kerjasams
Kebudayaa

IKP.02,02 - Jumiah Featival
dan Pameran Karyn Seni
Budaya di Dalam Negeri vang
Memilikn Janglausn dan
Reputasi [nternasional

Featival

{ Pamer
B Ser
Budaya

1a

11

11

Ditjen Diplommas,
Framosi, dan Kerja
Bama Kebudayann

BROG - Terwujudnys Talenta
Masional Bidang Seni dan
Budaya vang Unggul dan
Berkunliias

[EP.05.0]1 - Persentass
Lamnbags, Banggar, Kemunitas
Seni Budaya yang Terfasilitnsi
Uniuk Melakukan Prosss
Edukas dan Regenaras:
Toakenta Se=ni Budaya Secara

Beckelanjulag

3z Ta

34,07

35,43

X833

DHtjen
Fengembangan,
Pernanfeaten, dan
Fembinaan
Kebudayann

S0 - Terwujudnya
Pengelolaan Keloayean Budays

Masional Sscnra E‘El.imal i
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Komiprehensil vang
Mendukung Produltivites

Yo Eﬁ.r]i:n

TP - Prrasnbass Pemgembangan,
penduduk yang bekerja de 049 0,51 0,53 55 0,56 Pemanlantan, dan
bedang seni budeys Pembinaan
Fabudayaan

EP.05 - Teswuyudnya
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YWE dan Masyarakai Adat

BB - Faailitas: dan
Femmbinaan Pemeriniah Desa
UHR. 1040 - Wilayah Adat yang
Dikembanghkan Menjsdi Runmng

Interakad Pemojuan
Kebiidayann

[KE.02 -Jumbsah Tonags dan

Lembaga Bidang Kepercemaan

Civnng 00 925 950 oys L




Ry, A

Terhadap Tuhan YME Dian
Masvarnkat Adaty

Di!lm'lhﬁn Haamper i rias

POl - Bertifikrs Prolem dan
20

PDLODG - Pemmingkatan
Kepasitas Tenaga Kebudaynan
Bidang Kepercayann Terhadagp Pusat Orang 500 55 550 575 G0
Tuhan YME dan Masyerslont
Adai

QAH - Pelayanan Publik
Laignnyn

QAH.004 - Pemenuhan Hak
Fepercamyann Terhadap Tuhan Pusat | Layanan a 3 3 a

| YME dan Masyaralat Adat

el

QDE - Fasilites dan
Pem nnan Ln:m'hn.gu

QDB.005 - Penguatan Lembaga

Kepercayann dan Lembags Pusat | Lembaga 40 a0 40 Al 0
Adat
Dhrelcrcrnt Sejarnh
T40B - Penguatan Keasjarahan dan Permussuman Ag.584.6 296.516,0 439.102,0 J91.537.0 1. 586,0 o -

dan Permuseuman

BR.O1 - Meninglkamya

Dokumen Sejarah yang

Terdakumenoasi dury
Terpublikas

[EK-0} - Jumlah Dokwemen

i 45 45 45 4%
| Scarah yang Terpubilkasi o :

B4 - Pelayanan Publik
| tecpacs Masvmrakiat

BA&, 001 - Deeminiel

Peritctabian Beiaril Pusat Crrang GS00 6750 Tooo 7250 TS0

BMA Diafa clan fnformesai
Publik

BMA. 001 - Inventarisasi dan
Dhgntalisasl Bidang

Hessjornhan dan Pasnt
Per i sau A

Dokumen a5 5 b a5 25

OMA 00T - Penulisen Bejarnh Pusat [|Dokumen 19 bria] 20 a0 20

SH.0% « Meningkatmya Jumlsh
Kunjungan Mussurm, Galeri,
dan Ca Hudaya

IKE.0N = Jumlah Museum yvang

45 143 134 145 146
Ditimgkatkan Twta Eelolamym Mutoum M

AFA - Norma, Standerd,
Preacdur disn Kriteria




AFA.DDL - NP Bedang
Saarnh dan Permussuman

QDB - Fasslitan: dan
Pembinasn Lem
QDB.GOT - Mussum yang

mt'ﬂﬂuﬂ Tala HE]M- L}
EK05 - Meningkatmm
Aktivitas Kebudayans di
Masyarakst yang
Menumbuhlkan Daya Reloar
Soasal

TRE.21 - Jumiah Kegaian

Kebudaynan yang Memperkisai
Memori Kolekdill Nilai- Nila Layanan o 4 i & 4
Kepahlawanan dun Nilad-Mila:
Luhur Budayn Bangan

BAA - Pelayanan Publik
Repada Masyarmicat

BaA.00] - Kegislan Peringatan P i 4 3 F F
Hari-Hari Besar Nasional o

Pusat WEPE | 2 2 2 2

Pusal | TS 142 143 L4 145 146

Direkiorat
Pemberdayann Nl
Budaye den Fasditesi

Kekuyaan Intslsktus]

T410 - Penguntan Pemberdayann Nilal Budays dan Kelporaan Intelektual a8 5472 o5 B85 142.777.8 178.9359 229.479,2

8K.01 - Meninghainya
Aktviins Kebudayean 4
Masyarakat yang
Meaumbuhkan Daya Releat
|_Bomin]

IEK-01 - Jumilah Keginten
Kabudaysan Berbasia Getang
Royong yang Ditkub

Manyarnkat
QD - Pasditasi dan
Pembinann Masyorzkat
QRC,001 - Pemberdayaan Nilal

Bridays pards Masyarakst

Pusat CTRng 315 FT0 401 [ Tin] B0

IEK-02 - Jumlah Fosilitasi
Layanan Pelincungan
Kebudayann dan Eekayaan Layamnan g 441%% oos B3 1005
intelekiual Barlmats
Kebudayann
AFY - Norma, Stendard,
Prosedur dam Eotens




AFA DD - NEPK Bidang
Internalizan; Milal Budaya dan

Hale HﬂmE Inteloktusl

Fusat

HEFK

- 81 -

QAA - Pelpyanan Pubdik
Bl Bl

QAAD01 - Fasilitest Hale
kekayann [ntelakitual Berbasie
Kebuda

Puaat

Laporan

b 1]

Q0 - Fasditan: den
Pembinasn Lem

QDB 001 - Fosilitasi
Privinghntan Leyanin
Pelindungan K=tuidayvnan

Pusat

40}

1000

Tadll - Penimghkatan Pelindungin Warisan Budaya

4394 4

53,3367

EE0HT B

&1.183.5

67.056,.0

Ohrektorat Waraan
Eudll.'.u.

SE.O01 - Menmghatmya

Penetapan Warnsen Budave

TEK.Q1 - Jumbal ‘Warisan

Budeya Tok Benda yang
Dilelapkat

Lt

1A0

1T

180

QhiA Data dan Informas
Putik

OMA00] - Warisan Budaya
Takbenda yang Diregistrasi
Masdenal dan Ditetaphkan

Puisat

Leyanan

205

[KK02 - Jumleh Cagar Budsya
| yang ditetaploan

Unit

M4 Data dan [nlermanal
Publik

QMA.00Z - Cagar Budaya yang
Daregisiraei Masenal dan

Layanan

o3

o5

104k

Ddtetaphkan

BE.OZ - Meninghatnya Cogar
Budaya dan Warisan Budays
Tak Benda yang Dilindungi

[KELO - Jumlah Cagar Budaya
dan Warissan Bodaya Tal

Benda yurg Dilindurngs

Lnit

43

35

AFA - Normp, Standdard,
Proaedur dan Kriterin

AFADDL - NEPH Drdang
Pelindungan dan
Pengembangon Cagar Budaya
dan Warisan Budaya Tak
Besrudn

HEFK

10

10

10

]

op P"i'“nﬁ-u:mu Bidmrg
Pariwisata dan Kebudayman




- B2 -

ROMN.DO01 - Coagar Budays dan
Warisan Budeya tak Benda Fuanat Vot 43 S0 1] &0 1
yang Dilindurg

Balm Peleamnan

Td12 - Pengelclanan dan Pelestarian Wertsan Budays 431.989.9 | L.183.703.7 | 1.256,406,1 | 1.211.175.3 | 1.226.130,0 Habudeyaan

SK.01 - Meningloatra
Alctivitas Kebudayaan di
Mosyomakat yang
Menumbau likan Daya Relat
Soutal

1KE.31 - Jumlah Aktivitas
Eeudavian Dasrah vang Kegintan [+ 10y 1065 1113 1180
Melibatkan Masyacakat

AED - Honlerenai dan Evant

ARGOD] - Giat Warisan

i air 40 53 A90
Budavn Pusat | Hoglatan =

0D - Fasddrtas dan
Pembinnan Kelompak

Masyarakat

Q0001 - Fasiliiasl dan

Pusa M ol &7 TO T25 750 B0
Eemitrann Wansan Budaya % S

Al

8K.02 - Meninghkainya Cagar
Budeaya dan Wanean Budayve

Tak Benda yang Dilestankan

IKE.OL - Jumlah Cagar Budaya
dan Warisan Bucdays Tak Lt 458 483 L) 500 Sl0
Blenda vang dil=starikan

ABH- Kebdjakan Bidang [FTER,
Pendidilean dan Kebudayman

ABH.001 - Naskah Pelestarian [Rekomend

Cagar Budaya dur Wartsan Pusai aa 238 A0 243 241 245
Budaya Tak Benda jhebdjalan

HMA Data dan [nformes|

P kil

BbA 01 - Data dan [nfarmasi

Cagnr Budayn dan Waisean Puaat | Daltumen 433 A sa3 S350 455

Budaya Tak Benda

REON - OF Prasamna Bidang
Parmwisaln dan Kebudayaan

[ RON.O01 - Cager Bodeya dan
Warisan Budaym Tak Benda Pusat Ut asE (] 465 470 &7h5
Yang Dulestarikan

ROM M2 - Objek Pemajuan
Kebadayann yury: Dilcatstsban

Puaat et [n] 23 ar aiy a5




- 83 -

SH.03 - Meninghatnya Jumish
Kewasan Cagar Budayn yang
Manjadi Kawasan Pemajuan
Kebu mn

1KE.01 - Jumlah Kawmaan
Cager Budaya vang )
Dilestarikan f Dikelola Se=bagai (L
Hawp=an Pemajuan

Eebudaynan

| =]
—
L%]
-y

DN - OF Prasarana Bidang
Pariwisata dan Hebudayaan

RN.003 - Kewasan Cagnr
Hisday'a yang

dilestarikan dikelola Seleagml Fusat Unit 1 z 1 | i
Kawaann Pemajuan

Bl By aan
: = Mureum dan Cagar
7413 - Pengrlolenn Mussum, Galeri dan Cagar Budays 15063198 | £27850,5 | 5382457 BT, 0007 SA3.351 Budnya

BH.01 - Memunghatnza Jumiah
Kunpungan Museumn, Galer,
dan Cagar Budaya

TRH.OL - Jumlah FKurjungsn
Museusm, Galeri dan Cagar Orang |3.002,0003,950.00004.057.000 4,059,000 4.3 20000}

Budays
ABRH - Hebijolan Bidang
IFTEK, Ponctidikan dan
Hebudayman

ABH.001 - Nasiah (Rehomen:d
Pengembangan Musmum, Puaat ol 3 3 = a 3
Galeri dan Cagar Bisdaia Kebdjalcan

AA - Pelagranan Pubklik
Kepada Masyarakal

GAADDT - Masynrakat yang
Mengapresiast Museum, Oalen Puaai Crang | 3.002.0000 3.950,0000 4, 057 000 4 059,000 4. 3200040

dz=n Cagar Budays

ROM - OF Prasarana Bidang
Parnvizata dan Bebudeysan

TRON.O01 - Koleksi den Berda

Budaya vang [hlelals Pusat Unit 55,000 250000 250,000 2500000 250.000

RN - Prosarans Bidang
Pariwisatm dan Bebudaysan

REBMN.O01 Rewntalisan Mussum F i Unit a 1 ) 2 a

dan Galert




- B4 -

Direkiorat Diplamasi
Kebudayaan,
Selcretarint Ditjen
Diplomasi, Promoesd,
dan Kerga Bamn
Hebudayaan

T415 - Penguatan hplomes) Kebudayann &7 6R0,6 &4 300,0 1730 LB0.877,0 190,684,0

8K.01 Meninglatnya Warisnmn
Budasya dan Rarys Sem

Budsys yvang Terekognis|
IntarmiRsicnal

IKE.D1 - Jumlah Warsan
Hudaya Indonesin yang
Diusulkan Sebagni Werisan

['Iud_.rlll'a Ciunin

Unat a4 o i ) 14

AFA = Norma, Standard,
Prosedur dan Kreiteria

AFADO] - MEPK Hidang

K 2 1 1 1 i
Diplamasi Rebudayann o i

2MA Datn dan Informans
Publik

QMADD] - Warsan Budaiya
Dixeatll ke UNESOD Pusat | Dokurmson 3

QhA.002 - Wansan Budays
yang Divsulkan Untuk Pusat | Daluemen 1 1 1 1 1
Repatriasi

LT;':?;-:.-:;E ll:'!fﬂ.l:ll-h.ltl:h untuk i a6
: anynrnk &l £ 1] 40 40

m:nd..ppl.ﬂunn:lmgmlt M “:'T

bertacal imlecnasonal

QDD - Faagiliteai don
Pambdnaan Kelampolk
Masiarakat

rE-:I.u.mpuk
Pusat | Masyarak A 125 125 i3S 125
al

QD001 - Fasilias Bidang
Kebudaynan

BE.02 - Meningkattiva Promos
dan Herjn Bama Kabudnyaan
Indenesia vang Hertarml
Intermasisnal

TKK.O1 = Jumileh Event Budaya

Kegiata 1 1 1 1 1
Bertaral [nternasionl e i

PEL - Honferenma dan Event

| PEG.001L - Event Pertukaran

2 i 4 5 G
Budaye EMRAL. | Sopaian

Thiektorar Promaal

T416 - Fenguatan Promoad Kebudayaan 45.4863.0 13% 4400, 0 148.900,0 1539040, 16T 2000 Kebudayman




BH.O1 - Meningkatnya Promosi
dan Kerga Same Kebudayaan
Indomesin yvang Bertarad
Intermascinl

- B5 -

IKELO - Jumish Rumah
Hudaya [ndenasia yang
Dikembangkan dan
Diemennfantkan (kumubal

Rumah
Hudnaya

11

13

1

AFA - Norma, Btandard,
Presedur dan Kritera

AFLDDE - NBPK Bidang
Prosmiosi Kebudovaan

Puaae

HEPK

PEH - Promoni

PEH.Q0] - Prodos
Kebudaynan melalui Madia dan
Edukas:

Pusak

T41T - Penguatan Kerja Bama Kebisduyaan

34.302,1

5R.57E.B

G1.4055

&8.576.5

T1.68T 4

Dhrektorat Kerja Bama
H.e'hud.l.:yun

EH.01 - Meningsatnye Promos
dan Kerja Sama Kobudayean
Indoipesin vang Hertaraf
Internassonsl

1K, 01 - Jumlah Kerja Sama
Kebuadayaan yang
L Lrelangpn Ak an

Farum

Lo

i)

13

12

1+

AFS - Morma, Standmrd,
Prosedur dan Kriterss

AFA 001 - NAPE Bideng R=rjn
Humin Kebudagaian

HEPK

=]

PEH - Forum

[PES 001 - Forum Kena Samn
L Internasssnal den Domestik

Foarum

L

10

12

12

14

THI0 - Pengembangan Film, Muaik dan Ssni

9501060

118:450.0

1354725

131.791,1

13&.420,7

Dhreksoar Film, Musi
dan Bend

SE.O1 - Htﬂlnﬂutﬂﬁ
penghargann bidang
kebudmyaan

TEK.O1 - Jumilsh penghargaan

film, musik, dan seni

Katagor

E5

514

TO

PEG - Honferenm dan Event

FEG.001 - Penghargaan
Blicleng filen dan muaik

Fuaar

Kegintan

SE02 - Monmgkatnya Produk
Fitm dan Musik yang
Berkualiin




. Bf -

IKK.401 - Jumlah learya film
den musik yang diproduksi
AFA - Norma, Stondard,
Prosedur dan Kriteris
AFAOKY - NEPE Bidang Film,
Musik dan Ben
kA Data dan Informasi
Publik
m&ﬂuﬁﬂ:ﬂﬂm Pusat | Dats 25 47 28 = 30
IKE.2 - Jumlsh svent Alm,
musik den s=ni di [ndonesia Kegintan 3 3 3 3 3
| vang dipreduksi
PES - Konferenal don Evens

PEG.CC1 - Event Film, Musk
dan Send

[KK.03 - Jumlah Masysrakat
yang mengepresinat muaik don Crang 5000 SH00 G000 6300 TO00
film Indcnesia _

(244 - Pelayanan Publik
Eepada Masvaraloat

QA4 00] - Masyarakal yang
Mengapresiani Film, Musik dan |  Foan Orang SO0 5500 S0 S50 T
Eani

KArva 26 T g | 24 30

Pusai MEPH 4 a F a 2

Pusat Heiatzn - | a a 4 4

- Drektorat Sarans
T421 - Pengembangon Barang dan Prasarana Kebudayasn 40.056,6 T0.5392.0 [o4.400,0 | ITOBTSD | 2428040 | dan Prasaransa

o

GK.01 ~Meningkatnys

Pergembangan Kawssaan
Pemajuan Kelbudayamn
TR - Jumnlsh Kawasan
Pemajusn Eebudayan yang Kawasan 3 L o 13 15
dikembanglean [lurmulatif]
AFA - Nosrna, Btandard,
Prosedur dan Krit=nia
AFAOO] - NEPE Bidang

bangsn Sarana dan Puaat NEPK 1 1 1 1 1

Priusafknn Hehudajrami
HHY - Prasarans Bidang
Pariwssata dan Kebudayvaan
REY 001 Revitalisss Sarann

dan Prasarans Kebudavasn
T437 - Penpembangan Budeyva Dhpial &T.743.0 1117400 117.3909. 1 123.334,1 I'29. 5508

Puasi Uirn 14 a5 as 55 TR

rekiorat

Pengembangan
Budmys Digital |
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2K.01 - Meningkatnyn Eudd_l,l'l

Digatal yang Diproduls dan
Diirnanfnatknn

TKK.01 - Jumbah konten

udaya digital vang dibhasilkan

oleh peloku aeni budaya yang
Iericualitns

Dwta 100 10 L10 115 12

AFA - Norma, Siandard,
Presedur dan Kriieria

AFA.00] - MEPK Budany
e : 2 2 2 2
Budays Digital Fusat NEFK 4

QA Date dan Inlormasd
Puhlik

QBA, 001 - Konten Budagm
Digital yung Dilkembanghan Pusat Dhats 100 Los 110 118 L0
dan [Hmanfaathkan

Direktorat Bina
Sumber Daya
7423 - Pemhinaan dan Peningkatan Tenaga dan Lembagn Kebudayaan 114.922,1 | 2132400 | 2940070 | 40466 | 24T.46839 ;t;n';:-. Lembaga,
n ARlA
I-i.eb..l.-:l.u'E

BH.OO1 - Meningkatnya
Talenta Seni Budaya yang
Terlibat Dadam Kegiatan
Berskals [ntermasicnal

IEK. 41 - Jumlah Talenta Sen:
Budaya vang terlibat dalam
kegintan bereputasi badlk di

fingkai internasional

Talenta
Beni 111 126 136 138 139
Bludays

QD - Fasilitast dan
Pembinann Masyaralons

RDC00] - Manajeman Talenta
Masional Bidang Seni Budaya Pusat g Sh40 Bo48 B 0 56355 Saa0
| yang [kembanghoarn

BHE.O02 - Meningkatnyn
Sumber Daya Manusia Badang
| Hebuclayann yang Kempeten

[KE.O1 - Jumlah S0 dan
Lembaga Rebudaynan yang o
dibina dman ditingleatian

h.'mnp:lﬂui_l_'l.j_u.

ar4 B 05 = o Selils

AFA - Norms, Stendard,
Proasdur dan Kriteris

TAFADOL - NBPE Pembinazn
20M, Lembagn, dan Pransta Pusai Maakah 2 Z 2 a z
Kebudaryasn




. B8 .

AFADGE - SKEN] Brlang

1
Kebudayasn Pusat Muskah L | 1 1

QD - Faslivam dan
Pembinann Masyaraka

QDCO0E - Tenaga Bidang Pusst Crang 235 0 235 240 248

Kebudayaan yang dibing

BC0O - Palatihen Bidang
Pariwsats dan Kebudayman

SC0.001 - Tenaga Bidang
Kebudaynan Yang [RTEET CHrmig 639 G0 G660 &670 SHO

DL1|EE3||:I.|;.I.11. Homperenainya

BCD.002 - Tenags

Badang 5 sa0 600 610
K tvndaeman. ¥ Distritta FPusat Crang T B

QDH - Fusllitosi dan
Pembanaan Lem

I QI¥R.00] - Lembags Ean
Pranmta Kebudaywan yang Pusat | Lembagn 1 I 10 18 LS
dikina

BH.O03 - Mempgkatnya
penghargaan balang
kebudayann

[KE.OL - Jumlah pelaku

bud o ool Orang 150 150 150 150 150

0 - Fasilitasi dan
Prambimann Masyarakat

QOC.003 - Tenaga dan
Lembaga Kebudaynan yang Pusat Crang 150 150 150 150 150
diapresisat

SR 004 - Meningkatnyn
Fh'l.ﬂ’l!ﬂ'itlﬁ.l'lﬂl'l‘ KAawRzan
Pemajumn Eebudnyman

IKE.0 - Jumlah desn yang
dijmcdikan kawasan pemsjuan [Deas 3 5 T 14 L&

Jslapdyani

UHEB - Fasilicami dan
Pembinaan Pemeritah Deai

UBELO0Y - Pemajuan panet: | Down 150 150 150 180 150

H%ﬂl‘l [liras
. AP 445D Beloretartat Lembagn
7424 - Peningkntan Beasse Film dan [ian Film 198458 36.474,1 AT ALTA 39.36%,8 4233 | gennoe Pilm

SK.01 - Menmgkatnya Sumber
Dayn Manusia Bedang
Hﬁhuﬂ&!&?ﬂ VAR Bompeien

TRE.OL - Jumlah teminga sensor _
yanp ditgkatian Jrang 51 b 51 51 1

]""EE- bensamyis




= B} =

DCD - Pelatiban Bidang
Parvsisata dan Eebudsyman
DORO0Z - Tenaga
Porprenscran yang ditingleatian Puiial Crang =l 5l Bl =51 Bl
Hompstensinym
SK.02 - Meningkatnys Produk
Film dan Musik yang
BeirualiTag
TEE.Q1 - Jumlah Produlia Film
dan [klan Film yvang cisensor
OMA Data dan [nlormissl
| Publik
LA, 004 - Film dan [Klan Film
[hisenacot
AP - Morma, Standard,
Premedur dan Krieria
AFA O] - NEPK Bidang

Layanan 41000 4 1 101k 41y 4 5300 41400

Pusar | Layanan i D00 41100 o 1200 41300 4 1 400

mraanari Pusar NEPK 3 a 3 3 a
IEK.02 - Jumlah mesyaralkat

yvang teredukasl Budaym COrang 11000 1 1500 13000 12500 [ L)
Sensor Mandin

A - Pelaynnan Pubhik

Hepada Mesynrakot

AADDL - Cormban Nasional
Budays Sanacr Mandici

T426 - Pengembangan dan Distribus) Konten Kebudayaan L4448 Qa2 AT5 5000 2BE. 7730 J01.11%8 36,1694

Pusny Drang 110040 11500 P2000 12800 13000

Balai Media
Kebicarann

BE.Ol - Mendnghatnys I':ludn].rn
Depital yang Diprodukes dan

| Dimanfaation

[KE.01 - Jumlah prechakst
kecmten budaya yang Leyanan 2T ac 33 35 40
| dipeoduksi

A Data dan [nformasi
Pribdike

DA QD] - Heeten Madia
Eebudaymen yang Diproduks
L0, 002 - Flatform Distritus:
dont Kerjmanmn Ronlen Pusat Lavansan F a 3 3 3
Hebudeymnn

TEAD - Penguaton Pemajuan Kebudaynan peds Masyaraknt a5, 137.2 5. 1E6,2 By 2440 96,4579 Qo.0L.3

Niro Persncanaan dan
H;f'ml'l

8K.01 - Meningkatnya peran
mhil keipmpol msEnrakal
dalam pertunjukan send




TKE.D] - Jumlah kelompak
masyarakat yang teriibat
dalarm pemmajuan kebudaynas

Enlainpoek
Masyarak
at

1500

150

1500

1500

L ovCn)

DD - Fasmlitag dien
Pembinaan Kelompok

Hgghﬁlkﬂl

QDD,001 - Faskias Pemajuan
Kebudaynan

Puaat

Kelompok
Masvasak
at

1504

1500

1500

150

PROGRAM DURLUNGAN MANAJEMEN

2848.740

2,302,358

1627, 137

1503474

1.478.657

BP.01 - Tersyjuwdnys Tels
Eelpla Eementerian
Kebudayaan vang berkyalitas

Selcretariat Jenderal

TEPO1.0] - Pradikat SAKIP
Kemenienian Kebudayaan

Predileat

BB

[=15]

HE

BB

Bekretarial Jesidesnl

1EP.01.02 - Kateger Capasan
Milai Kinerpa Angeaman
Kementenian Kehudayaan

Kategori

Sangat
bk

Snngat
Taik

Bekratariat Jendesal

IKF.01.03 - Opins BFK R atas
laporan keuangan Kementerian
Eenudavaan

Opini

Belcretariat Jendernl

IKP.01.04 - Predikst Indsks
Tata Kelola Pengadaan (ITER
Lapranan Pengadean Barang
dan Jass melnlui UKPES
EmEn laran Hﬂﬂﬂlﬁ_‘."ﬂ_ﬂ.ﬁ

Prechibin

Baik

Bangnt
ik

Sekrolarial Jenderal

[ 1KF.01.05 - Nilai Tinghat
Digitaltsns Arsip [T
Bementerian Kebudsyman

FAtegnr)

BE

Belpatanat Jenderal

TRP.01.06 - Inde=ks Kepuanan
Pemanghy Kepentingan di

Indeks

B4,3

B4.5

Bekratunat Jenderal

[EP.GL.OT7 - Persentase Satker
v diusulkan & WBE-WBBM

25

A4

Hira Organiasal dan
Sumber Daya
Masyuain

1KP.01.08 - Indeks Balormam
Hukxem

Predileat

Beleretariat Jenderal

TKF.Q1.09 - Peramtans

Pemaniastsn TIE dan

Pendoyogunasn Deta
Hl‘:bllﬂﬂ:ﬁ.il'l

T

T3

75

7B

Seltratarial Jenderal

GP.0Q - Terwujudnya Tatn
Kelota Bekretarat Jendaral
ynriy berkunalilss

1EP 0201 - Prediknt SAKIP
Sekretnrual Jenderal

Predikcod

[2]2]

BE

Seleretariat Jendernl




TKP.02.02 - Kategorn Capaian
Hilmi Einerja Angenrnn
Sekretariat Jemrderal

Kwiegnre

Haik

Baik

Bargal
ik

Biro Perercananm dam
Revangan

1KF.02.03 - Jumlah Baiker di
Lamgioungan Selkrolariat
Jemderal yang dibina wntuk
mendapathan predikat ZI
WHE-WHEM

Batker

Biiro Orgamsas dan
Sumber Daye
Menusia

8P.03 - Tersujudmm Sistem

Pongendalian dan Pengawassn

di Kementerinn Kebudayman
armuial

IEP.03.01 - Jumlah

Prrpawassn SinE perarima

maEnfaat Duna Alssdi
Hebudeyaen Indonesiana

Jurmlah
Perdrima
Manfast

10g:

21HI

280

Inapskiocat Jenderal

[EP03.03 - Persentase
penvelesiinn timdalke Inmjut
hasll pemerikaaan

i

ki<

Inapektorat Jenderal

IEP.03.03 - Milai malkiriias
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPF Kementenian

Bebudayann

Midai

2,7

2H

(A

Inspakiorat Janderal

P04 - Teswujudnya Taze
Kelola Inspekicent Jeaderal
Herkualitas

IKP, 04,01 - Predilcat 3AKIP
Inspektorat Jerdaral

Predakat

Inepekiorat Jenderal

[EP.0 02 = Kategori Capainn
Milai Kinesja Angganan
Lrin rat Jemdecal

Bl

Bl

Hangan
il

BRngmt
bl

Inepekicrnt Jenderal

AP.08 - Terwujudnya Tatm
Kalola Difjen Pelindungan
Kebudayaan dan Trodini yang
berloualitas

IKP.35.01 - Predikat BAKIP
Datjen Pelindungan
Helwdayaan dan Tracha

Chijen Pebndungan
Kebudayaan dan
Treddia:

[KP.0502 - KEateger Capaian
Mild Karnerjs Anggaran Chtjen
Pelindungan Kebudsyean dan
Tracisi

Kategom

Baik

Back

Bangat
ik

Sungmt
baik

Ditzen Pelindungan
Eebudayann dan
Tresdiad

IKP05.03 - Jumlah Satker dj
Dntjen Pelindungan
Kebudayaan don Tradisi yeng
tibina uatuk mendapaiksn

predikat I WHE-WHBEM

Baticer

Datjen Pelindungan
Ketudayaan dan
Tresfiag




- 0% .

SP06 - Terwupkdrya Tata
Kelola Ditjen Diptomasi,
Promosl din Kerja Bama yang
berkuslitan ; :
IKP.06.01 - Predikat SAKIP Ditjen Diplomass,
Dritjen Diplomasi, Promosi dan Predikat - B ] B B Promosl, dan Kerja
Herjn Bama Sema Kebudaysan
TKP,06.02 - Hategori Capainn 4 ] Ditjen Diplomasd,
HNilad Kinerja Anggasan Dijen : : ; anga: | Sanga Promoai. dan ]
E:uiplmmu':j Prembai dan Karjs Kabegari | Baik |  Bak | Baik | oo baik e l!w!m
S
TKP.06.03 - Jumlah Satikcer Sikjen Dipenisst
Ditjen Diplomasd, Promosi dan : 2
Ht:]‘ju Sama ditann ariuk Satker = 4 4 4 4 Promioad, dan Kerja
mendapatkan pradileat ZI Sarma Kebudnyasn
WER-WBEM
BP.OT - Tervayudnya Tats
E=ola Ditjen Pengembangan.
Pemanfantan den Pembinasn
Kedeyasn Berkualitss

Dtjen
TEPAT.01 - Predikat SAKIP Pengembangan,
Divizen Pengembangan, Prodikat a B B B B Permanifaatan, dan
Pemanfaaian, dan Pembimann Pembinaan
Hebudayaan Huhud.lg,rnm_u_
[KP-O7.02 - Kategori Capaian Dhitjen
Milni Kinaria Anggaran Ditjen — pﬂ'l.gEﬂFhﬂ.nEn!‘;
Pengembangan, Pemanfantan Kategor Bazk Baik paik | 1:&' ; badlc Em ARTAR, A0
dan Pembinaa Hﬂbhdl.}'llh -
yang berkualitan Kebudayaan
IKP.07.03 - Jumlah Batker di Chipen
Datjen Penigemnbangan, Panpembrngan,
Femaniratan, dan F‘:ﬂjhnun Batkar a 7 - + - Pemantaatan, dan
Kebudayann yang dibina Pembinaai
untuk mendapatkan predikat Hebudaynan
A= Biro Perericanaan dan

1§ {n ]
7395 - Peninghaian Layanan Prima di Bidang Perencanaan dan Keuangan 32,4023 FABAL0 40.051.7 T6L,2 BO.0280 Koungen

8K.01 - Meninghkainya kualitas
tata kelola akuntabilitas
kinerjn Kementerian
1KEK.01 - Perasenimaes Satksr
vang predikat SAKIP-fya £ 30 45 55 nid 1EA]
minimal BHA
EBD - Layanan Managmen
Kirseria Intarnal




EBD.953 - Layanan
Pernantauan dan Eveluanst

Puzat

Dicdsimen

b4

.03 .

SE.O2 - Meningkatnya kualitas
Perencanman dan Taia Helols
Pelaknanaan Angparsn di
Lingkungan Hemenserian
H:bud.aw

IKE.0O1 - Perseniase Sather
vang mendapatian Milat
Kinerja Anggeran |NKA|

minimal B#

&b

o

TE

EBD - Layansn Munsjemen
Kirerja Internal

EBILTSE - Layanan
Perencanann dan
| Pengrnggaran

Peaat

Dokumen

LB

17

L7

17

BE.O03 - Menunghkatoys Kualitas

pengelolann krunngan

cilimgikungan Kementerian
Eebudayasn

IKK.21 - Persentass satker
yung mengelsla kouangan
TiEfArS &:EE tertib

50

o

EBD - Layunan Manajemen
Einerjs Internal

ERD.955 - Layanan
Manajrmean Keuangan

Fuasat

Dekumen

BE.04 - Memingkatnya
efeictifites Dokumen
Perancannan poagelolaan Dans
Aberdi Kebudaysan don danm
iq;_nﬁfgr ke Pemerintah Deaerah

KK - Persentase
Pemerintal daerah yang
memyusun Dokumen
Perencanpan Pembangunan
Hebudavaan berdasarian
PPED dan menerima Dana
| Trarafer Dassah

(1]

=1-]

T

7o

78

UAD - Perencansan dan
Penganggaran

LAD.OOL - Daleurmsen
Perencanman den
Penganagaran Daerah

Pusal

Dakurmen

SH.OE - Hmil‘lﬂNH‘L}'E Lata
kedala Biro Perencanasn dan
Heuangan




IKK., 21 Predikac SAKIF Biro

Perensanann dan H-FHEIQEEI‘I Preciion

.04 -

E#A - Layanmn Dukungan
Menajemen Intemal

ERA 904 - Leyanam

Perkantoran Pusat | Leysman 1

IEE 02 - Nilat Kineria Anggaram
mtag Pelaksnmann FREA-E/L
Biro Perencanaan dan
Heuzngan

Nilmi B

31

93

EBB - Layanan Sarane dan
Pramarans Inlermal

EBB.951 - Layanan Sarana

Pusat Uik =
Internisl

2B

30

e

ERA - Laymnan dukungan
Manajeinen [ntesnal

EBA 5 - Laynnan BN Fusal LAayvRRan L

T39T - Peningkatan Efektvitas Pengeloloan dan Pembinasn Aparatur Sipd Negara

11,0838

50.505,5

20.007 .9

J1.5T5,0

FzaiTe

Birs Organiansi dan
Bumber Deaya

Mamusdin

SK.01 = Meningkainya Layasan
Primm cli bidang Crganisas
dan Pembinsan Aparatur Sipal
Negars

TER.G1 - Pereasnbies saldan
kerin yang diusulkan menjadi e &
Zl WEH-WBEM

15

8

EBD . Layanan Mansjemen
| _Hinerpa Internal

EBD.96] - Layanan Feforsmnsd

= Pusat | Dokumen b 4
Rineria

(]

EBA - Lavenan Dukungan

Mlnliﬂ'!‘ﬂ'l Intermal

EBA.960 - Layanan Organiaan

dan Tata Kelols Intermal Fusat | Dokumen 4

IKE.02 - Persentnae Pegaomi
yang memperodeh niad kinesja s 15
110

25

ad

410

EBC - Layanan Manajemen
200 Intecnal

EBLC 954 - Layanan

M e BTN Pusat | Dokumen =

SK02 - Meningkatoya tats
ketlods Bire Otjganisasd dan

Sumber %‘E Wlariuni
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IKE.0] - Prediknt SAKIP Bira
Crganisasi dan Sumber Daya Prodikat b B B HE
Manusin

EBD - Layanan Manajemen
Hinerja [ntecnad

EBL.953 - Laynnan

1 1 1 L
Pemantauan dan Evaluasi Pusat | Dukumen L

IKE.02 - Nilal Kinerja Anggaran
atas Pelaksanann REA-K/L
Biro Organisasi dan Sumber
Daya Manusia

MNilai BD BA o g1 oz

EBA - Layanan Dukungan
ManaEmen Internal

EBASSE - Lagnrun Puaat | Dakumen 1 1 L ! 1

Perkmnicoen

EB&.956 - Layanan BMN Pusar | Layanan 1 1 i i 1

EBB - Layanan Sarans dan
Proasrann [nternnl

TEI-EI.E;EI - Layanan Seranm

i Puisar Lipar ful. a5 40 43 43
Imbarmal

Bira Hulsum dan

TISE - Penurygkatin lopanan prima ditidang hukum don kerjasama B.270,1 14.081,1 15.483,2 17.038.2 18.T42.0 | o iiani Hevjs Bama

BE.01 - Meninghatrya Layanan
Prima di bidang Hukum dan
Fasitiasl Kera Bama

TEEOL - Persentase
Fembentukan Eancangan
Peraturan Perundnmng-
undangan hingga
praharmosiaas dan [petrumen
Hukum Lainnya

ERA - Layanan Dukungnn
Manajemen [nberial

ERA, 95T - Layanan Hulum Pusai | Layanan

IKK-032 - Peraeniage
Pelaksanman Regulatory L 1o 100 100 1oo
[mpact Asssament (RIAN

EBA - Lavanan Dukungan
SManajemen [nternal

EBA, 100 - Penglagian

Peraturan Perundang-
undangan dan Instrimen Framad g

Hulum Lamnys

IKE.03 - Porseninsin

penanganan maaalah dan - Loo 100 i 1 Lo




- 06 -

perkarn huboum de lnglungen
Hementerinn Kebudiyaan

EHBA - Layanmn Dukungan

Manaiumm [nternal

EHAA S - Layanan Bantuan

Hukum el

IKE.04 . Perpentase

pelaksanaan (Railitna kena it i) 1041 100 1043 100
EArTLA

EBA - Layanan Dukungan
Manajemen Interrasl

EBA 958 - Layanan Hubungan -
Masvarakat dian [nformms -

SE.02 - Meningkatnys tatn
kelela Biro Hukum dan
Faniliias: Sania

IEK.31 - Predikat SAKIP Bemo
Hukum dan Faailitasl Kerjn Predilkent - B B z]z] BB
EEEn

EBD - Laganan Manajemen
Kinerjs Intarmal

EBD.G5Y - Layanan
Pemaniauan dan Evaiuae

IEK 02 - Milad Kinerpa An
atan Pelaksanpan REKA-K L

i o BS qQ w1 a3
Bire Bire Hubum dan Faallitas Pl

Bzrin Sama

EBA - Layanan Dukungan
Manxjemen [nternal

ERA. 554 - Layanan

Prlinstatan Fuisal LAVARAEND

EB4.955 - Layanan BMN Pusat | Layanan

EHR - Layanan Sarana dan
Prosarana Internal

EBR 98] - Layanan Sarana

[ratermml s Unit

T3 - Peningkatan Layanan Prima dalam rangke menunjang Fungsi Pelayanan, BSN den Pengadesan Barang dan Jasa

195460, 1

104, 7450

1144450

125.338,0

131.B806

Biro Barang Miik

Hegnrn, Pengadaan
Barang dan Jesa, dan

Umum

BE.OL - Memunghkatnys layanan
prima di bidang BN,
Pengrdaan Barang dan Jasa,
dan Umum

IKE.01 - Persentnses Sarker

wang mengelola BMN dengan y O -] B B3 a5
fertihs




EBEA - Layemnn Duliangan
Manajemen [fternal

-G -

EBASES - Layanan HMN Pusat Lavanan Fik 75

i

BS

IKK.02 = Persentase pengadanm
bapang dan jees melaiul e T B0

EEIIEEI‘HE‘H.

8567

=0

03,33

EBA - Layanan Dukdngan
Manajemen Internal

ESA.S52 - Layaran Umum Puaat | Layanan B0

Ba.67

20

03,33

TKK.C3 - Peraeniass aarker
vng men=rapkan sistem arsip s 75 0

| digital

as

EAD - Layansn Manaemen
Kinerja Internal

EBD.O72 - Layanan

P Keontai Pusst | Dokuwmen B0
| ESATEICT RN MEY TLCM RS

8K.02 - Meningkatoya tatn
kelals Bara BMN, Pengsdaan
dan Jasa dan Umum

1KE-O1 - Pradikat BAKIP Biro
BN, Pengndann Barang dan Frodilar - B
Jasa, dan Umuam

HE

EBA - Layaran Dulungan

Mnngimm Imtermal Luysnain 0 o

EBA.594 - Layarnan

AR T Pusat Layanan 0 1

EBA.95% - Layanan Protokoler Puasi | Layveson o 1

EBD - Layanan Manajemen
Hineria Internal

EBD.953 - Layanan

P Pyt | Pusat |Dakumen i 1

IKK.02 - Nilni Kinerjn Anggarn
atas Pelaksanann REA-K/L
Biro BMN, Pengadaan Barang

dan Jasm, don Umum

Hilad 80 35

W1

EBE - Laynnan Sarana dan
Prasaramna |nbermal

EBB.951 - Layanan Sarann

Ak Puaat Unst =11 o

05

a7

EBB.S7T] - Layanan Presaracnm

i o
I i Puaat Uik =] ol

H%

o

GE

T400 - Peningkatan layanan prima dibideng Hubungan Masyvacakat dan Informasd Publik

&,209.5

1285880, 0

20.593,1

26.44 4.4

a4 60907

Brro Hubungan
Manyarakat dan
Informasi Publik




2K 01 - Terasdmnya Layanan
Primia di Bidang Hubungan
Manyarakar dan [nformasi

Publik S
TKE.01 - Perpentoss Kunlitas
Publikasi dan Informas: Bedang
Kebudnynsn

75

B3

85

EAA - Layanan Dukungan

Manapemmean Inte

EBA 958 - Layanan Hubungan Pusat
Muazyvarakat dan |nformasi

Lanvanan

IKK.02 - Inddeks Kepuasan
Lavanan Kehumasan

Ind=ks

B81.5

E&H

a4

85

EHA - Layanan Dulungan
Manasemen Inlernal

EBADG6D - Layanan Umum Puaay

Layanan

SK.02 - Memunglatniya 1ata

leelaly Biro Hubuwngao

Masyarakat dan Informas
Ptk

IKE.O1 - Prediknt 24KIP Biro
Hukum dan Fasilitnai Kerja
Samms

Predikat

ERH - Layanan Sarann dan

Pragarana Interméal
ERBS5] - Layanan Sarana

fnternnl S

undt

EBA - Layanen Dukungen
Mq,uﬂr_—mtn |mtesmiml

EBA.55% - Loyanan BMN Pusat

Layaman

ERD - Layanem Mansjemen

Kinerga [nternal
EBDLS5E - Laynman

Pemantaunn dan Evaluasi daat

Daltumen

IKE.02 - Nilad Kanerja Afggaran
mtas Pelalsannon REA-KfL
Bire Biro Hubungan
Masyarakat dan [nformesi
Publik

Milar

BL¥

#l

EBA - Layanan Dukungan
J.'I'l.naii:mm Internal

EBA. %4 - Layanan
Perkantoran

Punst

Layansn

Tdd]l - Penyedinan Data dan Inforeesa) Kebadayaan

T.A40.5

BG5S

101330

11030

11,7730

Pusal Duts dan
Tdmu-ln-Ei Informam




SK.01 - Meningkatnya
Bukungan Pemanfaatan TIK

[KE.OL [ndeks Peineriniahan
E. gl

Indeks

QOMA Data dan Informaai
Publik

QMAGDY - Laynman
Pesigeiolaan TIE

Layanan

Pusat Datn dan
Teknalog Informas:

BK.0Z - Menlnghatnya
Integritns Dmts dan
Pendaymgunnan Data
Hebudaysan

IKE.02 - Perpentase [miegritns
Dt dan Pendayagunainn Data
Kebadmrann

100

100

(4%

oo

EBA - Lavanan Dukungan
Manajsmen [nternal

EMA 953 - Layanan Data dan
Infosmant Kthldul._:fl.ln

Pusat

Layanan

Puaat Deta dan
Teknologi Informani

SK.O3 - Merngkatnye Tata
Kelols Pusat Data dan

Teknolog Informask

TKE.3] - Predikat SAKIP Puisad
Datw dan 'I'ch:nn:llnﬂ' Informasi

Prechilcat

HH

HEB

EBB - Layanun Sarans dan
Prasaramn [ntermal

EBRB.9E1 - Layanan Sarana
Inisrmal

Puasl

[TH,5 1

EFA - Layanan Drikungan
henajemen Intermnal

EHA 558 - Layanen BMN

Fumal

Layanan

EBD - Layanan Manajsmen
Harerjm ntemal

EBD.95S - Layanan
Pemantauean dan Evaluas

Puaat

Dokumen

1K.23 - Wilak Kinerja Anggroran

alna Pelaksanaan FEA-KL

Pusat Diata dan Teknologi
Inlarenasd

Hilai

an

g1

EHA - Layanan Dhikangan
Manajemen In ternal

EBA.DOL - Layanan
Perkanioran

Layanan




T403 - Dukungan Manaemen dan Pelaksanasn Tugas Tekms Lainnys [Hen Kementerian Kebudayaan

- 100 -

24,1280

EE.000,0

105.000.0

L 15,500, 0

127.0580.0

Sakretanst Itjen,
Inapektarat 1,
Inapektonat 11

K21 - Meminghatnya Tata
Kealola Satuan kejn di
Lingkungan Inspekiorat
Jenderal

TKE.O1 - Predilkkat SAHIP
Sekretariat Inapakicoral Predikat - B B
Janderal

BE

BB

Selretarint
Inapekiorar Jendesral

ERA - Layaran I:ruh:un'p.n.
ME.I'JHE' pein Inilerssal

EEARSE - Layanan BMN Pusail | Layanan 1 1 L

_EE.H..B‘EII Layanan

Bolin R Pusat | Layanan i 1 1

EBA.962 - Layanan Umum Pusar | Layanan 1 1 1

EfA 958 - Layanan Hubungan

Mesyarakat dan Inforrmasd Pusst: | Liywnan

E84.B60 - Layanan Organiaasi Pusar |1 - 1 i 1

dan Tata Kelols Intermal
E8A.263 - Layanan Data dan

Infi i Pusat Layanman 1 1 1

1EH.OZ - Kategon Caprian Nilai
Kirerjm Anggaran Inspektarat Kategor: Back Baik Baik
Jendaral

Sangil
baik

Sangal
baik

Belratarial
[nepeltorat Jenderal

ES8 - Layanan Sarana dan

Prosarann Infternal

EBH.951 - Layanan Barsnn

Intermal Pusal e

EBD - Layanan Manapsmen
Hiperia Intemal

EBD.955 - Laymnan

Mansjemen Keunngan _ Fusar | Dokumen

EBD.953 - Laymnan
Perencannan dan Fusat | Dokumen 1 1 1

1EE. 21 - Preddom: S8KIP
Inspektorat [

BE

Inapektorar |

EBA - Layanan Dukungan
Manapsmen Intermal

EBA 952 - Layanan Umum Pusar | Laywrms 1 1 1

IKE. 02 - Nilai Kinerja Anggaran
ates Pelabsanaat BHA-K/L Hilmi (18] a5 a0
Inspekiorad |

1]

i

Inap=ktarat |




EBA - Laymnan Dukungan
Manajemen Internal

=101~

EBA S0 - Lajiifund

Pusat

Peshcantoran
KK, 01 - Predikat SAKIP
]n.lE]clurll 11

Prachilini

BE

Inapektarat 11

EBA - Layanan Dukupgan
Wanajemen Internal

EBA.562 - Layanan Umum

Pusat

Layanmn

IKE.OD = Nilmi l&nﬂjl Anggorun
aina Pelaksanann REA-K/L
Inapektarat 11

Piilai

B

&5

a0

91

o2

Inspektorat 1

EBA - Layanan Dukungan
Mararemen Iniernal

EfA 0694 - Laymnan
Perkantormn

SE.04 - Tersedinmyn hasil
pPENEAWRBAR AtAS pelnksanasn
program. Dena [ndenesians d)

v.rihl:.n_ﬂ' lug'u ]mﬁm‘m [

IEK.O1 - Jumlsh Pengewasan
nims penerima fasilitass Dana
Indonesiang yang
dilaksanakan sccare akuniabel
di wilayah jm Ins tara |

Jambich
Pensrima
[ TRIET S

25

a0

15

140

L

[napekiore [

EBD - Layenan Manajemen
Kinerja Internal

ERD.O0Y Lapanan Peagaeasan
Drann Indomeasania A widavah
leerjn Inapelciorat |

Pusal

Drakueman|

BK.05 - Terssdianya hasl
pengawasan atns pelnksenean
peagram Dane Indonesiana &

wilavah kerja Inspekiorat 1|

IKE.01 - Jumlah pengawasan
l#s penerims (asibites Dana
Indonesiana yang
dilakmapalian aecars akuntabel

i 1] '.H'I'JEEJ’& k.l.':l'|& Hlﬁﬁ[ﬁﬂl i

Jumlah
Penerima
Manfnat

a5

100

125

Inapelctarat I

EBD - Layanan ManajEmen
Kineris Iniernal

EBDuO0G - Layaman
Pengowasan Dana Indonesinna
di wnalevak i [aapektorat [

Pusat

Duokumen

EK-08 - Terselesndlkanmys
tindak banjut aras bermamn

hanil pemetiksasn BUE




TKE. 0] - Peraentase psalan
tindakinnjul atas termaan hasil
pemesikaaan BFEK

Lo

(]

o

- 102 -

BD

Sekfelnrdal
Inepekioral Jenderal

EBD - Layanan Manapsmen
Hirerja [nternal

EHERSEE - Layaman

Pusat

Dakumen

Pemantausn dan Evsloas
SE.O7 « Terwujudnya DM
Eebudavaan vang berintegritas

dian beraikap anti Korupsi

KK, 01 - Jumbak: 30M

kebudmyvaan yang

mendapatkan faadlitaa:
ceghhan kocupas

100

404

Belcretarint
Inepekiorat Jenderal

EAD - Layanan Mensjemen
Kinerja Internal

EBD.O0D - Lavanin
Pencegahan Korupai
Kemenlarian Kk

Pusat

SE.08 - Tersedinnyn hasil
pengawBain iniernal vang
memberi mila ambab bag

organisasi dan praktek tata
kelala yang baik di wilayah
keerjn [napekionst |

TKE.Q1 - Milad

Fematangan  maturiins
peneTapan Histam
Fengendalian Intern
Pemeninmh (3PP Easlon [
meninglkat di wilayah kesja
[nnpekiorat |

Mibai

4,8

Ill 'Ill

.J |H

Inapektorat |

EBD - Lavenan Massjemen

Kinerja Internal
EBD.0C4 - Layanan
Pen!.uwnun BRIP I:nlpe'h.'n:lr-t 1

Puiaan

Dakurmien

SK.09 - Tersedinmya hamil

pengawasan intermal yang

memberi nilad tambah bagl

organisasi dan praktel tata

keiola vang baik di wilayah
kerjm Inspehtarat 11

TEK 8 - Melmi
Famatanjan f matuinias
pemieraparn Sistemn
Penigendalian [ntern
Pemernntah (5P Esslon |

' R ETY

T

2.4

45

Inapektorat 1l
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meringkar di wilayak kerja
Inapelktorat [

ERD - Layanan Mrnajemen
Kineria Intornal

EBD.00E - Laynman
Pengpwnsan BPP Inapelitorai
Il

Puisat

SK. 10 « Tersajimyn LE
Kementerian Kabudayaan
pesumi standar dan akuntab=l
di wilayvah kers |napelitesat |

[K.0] - Perpeniags Esslon ]
yang mendapatkan hasil reviu
LK asauai ammndar rena &
_wﬂm"nh K=rin [nspekicrat |

LG

Lol

1000

100

1040

IrAapekiorat |

EBD - Layanan Mansjemen
Kinera [nlecnsl

EBD.00] Laymnan Reviu
lmpniru:rru |

Bokumsan

BK.11 - Meningkatnya lkualitne
penilaian internal Inepektoear
Jenderal torkait Z1-
WBE,;WEBM di wilayah kerjn
Inspekiorat |

TKK.OL - Jumlah Batker yang
diusuikan Tim Penilai [nternal
(TP} uniuk mondapntkan
precikat Z1-WBE/WEEM &
wilaynl kerja lnapelcrarad |

Hather

EBD - Layaran Manajemen
Kinerjs Intsrnal

Inepekrorar |

EBD.003 - Layanan
Pengawasan Z] WHK-WHERM
Inspelctorat |

Puaar

Diolgumen

8K, 13 - Tersajioya LK
Kementerian Hebodayrann
s Pandar don akuntabel

i n."iluruh EE'B. lnlEr&;. toermt Al

1KK.Q1 - Peraantase Eselon |
yang mendapatkan homil reviu
LK sesuni standar revig &

wibayah kerjs Inspekiorat I

Rl

1M

Inn

1040

10

Inapektoeat 1

EBD - Layanan Manajemen
Kinerim Iniernal

EBLLO0S - Layanan Reviu
Inapaktorat [1

Punmt

Dolkumen
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B IE « Meninglontrn kualitns
pentibaian infemal napekiorat
Jegideral terkait Z1-
WEE/WHEM di wilsyah kerja
Inapekiacal (1

TKELC] - Jumlah Sather yang

divaulican Tim Penilal Internal
(TF) untuk mendapathcan Batker 1 2 a 2 a
predikai Z1-WHK WHEM di
wi kocjs [nepskiarmt 11

Imspelctarar 11

EBD - Layanan Manajemen
Kineri [ntermal

EBD.00T - Layanmm
Pengawasnn 21 WHE,/WHHM Pusai  |Dakumen
Inapektora (I

7408 - Dukungan Manajemen den pelpksanasn tugas lninoya Ditjen Pelindungan Kebudayazn dan Tradiai

32479, 0

1706657 .8

1.04T 4479

BE1.3I2E

arh01H3

Belerstaniar Ditjen
Pelindfungan
Rebudaynan dan
Trmdim, Chrekiossl
Binm Keperoayaan
Terhadap Tuhan YME
dan Masyarakal Adar,
Derekrorat Sejarah
i Permuseumsan,
Drirelktorat
Pemberdayaan Nilai
Budaya dan Fasditasi
Kelayaan Intslelcual,
Dhrekioral Warisan
Budaya, Mus=um dan

Cagar Budaya, Balad

Pelestarinmn
Rebudavaan
SE.01 - Meningkatrya Tata
Keloda Sntuan keryn di
Limgkungan Ditien
Peloslungsn Kebudayman dan
Tradia;
IKK. @1 - Jumlah satker Ditjen Sekretariat Datjen
Pelmdungan Kebudayman dan Pelindungan
Tradial vang mempercdeh nilad . | " A i e Eebudayaan dan
BAKIP Minmmal BE Tradisi

EBA - Layanan Dukungan
Managemen Iniemal

EBA 956 - Laymnon BMN Pusat | Lagranan bt = 29 20 ]

R Laymnan
Perdaninrrn

Pusat | Layanan 235 g2 ) 20 it 29




Ef&.962 - Layanmn Umum

Pusnas

EHA 958 - Laymnam Hubangmn
Masyarakat dan Informas

Layanan

29
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Puaas

Layanan

EBA95F - Layanan Data dan
Infarmas

Pu=ae

Laysnan

TKK.02 - Jumlsh satker Diteen
Pelirdungan Kebudavarn dan
Trachiai yang mernporoleh Nila

[{iru:g'n .ﬁm di mtas 0

Aathker

7

L]

a9

FL)

Saretarint Ditjen
Pedincdvrgan
Kebudayann dan
Teuclinl

EHE - Layannn Sarana dam
Pramarans [ntermal

EBB.551 - Laynnan Sarans
Imiterral

Unat

815

B2E

ERD - Layanan Manajemen
Kinerjs [ntermnl

EAD95S - Loyvannm
Manmemen Keangan

Puaat

EHD.G52 - Layanon
Perencanaan <an
| i

Fuast

TKH.0 - Jumlah Satler Ditjen
Pelindungan Kebudayaan dan
Trochisi yvang ditina menuju ZI
WEE-WHAEM

Batker

Belratanat Diten
Pelindungan
Eebudayaan dan
Tritine

EB&.960 - Laynnan Crganiansi
| _dan Tata Kelola [nternaj

Pusat

1K, 31 - Predikat SAKIP

Direlctorat Bina Kepercoyamn

Terhadap Tuhan ¥ME dan
Masyarakat Adat

Prediloat

Dareictorat Bina
Hepercayman
Terhadap Tuhan ¥ME
dan Masvarakat Adat

EAA - Layanan Dulungan
Manajamen [nternal

EBA B2 - Layaran Umum

Pusat

TI{.I:H:I - Hilal Kinerjn Anggaran
atas Pelaksanaan REA-K/SL
Direktorat Bina Kepercayann
Terhadap Tuhan YME dan

Masvarakat Adat

Nilui

B5

EBA - Layvanan Dulowngan
@gmm [fatestial

O

Sl

e

Dirzltornt Bina
Kepercayian
Terhedap Tuban YME
dian Masvarakal Adm

EBA 9534 - Layanan
Perlean taran

Layanan

TKELO1 - Predikat SAKIP
Dir=ktorat Sejarah den
Pétrnuassiman

Preclikat

R

BE

Dhrekiorat S=jarah
dan Perimuseuman




EBA - Layanan [hkungan
Manafemen Internal
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EEASEE - Layanan Lmum

IKK. 02 - Nilal Kinera Anggaran
alps Pelaksanaan REA-KL
Direkeorat Esjurah dan
PErmLISALITALN

o1

93

Direktorat Separah
dan Permuseuman

EBA - Layanan Drukungan
| Manujemen Internal

EHA. 994 - Layanan
Perlantoran

IKK.O1 - Predakatl SAKIP

Direktorat Pemberdavaan Nilai

Biuadayw cdan Foasibito
Eeshkaraan Intelekiuel

Predileat

BE

Dirslctorat
Pemberdayaan Milal
Budaya dun Fuaihten

Hekoyson [ntel=kiund

EBA - Layanan Dukungemn
Marnajemen [nbarmal

EHA.B6Y - Layanan Limum

IEK.2 - Mikng E.Lﬁﬂjl AngEmran
atms Pelaksansan REA-B/L
Drrekiorat Pemmberdayaan Nilat
Bludays dan Fasilitasi

e nan [ntel=ktual

il

BO

&1

e

Dip=ktooat
Pemberdayaan Nilad
Budaya dan Fasilitesi
Kekayrann [ntebektual

EBA - Layenan Dukungan

Manajemon [nbermal
EBA.Go4 - Layanan
Perlantaran

Pusal

[EX.QL - Predileat 2AKIP
Crreltarmt Wariaan Budaya

Preclaloat

HE

BB

Direkctorat W_l.r.iunn

Hustawa

EBA - Layvenan Dulkungan
Mandjemen Intecnal

EBA 9652 - Layanan Umum

Pueat

Layanan

TEE.O2 - Nidah Kineris Angparan
nima Pelaksanaan REA-K/L
[hrektorat Wanann Budaya

85

-l |

Direktoest Warisan
Budayn

EBA - Layanan Dulkungan
Manajemen Internal

EBA.394 - Layanan
Perkantoran

IEK.AO1 - Predikat SAKIP
Fuseiim dan Hasda

2]=]

Munssum din Cagrr
Budnxa.

EBA - Layanan Dukungen
Manajesmon rternal

EBA, 262 - Layanan Umasm

Pusar

Layoanan
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TEE.£¥2 - Nilm Kinerja Anggamn
atms Pelaksanann REA-K/L Milau By B5 o0 91 o2

Miumeum dan m Hudaya

Muneum dan Cagar
Budaya

EHA - Layanan Dukungan
Mannjermen Internal

E0A 9094 - Laysnan

] |
Prikantoran Fuaai Layanan 1 1 1

IKK.G1 - Predikat S4KIF Balai

Pelestasian Kebudayean i B B B B8 BE

Balal Pelestarion
Hﬂbuw

B4 - Layanan Dubkungan
Mennjemen Inbernal

EBA 561 - Layanwn 'mum Putsat Layanan 1 I 1 1 i

[EE.DZ - Mikar Kinors Angearan
atas Pelaksenaan BEA-K/L 1T B0 BS a0 @1 €2
Baln Peleatarian Kebudayaan

Balay Pelestarian
Kebudaynan

EBA - Layanan Dukungan
Manajemen Inbermal

EBA.994 - Layanan
Perkanioran

Pusat | Layanan 1 1 1 1 1

Begretnrtal Dhijsn
Diplomasi, Promosi,
disn Kerjn Sama

Kebudayann,
I
T4 14 - Dukunpan Manajemen dan pelakaanaan tugas lkinnye Digen Diplomaie, Promosi dan Kerjesema Kebudeyann 12.715.2 474303 45, 60,7 493804 BO.0a1.7 Elﬁml r.: Riplomasi
Birektarat Promoa:
Hebudayman,
Direktoral Kerjmanms
- Kelxudayann
SK.01 - Meningkamya Tata
Kelala Satuas kerja di
Lingkungan Ditjen Diplomasd,
Peommas:, dan Her)n S
hebudayann
IKE.0 - Jomilah satker (rtjen Beleretarint Ditjen

Diplomasi, Prioondsi dan HKeirja
Z2ama Kebudeyan yang Satkes - 2 4 4 &
memperoleh fila: SAKIP
Minmmal BB

Diptarmant, Promosd,
diain Kerin Sama
Kebudayann

EBA - layanan Dukungan

Marajemen [nrerng Lol

EBA 955 - Layanan BMHN Pusat | Loymnnn

ERA 34 - Layanan

Perknntbocan Foat.., | Laun

ERA G2 - Layanan Umuam Pusat | Leyanen
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EEA S5 - Layanan Hubungan
Mpsyarakil dan Inlumasi

Puaai

Lavanan

EBA.B63 - Layanan Dwta darn
Inforrnas)

Pusat

Layannn

IEK.02 - Jumlah satker Ditjen

Diplosmaai, Prommaad dan

[Carpanama Bebudeyan yang

mempercieh Nilal Kinerja
Angparan di aias 55

Satler

Helrewwnar Difjen
Dhplomasi, Promont,
dan Kerje Sama
Esbudnynan

EBD - Layanan Sarena den
Prasarmna lnternal

EBRS5] - Layanan Sarana
Intermal

Pusaal

Cinkursan

EAD - Layanan Manajeren
Binesjs |ntarmal

ERD. 938 - Layanan
Manajemen ousngan

Dokumen

ERD.952 - Layanan
Perencrnnasn don
Perngangusran

£ [#

Dokumen

IKK.03 - Jumlah Satker Ditien
Deplémaai, Promead, dan Kerjn
Samna Kebudayaan yeng dibinn
menuia & WEE-WEBEM

Balhar

Selcretarint Ditjen
Diplomasi, Promissi,
Hebudavaan

EBA - Layanan Dukungan
HII‘III-i_H_'ErI Imi=rmnl

Layanan

EBA 9GO - Layanan Crgarissan:
don Tatn Eelola Internol

layanan

IEK.01 - Predilcat SAKIP
Durekiorat Diplommas:
Eebudayann Kebudayvaan

Predokat

BE

Direktorat Diplomasi
Eebudayann

EB& - Lavanan Dukungan
| Banajemen Intermal

EBASG2 - Layanan Limum

Layanmzn

TKE.07 - Nilai Kinens ARggaian
ilas Pelaksanaan RHEA-K/L
Direktorat Dipdamasi

Babiadayasn Rebudayaan

Nilmi

B0

7l

Drrektoral Diplaommaai
Kebudeyman

ER4 - Layanan Dukungan
Manjemen |nternal

EBA. 594 - Layanan
Perlanioran

Pusat

Layanen

IKK.O1 - Predakeat SAKIP
[hrekiorat Kerja Samn
Kzbhudmyman

Predikat

HEH

BE

DHrekoorat Herjuaama
Kabisdayaan
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EBA - Layanan Dukungan
Masapsimen Internal

EBA 62 - Laymnan Umum Pusat Lepranmn 1 L 1 1

1KE.22 - Nilal Kinerja Anggaran
atas Pelaksanaan HEA-K/L
Direktornt Kerjm Sama
Helbudaynan

Nilai a0 BS g0 91

oz

Direktcrat Kerjasama
Febadnyamn

ERA - Lavanan Dukungan
Manajemen Internal

EBAPRY - Layankn

Pk Bk Puaat Leyana 1 i 1 1

IKK. 91 - Predileat SAKIP
Direkicorat Promosd Preclikat - B B BB
I{EbuEl.m

Dhrextorat Promos
Eebudnynan

EDA - Lavanan Dk ngan
Manajermen Internal

EBASGT - Layanan Umum Pusar | Layanan 1 i 1 1

IKK. 02 = Milad Kinerja Anggaran
atmn Pelaksansan REA-K/L
Direkicrat Promosi

Bis b ey aas

Mikai B BS ad @l

G2

Brelptorat Prosmoai
Kebudsyman

EB4 - Layanan Dukungan
Manajemmen nbernal

EB&.994 - Layanan
F-:r]-r.u.ntumll_:l‘_ Pusat Layanan L 1 1 |

T4 19 - Dukungen Mannjemen dan pelaksannan tugas lainnys Ditjen Pengembangan, Pemanfeaten dan Pembinasn
Kebudayann,

56,5549

25E.535.6

195.7TI8.5

201.093,5

B 2T 4

Beloremanat Ditgen
Pemgembangan,
Pemmanfanian, dan
Pembinasn
Kebudayann,
Direkiorai Film,
Munk, dan Beni,
Direktorat Sarana
dan Prassrena
Kebudaranm,
Dripelctogat
Pengembangan
Budayn Dhgital,
Dirakicrat Bina
Bumber Daya
Manusain, Lembaga,
dan Pranata
Ketazdayaan, ol
Media Kebuwdayamn,
Beleretariat Lembags
Benanr Film
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K01 - Meninghatrrs Tata
Keloia Setuan ke di
Linglrungan Ditjen
Pengembangan, Pemanfaaman,
dan Pembinann K:l:ud:uﬂun

TKK.O1 - Jumilah sather Ditjen
Penpembangan, Pemanfaatan
dan Pembinann Kebudayann
vt mempercial tlal SARIP
| Minimal B8

Helretariat [htjen
Pemgernbangan,
Pemanfanian, dan
Pembimann

Ke ':-ud.u.:n.nn

EBA - l.u._',-:.n.un Dukungan
Managernen |nbarmal

ESA.D56 - Layaran BMN

Lavanan

EfA 594 - Layanan
Parkanicoran

-l

EHA 903 - Layanan Umum

Layanan

EHA. 988 - Layanan Hubungan
Masyarakat dan Informas)

Layanan

EB&A.063 - Layanan Data dan
Infarmmasi

Layanan

[KK.Q2 - Jumlah satker Ditpen

Pengembangan, Pemanfaatan
don Pembinaan Kebudayasn

vang mampercieh Nilat Einers
Anzpmran di pims &5

Eatker

Beretanab Ditjen
Pengembangsn,
Permanfoaton, dan
Peeminiiaan

Kebudayaan

EBH - Layanan Sarana dan
Prasmrans Internsl

EBBS5] - Lavanin Barana
I mternnd

Pusan

Limic

254

L1

To

EBD - Laymnnn Mans)smen
Einerja Internal

ERD.9EE . Layanan
Manajemen Keuangan

Liyanan

ERD. 952 - Layanan
Prrencansan dii
Pen ran

Fuaa

TKE.QF - Jumlah Satker Ditfen
Pengembangan, Pemnnbantan,
dan Pembinaan Kebudayaan
yang ditinm menuju Al WEBE
WHRM

Bather

Bekretarag Dilzen
Pemgembangan,
Pemanisainn, dan
Pembinann

Kb daymsn

EBA - Layanan Dukungan
Manmjemien [nterial




EEA. 950 - Layanan Organisas
dan Taia I{E'uﬂ_a Internal

Pusat

) 5 B

IKE.O] - Predilot SAKIP
Direlraral Film, Muath, <an
e

Prediknt

Drirektorat Film,
Muaik, dan Sens

EBA - Layanan Diukungan
Manajemen [nternal

EBA SE2 - Laymwmnn Umiam

Fusst

TKE.02 - Nilai Kinerja Anggaran

atns Pelaksanaamn REAKSL

Dirgktorat Film, Musik, dan
Tani

Milai

55

i

o2

Dherelétorat Filem,
Musik, dan S=ni

EHA - Layanan Dukungan
Manapsmen int=rmal

EBA 994 - Lavenan
Perkantoren

Pusasi

1EK.21 - Preditas S8KIP
Dhrektorat Sarana dan
Praaarsnn Kebudayann

Predikat

[hrekiorat Sarans
dan Prasarans

Kebydaymen

B84 - Layanan Dukungan
Mannjemen Internal

EBASG2 - Layanan Umum

1EK.0Z - Nilai Kinerga Anggaran
wims Polakearinan REA-K/L
Chrekiorat Sarnna dan

Pragarans H-:trur:hrmm

Milai

BS

oo

91

o2

Direktorat Garana
dan Prasarana
Eebudayaan

EBA - Layenan Dulkungan
Mnnn._i:m:n Intermal

EB4.5042 - Layanan
|_Perkanioran

IKE.D1 - Preclilear SAKIP

Dhrektorat Pengembangan
Bludaya Digital

(E12]

Hrektorat

Ferpem bangan
Budayve Dugtal

EBA - Layuran Dukungan
Mannjemen Internal

EBA. 962 - Layanan L

Puanl

IKE.02 - Nilai Kinerga Anggaran
mias Pelaksmnsan REA-H/L

Dhirekiorat Pengembangan
Budaya Digiral

BS

o1

Durektarat
Pengembangan
Buickaya Digtal

EBA - Layanan Dukungan
Munajemen Internnl

EIEA. 994 - Layanan
Perhantoran

Pusat

Milsi




1KE.01 - Predikat BAKIP
Direktoral Bona Sumber Daya
Manusia, Lembagna, dan
Pramata Hebudayaan
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rirekiorat Binn
Sumber Daya
Menusin, Lembagn,
da Pranata
Kebiadayaman

EBA - Layanan Dukungan
Monajpemen [nternal

ERA 952 - Lavanan Umum

Puaat

Predikat

1KK.92 - Milai F.iner]- AnEEATAT
alas Palaksanasn REA-K/L
Direktorat Bina Sumber Doyn
Mastusea, Lembaga, <3an
Prannia Eebudayman

80

BB

a1

Dirakicrat Binn
Sumber Daya
Manusim, Lernbags,
chan Prannia

| z8a - Layanan Dulungan
Marnajamean Intermal

Malat

T EBA w94 - Layannmn
Prrkanicran

Puaat

IKK.01 - Prediat BAKIP Bala
Media Kebudayman

Predikatr

Balai Medss
Febudayvaan

EBA - Lavanan Duloungan
Manajemen Internal

EBA,963 - Layanan Umum

Puaat

IEE2Z - Mikai Kinersa AngEaran
ntas Pelaksarinan BERA-K/L
Balns Media H:I:-ud.yl.n.n

RE

G

o1

Balar Medin
Kebudayoan

EBA - Layanan Dubungan
Hu.ng':rmn Inbarmal

EBA, 904 - Layanan
Fechaniaran

Pusas

TKE.01 - Predikat SAKIP
Bekrotarial Lembaga Senaor
Film

Hilai

HBH

Beloretarar Lembaga
Semmar Film

EBA - Layonan Dulkungan
Manajesmen Inbermal

EBA.903 - Layanan U'mum

[EK-02 - Milmi Kinerja Anggaran
itan Prlaksanaan REA-K/L
Sekretnrint Lembaga Sensor
Film

Predikat

B

1]

oa

Eekretenat Lembagn
Semsod Film

EBA - Layanan Dukungan
Marajemen Inbernal

EHA.558 - Layanan
Frerkanioran

Phsat

HNilmi

Relbvudayann
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Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan Lainnyva vang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas
Kementerian Kebudayvaan 2025-2029
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Matriks Kerangka Regulasi

No. Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Unit Terkait/Institusi Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi Penanggung Jawab Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi Eksisting, Kajian
Regulasi dan Penelitian
1. Penguatan tata kelola | Perlunya pengaturan kembali | a. Biro Perencanaan | a. Biro Hukum dan | 2025
organisasi mengenai tata kelola | dan Keuangan; Fasilitasi Kerja
organisasi sebagai | b, Biro Organisasi dan | Sama;
[ embeieh| Gumbe Daya | b. Sekretariat
kementerian Manusia; dan Direktorat Jenderal
c. Biro Barang Milik Pelindungan
Negara, Pengadaan Kebudayaan dan
Barang dan .asa, Tradisi;
dan Umum. . Sekretariat

Direktorat Jenderal
Diplomasi, Promosi,
dan Kerja Sama
Kebudayaan;

. Sekretariat
Direktorat Jenderal
Pengembangan,
Pemanfaatan,
Pembinaan
Kebudayaan; dan
. Sekretariat
Inspektorat
Jenderal.

dan
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2. [ Pengaturan mengenai tata Perlunya pengaturan baru | Sekretariat Inspektorat | a. Biro Hukum dan | 2025

kelola pengawasan mengenai tata kelola | Jenderal Fasilitasi Kerja
TSRS scbagai | Sama; dan
ﬁﬂﬂnﬁtumm m;ﬁ?;;: . Biro Perencanaan
kementerian dan Keuangan.

3. | Pengaturan mengenai | Belum ada pengaturan | a. Sekretariat . Biro Hukum dan | 2025
 pemenuhan hak penghayat | mengenai pemenuhan hak | Direktorat Jenderal  Fasilitasi Kerja
 kepercayaan terhadap | penghayat kepercayaan Pelindungan | Sama: dan
Tuhan Yang Maha Esa terhadap Tuhan Yang Maha Kebudayaan dan | b, Sel iat

B Tradisi; dan Direktorat Jenderal
. Direktorat Bina Pengembangan,
Kepercayaan Pemanfaatan, dan
terhadap Tuhan Pembinaan
Yang Maha Esa dan Kebudayaan.
Masyarakat Adat.

4. | Pengaturan mengenai  Belum  ada  pengaturan | a. Sekretariat . Biro Hukum dan | 2025
pemenuhan hak-hak  mengenai pemenuhan hak-|  Direktorat Jenderal | Fasilitasi Kerja
kebudayaan masyarakat | hak kebudayaan masyarakat Pelindungan Sama; dan
adat adat Kebudayaan  dan | b. Sekretariat

Tradisi; dan Direktorat Jenderal
. Direktorat Bina Pengembangan,
Kepercayaan Pemanfaatan, dan
terhadap Tuhan | Pembinaan

Yang Maha Esa dan Kebudayaan.

Masvarakat Adat.
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5. | Pengaturan mengenai | Perlunya penataan organisasi | a. Sekretariat ' a. Biro Hukum dan | 2025
Komite Nasional Indonesia dan tata kerja Komite Nasional Direktorat Jenderal Fasilitasi Kerja
Emkﬁg Li;mted ﬂ;;'r:m:g Erldé:neaigd uﬁI:tuﬂIk' ,Urﬁf*'Eﬂ Diplomasi, Promosi, Sama; dan

LCATTONL, Scien y @ai1ars Lo : SC-'IEFIhHﬂ'. i . o .

Cultural Oranisation and  Cubiardl O S ihie dan Kerja Sama | b, Biro Organisasi dan
sebagai korseleienil Kebudayaan; dan Sumber Daya
perubahan kelembagaan | b. Direktorat Kerja Manusia.
menjadi kementerian Sama Kebudayaan.

6. | F‘Eﬂgﬂtuta.n mmg:nai Belum ada pengaturan | a. Sekretariat Biro Hukum dan | 2025

' penemuan dan pencarian mengenai  penemuan dan Direktorat Jenderal | Faszilitasi Kerja Sama
objek diduga cagar budaya mcarmn objek diduga cagar Pelindungan
o i Kebudayaan dan
Tradisi; dan
b. Direktorat Warisan
Budaya,
T 'Fengaturan mengenai | Perlu dilakukan pengaturan | a. Sekretariat Biro Hukum dan | 2025
warisan budaya takbenda |kembali mengenai warisan Direktorat Jenderal | Fasilitasi Kerja Sama
Eg:ﬂﬁ’;u t&“‘;ﬂ"ﬁiﬂ seDagal | pelindungan
iy ;’_ﬁ] ensi dan perubahan |y ohudayaan  dan
Tradisi; dan
b. Direktorat Warisan

Budaya.
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8. | Pengaturan mengenai | Belum  ada  pengaturan | a. Sekretariat Hu_'u Hukum  dan 2025
pelindungan objek mengenai pelindungan objek Direktorat Jenderal | Fasilitasi Kerja Sama
- pemajuan kebudayaan pemajuan kebudayaan Pelindungan

Kebudayaan dan
Tradisi; dan

. Direktorat Warisan
Budaya.

9. | Pengaturan mengenai | Perlu  pengaturan  kembali | a. Sekretariat a Biro Hukum dan | 2025
rumah budaya/pusat | mengenai tata kelola dan| Direktorat Jenderal | Fasilitasi Kerja
kebudavaan Indonesia di Ee::ldan?an -~ drumah Diplomasi, Promosi, Sama: dan
luar negeri udayva/pusat udayaan § g |

Indonesia di luar negeri ?{qu daK:g:- anr b.Biro  Perencanaan
= ¥ - dan Keuangan.
. Direktorat  Promosi |
Kebudavaan.

10, | Pengaturan mengenai | Belum ada pengaturan | a. Sekretariat El.r-n II-IukI.._lrn dan | 2025
panduan umum | mengenai panduan umum | Direktorat Jenderal | Fasilitasi Kerja Sama
pelaksanaan kerja sama | pelaksanaan kerja sama Diplomasi, Promosi,

E‘nﬂfr::jasiunal bidang iﬁnt;n;lasjnnal bidang dan Kerja Sama
s i A Kebudayaan; dan
. Drirektorat Kerja
Sama Kebudavaan.

11, | Pengaturan mengenai | Belum terdapat pengaturan . Sekretariat a. Biro Hukum dan | 2026
rencana aksi nasional mengenai rencana ‘a.l-:m Direktorat Jenderal Fasilitasi Kerja
pemajuan kebudayaan nasional pemajuan Pelindungan Sama:

' kebudavaan
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Kebudayvaan dan
Tradisi;

. Sekretariat
Direktorat Jenderal
Diplomasi, Promosi,
dan Kerja Sama
Kebudayaan;

. Sekretariat
Direktorat Jenderal
Pengembangan,
Pemanfaatan, dan
Pembinaan
kebudayaan;

. Direktorat Warisan
Budaya;

. Direktorat Bina
Sumber Daya
Manusia, Lembaga,
dan Pranata
Kebudayaan; dan
Direktorat Sejarah

dan Permussuman.

b. Biro
dan Keuangan;

. Direktorat

. Direktorat

. Direktorat Diplomasi

Perencanaan

Bina
Kepercayaan
terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dan
Masyvarakat Adat;

Pemberdayaan Nilai

Budaya dan
Fasilitasi Kekayaan
Intelektual; dan

Kebudayaan,

12. | Pengaturan mengenai | Belum ada pengaturan | a. Sekretariat a. Biro Hukum dan | 2026
Pengesahan Convention on | mengenai tata cara pelarangan Direktorat Jenderal Fasilitasi Kerja
The Means of Prohibiting |dan  pencegahan  impor, Diplomasi, Promosi, Sama;
and Preventing The [licit | ekspor, dan  pengalihan |
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Import, Export and Transfer | kepemilikan benda budaya| dan Kerja Sama | b, Sekretariat
of Cwnership of Cultural | secara ilegal Kebudayaan: dan Direktorat Jenderal
Property (Konvensi tentang b. Direktorat Kerja | Pelindungan
E::;fm F:I&rangall;lnﬁﬂa:l Sama Kebudayaan, Kebudayaan dan
Ekspor, dan Pengalihan Trmai; |
Kepemilikan Benda c. Direktorat Warisan
Budaya Secara [legal) Budaya; dan
d. Direktorat
Pemberdayaan Nilai
Budaya dan
Fasilitasi Kekavaan
Intelektual,

13. | Pengaturan mengenai | Perlu  penyesualan besaran | a. Sekretariat a. Biro Hukum dan | 2026
 tunyan anggota | tunjangan anggota Lembaga Direktorat Jenderal |  Fasilitas Kerja
Lembaga Sensor Film Sensor Film Pengembangan, Sama; dan

Pemanfaatan, dan |b. Biro Perencanaan
Pembinaan | dan Keuangan.
Kebudayaan; dan '

b. Lembaga  Sensor
Film.

14, | Pengaturan mengenai | Belum  ada  pengaturan | Sekretariat Direktorat | Biro  Hukum  dan | 2026
perizinan pemanfaatan | mengenai perizinan | Jenderal Fasilitasi Kerja Sama
ohjek pemajuan | pemanfaatan objek pemajuan | Pengembangan,
kebudayaan untuk  kebudayaan untuk | Pemanfaatan, dan
kepentingan komersial | kepentingan komersial oleh | Pembinaan
oleh industri besar | industri hesar dan/atau pithak | Kebudayaan
dan/atau pihak asing asing
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15, | Revisi  Undang-Undang | Revisi atas Undang-Undang | a. Sekretariat a. Biro Organisasi dan | 2026-2027
Nomor 24 Tahun 2009 |ini diperlukan untuk Direktorat Jenderal Sumber Dava
tentang Bendera, Bahasa, | mengatur kembali mengenai Pelindungan Manusia;

Lagu Kebongman " |icbahasaan eerta kewenangan | Kebudeyasn  dan|biBiro Hukum dan
pengembangsn, pembinaan,| Tradisi; dan | Fasilitasi Kerja
dan pelindungan bahasa dan | b. Direktorat Warisan Sama;
sastra Budaya. c. Sekretariat

Direktorat Jenderal
Diplomasi, Promosi,
dan Kerja Sama
Kebudayaan; dan

' d. Sekretariat
Direktorat Jenderal
Pengembangan,
Pemanfaatan, dan
Pembinaan
Kebudayaan,

16. |Revisi atau penggantian | Revisi atas Undang-Undang a Sekretariat a Biro Hukum dan | 2026-2027
Undang-Undang Nomor 33 | ini diperlukan untuk Direktorat .Jenderal Fasilitasi Kerja
Tahun 2009  tentang mengatur kembali mengenai Pengembangan, Sama;

Perfilman kEwET"iﬂﬂEﬂﬁ Ffml‘:nnﬁtlﬂh- Pemanfaatan, dan | b. Direktorat Bina
ata loola  pendapatas | Pembinaan Sumber Daya
Lembaga Sensor Film, tugas | Kebudayaan; dan Manusia, Lembaga,
dan peran Badan Perfilman | b Direktorat Film,| dan Pranata
Indonesia, perubahan Musik, dan Seni. Kebudayaan; dan
penggolongan usia penonton, c. Lembapa Sensor
dan kriteria sensor film, Film.
pengarsipan film, dan

pembuatan film
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Direktorat Jenderal

17, |Rev|'3i atau penggantian | Revisi atau penggantian atas ‘a. Sekretariat a. Biro Hukum dan | 2026-2027
Undang-Undang Nomor 11 | Undang-Undang ini untuk Direktorat  Jenderal Fasilitasi Kerja
Tahun 2010 tentang Cagar | memenuhi kebutuhan hukum Pelindun Sama:

Budaya dalam pengaturan kembali| . . . ::“n i | '
mengenai nomenklatur, Tradi _I:'r ' b. Sekretariat
pembagian  kewenangan, o Direktorat Jenderal
lztl::n&::naaai mﬂ'::et;::jembafﬂ; b. Direktorat Warisan | Diplomasi, Promosi,
pengaturan mengenai warisan Budaya; dan | tl:axg dahmjar Sama
budaya bendawi (tangible) | ¢ Direktorat Sejarah | Sl e
dengan  objek  pemajuan dan Permuseuman | c. Sekretariat
kebudayaan, serta deregulasi ' Bivsktarat . derdesd
dalam pengaturan mengenai
penemuan dan pencarian, Pengembangan,
register nasional antara lain Pemanfaatan, dan
meliputi pendaftaran, Pembinaan
pengkajian, penetapan, Kebudayaan; dan
pencatatan, penghapusan, . -
sinkronisasi pengaturan d. Biro Barang Mlhki
mengenai pengembalian cagar Negara, Pengadaan |
budaya dan repatriasi objek Barang dan Jasa,
pemajuan kebudayvaan, dan - .
sanksi (ketentuan pidana dan A

I o - sanksi administratif)

18. |Revisi atau penggantian | Revisi atau penggantian atas | a. Sekretariat a. Biro Hukum dan  2026-2027
Undang-Undang Nomor 5| Undang-Undang ini untuk Direktorat Jenderal Fasilitasi Kerja
Tahun 2017  tentang | memenuhi kebutuhan hukum Pelindungan Sama;

Pemajuan Kebudayaan dalam pengaturan kembali Kabiadavasn dins
mengenai lingkup  objek Tradi ,_F b. Biro Perencanaan |
pemajuan kfﬁudifaﬂnl = dan Keuangan;
perizinan, menjembatani kretariat
pengaturan mengenai warisan | b c. Direktorat Bina

budaya bukan bendawi

Kepercayaan
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(intangible] dengan  objek Diplomasi, Promosi, terhadap Tuhan
pemajuan kebuda};ﬂﬁﬁ dan Kerja Sama| Yang Maha Esa dan
pengaturan  yang bl Kebudayaan; Masyarakat Adat;
eksploratil dan komprehensif
mengenai sumber dava . Direktorat
manusia Rﬂl?;tjﬂi’ﬂﬂn Pemberdavaan Nilai
. terutama per. Ungan Bud d
terhadap pemenuhan hak e, Sekretariat F:ﬂ.ﬂ?tr:si?{];kayaan
antara lain hak penghayat| Direktorat Jenderal Intelelctual: d
kepercayaan terhadap T'I.lhﬂ.ﬂl Pengembangan nielektual; dan
Yang Maha Esa dan| . " dan|e. Direktorat Diplomasi
masyarakat adat, sinkronisasi | : ' Kebud
pengaturan mengenai | Pembinaan MARTIAL:
pengembalian cagar budaya | Kebudayaan;
dan repatriasi objek pemajuan |
kebudavaan, dan  sanksi d. Direktorat Warisan
(ketentuan pidana dan sanksi Budaya;
administratif) e. Direktorat  Bina
. Sumber Daya
I Manusia, Lembaga,
dan Pranata
Kebudayaan; dan
 f. Direktorat Sejarah
dan Permuseuman.

19, | Pengaturan mengenai | Belum ada pengatumnga. Sekretariat Biro Hukum dan | 2027
pedoman pelaksanaan | mengenai pedoman |  Direktorat Jenderal | Fasilitasi Kerja Sama
pengelolaan cagar budaya | pelaksanaan pengelolaan Pelindungan

cagar budaya I Kebudayaan dan

Tradisi; dan
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. Direktorat Warisan
Budaya.

20. | Pengaturan B mengenal | Belum ada pengaturan | a. Sekretariat Biro Hukum dan | 2027
standar SATANE dan | mengenai standar sarana dan Direktorat Jenderal Fasilitasi Kerja Sama
prasarana kebudayvaan prasarana kebudayaan Pengembangan,

Pemanfaatan, dan
Pembinaan
Kebudayaan; dan

. Direktorat Sarana
dan Prasarana
Kebudavaan.

21. | Pengaturan mengenai tata | Perlu pengaturan kembali | a. Sekretariat a. Biro Hukum dan |2027-2028
cara register nasional dan | untuk menyesuaikan dengan Direktorat Jenderal Fasilitasi Kerja
pelestarian cagar budayva | kebutuhan hukum dan Pelindungan Sama;

dinamika lingkungan strategis Kebudayaan dan | .

Tendin | b. Sekoetaria
Direktorat Jenderal

. Direktorat  Warisan Diplomasi, Promosi,

Budayva; dan dan Kerja Sama

. Direktorat Sejarah | Coudayaan;

dan Permuseuman. c. Sekretariat
Direktorat Jenderal
Pengembangan,
Pemanfaatan, dan
Pembinaan

Kebudayvaan; dan
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d. Bire Barang
Negara, Pengadaan |
Barang dan .Jasa, |

Milik |

dan Umum.
22, | Pengaturan mengenai | Perlu  pengaturan kembali | a. Sekretariat Biro Hukum dan | 2027-2028
museum untuk menyesuaikan dengan Direktorat Jendera] | Fasilitasi Kerja Sama
kebutuhan  hukum  dan|  pajindun
dinamika lingkungan strategis Kebudayaan K
Tradisi; dan
. Direktorat  Sejarah
dan Permuseuman.
23, | Pengaturan mengenai tata Perlu pengaturan kembali | a. Sekretariat . Biro Hukum dan | 2027-2028
cara pelaksanaan | untuk menyesuaikan dengan Direktorat Jenderal | Fasilitasi Kerja
pemajuan kebudayaan kebutuhan  hukum  dan Pelindungan Sama;
dinamika lingkungan strategis Xebudayaan din
Tradisi: . Biro  Perencanaan
; dan Keuangan;
AR . Direktorat  Bina
Direktorat Jenderal Eepercayasn
Dplomash POD% | cnadap - Tuhan
chudav;in‘ Yang Maha Esa dan
Do Masvarakat Adat;
e % . Direktorat

hrektorat Jenderal

Pengembangan,

Pemanfaatan, dan

Pemberdayaan Nilai
Budava

dan |
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24,

Pengaturan mengenai
digitalisasi dan
pengelolaan data budava
digital

| Belum
mengenai
pengelolaan
digital

ada
digitalisasi
data

pengaturan
dan
budaya

45,

Pengaturan mengenai
aksesibilitas dan inklusi
budaya digital untuk
masyarakat

. Direktorat

. Direktorat

Pembinaan
Kebudayaan,
Warisan
Budaya;

Bina
Sumber Daya
Manusia, Lembaga,
dan Pranata
Kebudavaan; dan

Direktorat Sejarah
dan Permuseuman.

Fasilitasi Kekayaan |

Intelektual; dan

e. Direktorat Diplomasi

Kebudavaan.

. Selkretariat

Biro

Hukum dan

Direktorat Jenderal Fasilitasi Kerja Sama

Pengembangan,
Pemanfaatan,
Pembinaan
Kebudavaan; dan

Direktorat

Pengembangan
Budaya Dagital.

dan |

2029

Belum ada pengaturan
mengenai aksesibilitas dan
inklusi budaya digital untuk
masyarakat

. Sekretariat

Direktorat Jenderal
Pengembangan,

Biro
Fasilitasi Kerja Sama

Pemanfaatan, dan

Hukum dan

2029
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Pembinaan

Kebudavaan; dan

b. Direktorat
Pengembangan
Budaya Digital.

Salinan sesuai dengan aslinva
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Sekretariat Jenderal

MENTERI KEBUDAYAAN
REFUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADLI ZON




